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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan 
modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan 
modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan 
modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan 
yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya 
(UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Ayat 1).  Dari 
pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa sebuah Manajemen Perseroan 
Terbatas memiliki tanggung jawab terhadap pemegang saham. Bentuk dari 
tanggung jawab tersebut adalah menjaga dan meningkatkan pertumbuhan dari 
perusahaan tersebut. Pengendalian internal dari perusahaan diperlukan untuk 
menunjang pertumbuhan dari perusahaan. 
Saat ini banyak Perseroan Terbatas, yang telah berkembang cukup 
maju tetapi belum memiliki auditor internal. Salah satunya adalah PT. Derma 
Beauty Indonesia, perusahaan manufaktur yang memproduksi kosmetik untuk 
perawatan dan kecantikan. Kantor Pusat Perusahaan tersebut berlokasi di 
Jakarta Timur yang berdiri sejak 6 April 2010, walau merupakan perusahaan 
baru namun tingkat penjualan sudah mencapai lebih dari Rp 800.000.000,00 
(delapan ratus juta rupiah) perbulannya. Perusahaan ini sudah memiliki 
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beberapa cabang seperti di Yogyakarta, Solo, Purwokerto, Surabaya dan 
Medan.  
Peran auditor internal sangat dibutuhkan dalam membantu 
pengendalian internal. Selama ini pengendalian dilakukan hanya sebatas hal-
hal yang diketahui secara langsung oleh pemimpin perusahaan, tetapi secara 
detail pemimpin perusahaan akan mengalami kesulitan untuk melakukan 
pengendalian. Selain itu untuk pertumbuhan perusahaan dalam jangka 
panjang, tidak mungkin seorang pemimpin akan terus mengawasi kinerja 
cabang perusahaan secara langsung. 
Internal auditing adalah suatu fungsi penilaian independen dalam 
organisasi dengan tujuan untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan 
organisasi yang dilaksanakan. Tujuan pemeriksaan internal adalah membantu 
para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya 
secara efektif (Tugiman, 1997). Sesuai dengan pengertian tersebut PT. Derma 
Beauty Indonesia pun memerlukan internal auditing guna mengevaluasi 
kegiatan-kegiatan organisasi dalam perusahaan, supaya tercipta efektifitas 
dalam perusahaan.  
Internal auditing adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang 
independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan 
meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Internal auditing melalui suatu 
pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan 
meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko, pengendalian, dan proses 
governance (Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, 2004). 
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Seorang auditor internal diharapkan dapat membantu dan mendukung 
kinerja dari manajemen melalui kegiatan internal auditing. Hal ini 
dikarenakan auditor internal merupakan salah satu bagian yang memahami 
dan mengerti tentang keadaan internal perusahaan. Oleh sebab itu auditor 
internal diharuskan memiliki kemampuan profesional. Kemampuan 
profesional merupakan tanggung jawab bagian audit internal dan setiap 
auditor internal dalam perusahaan. Pimpinan auditor internal dalam setiap 
pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama atau 
keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan berbagai displin ilmu 
yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas 
(Tugiman, 1997).  
Ada beberapa hal yang menjadi fokus internal auditing, salah satunya 
adalah Sumber Daya Manusia (SDM). SDM merupakan salah satu bagian 
yang penting untuk diaudit. Ada beberapa hal penting yang menjadi alasan 
untuk dilakukannya audit SDM, pertama adalah mengingat faktor manusia 
tidak mungkin dievaluasi sekedar dengan angka-angka di atas kertas. Kedua, 
unit kerja Human Resources Development (HRD) sendiri memiliki corak 
kerja menjalankan perannya dari hulu ke hilir, serta membangun dan 
menjalankan sistem sekaligus mengendalikan sendiri pelaksanaannya (fungsi 
regulator, implementator, dan controller), sehingga relatif jarang disentuh 
dari pihak luar (Kumaat, 2011:107). Suatu organisasi melakukan audit 
sumber daya manusia untuk menentukan apa yang sudah dilaksanakan, apa 
yang saat ini dilaksanakan untuk memperbaiki fungsi sumber daya manusia 
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(human resources function). Organisasi melakukan review terhadap semua 
aspek dari SDM, untuk meyakinkan bahwa peraturan pemerintah dah 
kebijakan perusahaan telah dipatuhi dan organisasi telah melakukan yang 
terbaik yang dinamakan best practice audit. (Andayani, 2008 : 214). 
Audit SDM perlu dilakukan karena SDM disusun untuk competitive 
advantage yang berarti dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk 
keunggulan bersaing. Audit SDM diharapkan dapat meningkatkan kualitas 
dari SDM itu sendiri. SDM dapat memberikan jasa yang dibutuhkan 
perusahaan. SDM dalam memberikan kebutuhan organisasi harus 
dilaksanakan secara efektif, supaya dapat memaksimalkan produktivitas pada 
level terbaik. Selain itu, SDM diharapkan dapat melakukan strategi masa 
depan yang sudah ditetapkan oleh manajemen. Sasaran dari audit SDM 
meliputi perencanaan tenaga kerja, penyelenggaraan fungsi rekruitmen, 
fungsi pelatihan dan pengembangan, kinerja manajemen, kompensasi atau 
manajemen sistem imbalan hubungan dengan perusahaan dan pemeliharaan 
hubungan dengan karyawan, penyelenggaraan penilaian kinerja, 
penyelenggaraan fungsi perencanaan dan pengembangan karir, perlindungan 
tenaga kerja sebagai fungsi manajemen SDM, pemutusan hubungan kerja dan 
pemensiunan serta kepuasan karyawan (Andayani, 2008 : 214) 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Olalla dan Castillo yang 
berjudul Human Resources Audit  menyatakan bahwa faktor manusia adalah 
elemen strategis utama, yang dapat menjelaskan kapasitas diferensiasi 
perusahaan. Hal ini dianggap logis karena upaya pengukuran dengan cara 
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fungsi ini dilakukan di perusahaan. Audit SDM melampaui fungsi investigasi 
sederhana, dan merupakan perpanjangan dari konsep audit tradisional. 
Literatur yang ada menggambarkan pendekatan yang berbeda untuk audit 
SDM, termasuk pendekatan hukum, pendekatan berbasis fungsi, dan 
pendekatan strategis. Semuanya telah dianalisis dalam proses ini. Begitu pula 
dengan PT. Derma Beauty Indonesia tentu memiliki proses untuk recruitment 
karyawan sampai pemutusan hubungan kerja dengan karyawan. Mengacu 
pada penelitian tersebut maka penulis melakukan penelitian yang berjudul 
“Audit Sumber Daya Manusia Unit Head Office dan Marketing Studi 
Kasus : PT. Derma Beauty Indonesia”.  
 
B. Batasan Masalah 
Penelitian ini hanya akan membahas mengenai pengauditan internal 
sumber daya manusia studi kasus pada PT. Derma Beauty Indonesia (DBI). 
PT DBI memiliki berbagai bagian dalam perusahaan seperti Unit Head 
Office, Marketing dan Produksi. Penelitian ini hanya akan berfokus pada 
Manajemen Sumber Daya Manusia Unit Head Office dan Marketing yang 
menjadi wewenang dari Human Resouces Development (HRD). Selain dari 
hal dan perusahaan tersebut tidak dibahas dalam penelitian ini. 
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C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini, yaitu : 
1. Bagaimana  hasil pengauditan internal sumber daya manusia unit head 
office pada PT. Derma Beauty Indonesia? 
2. Bagaimana  hasil pengauditan internal sumber daya manusia unit  
marketing pada PT. Derma Beauty Indonesia? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan maka tujuan 
dari penelitian ini adalah : 
1. Mengetahui hasil pengauditan  internal sumber daya manusia unit head 
office yang dilakukan pada PT. Derma Beauty Indonesia. 
2. Mengetahui hasil pengauditan  internal sumber daya manusia unit 
marketing yang dilakukan pada PT. Derma Beauty Indonesia. 
 
E. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Perusahaan 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 
dalam proses kegiatan Human Resources Development untuk 
meningkatkan kinerja dan efektivitas dari Sumber Daya Manusia. Selain 
itu juga dapat memberikan masukan perbaikan manajemen sumber daya 
manusia pada perusahaan tersebut. 
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2. Bagi Mahasiswa 
Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan informasi 
terhadap hasil audit internal SDM dalam sebuah perusahaan yang 
nantinya menjadi refrensi untuk penelitian selanjutnya. Hasil dari 
penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi gambaran kepada para 
mahasiswa yang akan/sedang/telah mengambil mata kuliah pengauditan 
internal untuk lebih memahami dan mengerti teori-teori yang dipelajari 
dengan praktik secara langsung.  
3. Bagi Universitas 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 
mengenai Penguditan Internal Human Resources Development yang 
nantinya dapat dikembangkan bersama dengan mata kuliah Pengauditan 
Internal. 
4. Bagi Penulis 
Penelitian ini sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori dan 
ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan baik dalam proses 
perkuliahan maupun dari buku-buku khususnya mengenai audit internal. 
selain itu dapat digunakan sebagai sarana mengembangkan ilmu 
pengetahuan serta memperluas wawasan dalam rangka meningkatkan 
kemampuan dan ketrampilan, sekaligus membandingkan antara teori 
yang dipelajari dalam perkuliahan dengan penerapannya dalam praktik di 
lapangan. 
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F. Sistematika Penulisan 
Bab I Pendahuluan  
Bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 
penilaian. 
Bab II Landasan Teori 
Bab ini diuraikan berbagai teori yang mendukung penelitian, 
mengenai pengertian Audit Sumber Daya Manusia, aspek-aspek 
kegiatan personalia dan pengendaliannya, langkah-langkah 
dalam proses audit, langkah-langkah dalam proses audit,  objek 
audit sumber daya manusia, dan program kerja pemeriksaan. 
Bab III Metode Penelitian 
Bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu 
penelitian, subjek dan objek penelitian, data penelitian, populasi 
dan sampel, teknik pengumpulan data, pengujian instrument 
penelitian dan teknis analisis data.  
Bab IV Gambaran Umum Perusahaan 
Bab ini diuraikan mengenai sejarah perusahaan, struktur 
organisasi, visi dan misi perusahaan, serta peraturan tata tertib 
dan disiplin kerja yang berkaitan dengan SDM. 
Bab V Analisis Data dan Pembahasan  
Bab ini berisikan hasil penelitian dan juga hasil evaluasi audit 
internal SDM pada unit Head Office dan Marketing, yang 
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berisikan standar perusahaan, temuan, penyimpangan, dampak 
dan rekomendasi. 
Bab VI Penutup 
Bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dan jawaban dari 
rumusan masalah, keterbatasan penelitian serta saran untuk 
penelitian berikutnya.  
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Auditing 
Pengertian Auditing 
Beberapa pengertian auditing menurut beberapa sumber: 
Mulyadi (1998) 
Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan 
mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan 
tentang kejadian ekonomi dengan tujuan menetapkan tingkat 
kesesuaian atas pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria-
kriteria yang telah ditetapkan serta menyampaikan hasil-hasilnnya 
kepada pemakai yang berkepentingan. 
Jusup (2001) 
Pengauditan adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan 
mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan 
dan kejadian-kejaadian ekonomi secara obyektif untuk menentukan 
tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan criteria yang telah 
ditetapkan san mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan. 
  Arens, Loebbecke dan Yusuf (1993) 
Suatu proses dengan apa seseorang yang mampu dan independen atau 
bebas dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti dari 
keterangan-keterangan yang terukur dari suatu kesatuan ekonomi 
dengan tujuan untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat 
kesesuaian dari keterangan-keterangan yang terukur tersebut dengan 
kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. 
 
Dari ketiga definisi di atas penulis dapat mengambil beberapa hal 
yang terpenting bahwa Auditing adalah suatu proses yang sistematis, 
terencana, terstruktur untuk nantinya dapat digunakan untuk mengambil 
keputusan. Selain itu ada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan untuk 
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nantinya menjadi standar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dari 
hasil auditing. 
 
B. Audit Internal 
1. Pengertian Audit Internal 
Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004) 
mendefinisikan audit internal sebagai kegiatan penilaian dan konsultasi 
yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk memberikan nilai 
tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal 
modern menyediakan jasa-jasa yang mencakup pemeriksaan dan penilaian 
atas pengendalian intern, kinerja, resiko dan tata kelola perusahaan publik 
maupun privat. 
Sawyer, Dittenhofer, & Scheiner (2003), mengartikan audit internal 
sebagai berikut : 
Audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif 
yang dilakukan auditor terhadap operasi dan control yang berbeda-
beda dalam organisasi untuk menentukan apakah (1) informasi 
keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) resiko 
yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi; (3) 
peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bias 
diterima telah diikuti; (4) kriteria operasi yang memuaskan telah 
dipenuhi; (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan 
ekonomis; dan (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif – 
semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan 
manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan 
tanggung jawabnya secara efektif.  
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2. Peranan Audit Internal 
Kumaat (2011) mengutarakan ada tiga peranan audit internal, yaitu: 
a. Mengumpulkan data/fakta yang material dan relevan dengan 
masalah. 
b. Mengidentifikasi akan masalah serta mengukur luas dampak yang 
ditimbulkan. 
c. Merekomendasikan tindak perbaikan dan pencegahan dalam koridor 
pengelolahan resiko serta pengawasan internal. 
Untuk menunjang peranan tersebut auditor internal harus memiliki 
independensi. Independensi internal audit adalah keberpihakan internal 
audit pada kebenaran faktual, yang ditinjau dari: 
a. Adanya bukti serta data material yang otentik, relevan dan cukup 
b. Adanya praktik bisnis yang menjujung tinggi etika/moral serta 
memperhatikan resiko terukur 
c. Adanya kepastian tanggung jawab dan wewenang seseorang yang 
terukur dakam organisasi bisnis 
d. Adanya administrasi dan pengendalian yang memadai serta 
konsisten 
Pemeriksaan intern (Internal auditing) adalah aktivitas penilaian yang 
independen untuk setiap kegiatan operasional, lini dan staf organisasi dalam 
perusahaan Dalam melaksanakan tugasnya, audit intern tidak hanya 
melaksanakan pemeriksaan untuk menemukan kelemahan yang terdapat pada 
unit-unit yang ada apakah sudah sesuai dengan apa yang telah digariskan atau 
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belum, melainkan juga memberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan pada 
setiap penyimpangan yang terjadi sehingga dapat berjalan sesuai dengan apa 
yang ditetapkan. 
Tugas dari auditor internal adalah membantu organisasi atau 
perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan melalui sistem yang ditetapkan 
dan memastikan rencana dari perusahaan tersebut telah dijalankan serta 
informasi yang digunakan relevan. Demikian pula sistem pengendaliannya 
apakah sudah sesuai dengan program organisasi serta penerapannya pada 
organisasi tersebut. Sedangkan fungsi audit internal adalah sebuah fungsi 
penilaian independen dalam suatu organisasi guna menelaah atau 
mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan organisasi untuk memberikan 
saran-saran kepada manajemen dengan tujuan untuk membantu semua 
tingkatan manajemen agar tagging jawabnya dapat dilaksanakan secara 
efisien dan efektif (Tugiman, 1995) 
 
C. Pengertian Audit Sumber Daya Manusia ( Human Resources Audit ) 
Pengertian Human Resources (HR) audit yang ditulis oleh Tungga 
(1995) adalah sebagai berikut: “The HR audit is a method of ensuring that the 
human resources potencial of the organization of the organization is being 
fulfilled.” (Audit Sumber Daya Manusia merupakan suatu metoda untuk 
memastikan bahwa potensial sumber daya manusia dari organisasi terpenuhi). 
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Tungga (1995) juga menuliskan pendapat yang dikemukakan oleh 
Sherman dan Bohlander, audit sumber daya manusia memberikan peluang 
untuk: 
1. Menilai efektifitas fungsi sumber daya manusia. 
2. Memastikan ketaatan terhadap hukum kebijakan, peraturan dan 
prosedur. 
3. Menetapkan pedoman untuk menetapkan standar. 
4. Memperbaiki mutu dari staf sumber daya manusia. 
5. Meningkatkan citra dari fungsi sumber daya manusia. 
6. Meningkatkan perubahan dan kreativitas. 
7. Menilai kelebihan dan kekurangan dari berbagai fungsi sumber daya 
manusia. 
8. Memfokuskan staf sumber daya manusia pada masalah-masalah yang 
penting. 
9. Membawa sumber daya manusia lebih dekat kepada fungsi organisasi 
yang lain. 
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D. Fungsi Bagian Human Resources Development 
Bagian HRD atau personalia mempunyai tanggung jawab untuk 
membantu manajemen dalam melaksanakan berbagai kegiatan di bidang 
personalia. Ada tiga persoalan pokok yang harus ditangani oleh bagian 
personalia dalam kaitan dengan pelaksanaan tugasnya, yaitu: 
1. Memperoleh tenaga kerja yang tepat. 
2. Mengembangkan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan. 
3. Menetapkan tarif, pembayaran, kenaikan, serta penghentian gaji/upah. 
4. Meningkatkan produktivitas para pegawai. 
5. Pemutusan hubungan kerja. 
 
E. Aspek-Aspek Kegiatan Personalia Dan Pengendaliannya 
Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam kegiatan personalia dan 
manajemen (Akmal, 2009: 326) yaitu: 
1. Pola kegiatan Personalia: 
a. Identifikasi kebutuhan tenaga kerja 
Melalui struktur organisasi akan dilakukan pengembangan 
uraian tugas yang nantinya menjadi dasar untuk penentuan 
speksifikasi tenaga kerja yang diperlukan perusahaan. 
b. Inventarisasi, analisis, dan evaluasi sumber-sumber tenaga kerja 
untuk masa sekarang dan masa yang tersedia. 
Hal ini dilakukan untuk kemudian dianalisis untuk dapat 
menetapkan apakah tenaga kerja yang ada diperoleh dari sumber yang 
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dapat memenuhi jumlah dan spesifikasi-spesifikasi tenaga kerja yang 
diperlukan. 
c. Usaha pemenuhan kebutuhan tenaga kerja 
Usaha yang dilakukan adalah memasang iklan di surat kabar, 
meminta bantuan di kantor penempatan tenaga kerja atau dengan cara 
meminta bantuan ke sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang 
sesuai. Terdapat beberapa cara untuk seleksi tenaga kerja yaitu dengan 
cara: 
1) Pengisian formulir/daftar isian 
2) Referensi 
3) Tes-tes khusus 
4) Wawancara pribadi 
d. Kegiatan latihan dan pengembangan tenaga kerja 
Supaya latihan dan pengembangan terlaksana dengan efektif, 
semua faktor harus dipertimbangkan dengan seksama, baik jenis, 
bobot maupun metode latihan yang diterapkan. 
1) Dasar-dasar latihan 
Terdapat prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu: 
a) Kemauan. Para peserta perlu menyadari pentingnya latihan 
tersebut sebagai sesuatu yang berharga dan relevan untuk 
mereka, sehingga member motivasi yang kuat untuk 
manfaat yang maksimal dari latihan tersebut. 
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b) Materi latihan. Materi latihan harus benar-benar baik, yaitu 
disiapkan dengan seksama, dan disajikan secara konsisten 
dengan materinya. 
c) Ketentuan mengenai waktu. Latihan khusus diberikan 
dalam batas waktu yang layak dan penyelenggara latihan 
harus berusaha untuk mengikuti ketentuan/waktu yang telah 
ditetapkan. 
d) Partisipasi. Efektivitas program latihan untuk sebagian 
besar tergantung kepada partisipasi para peserta sendiri. 
e) Dorongan. Dorongan kepada peserta latihan dapat 
dilaksanakan selama masa latihan. 
2) Problem latihan 
Problem latihan akan muncul, bila prinsip-prinsip yang digariskan 
tidak ditangani secara memadai. 
3) Pengendalian program latihan 
Aspek pengendalian dalam program latihan adalah sebagai berikut: 
a) Keterlibatan dan dukungan pimpinan secara kontinu. 
b) Rancangan program latihan yang dikomunikasikan secara 
tepat dengan kebutuhan operasional dan didasarkan aras 
standar professional yang memadai. 
c) Pengelolaan yang cermat dari program latihan untuk 
menjamin adanya motivasi dan perhatian yang layak dari 
para peserta. 
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e. Penggajian/pengupahan karyawan 
Jenis pengeluaran ini memerlukan perhatian khusus karena 
memiliki beberapa alasan, yaitu pertama, fakta bahwa gaji/upah 
biasanya merupakan bagian yayng cukup besar dari seluruh biaya 
operasi perusahaan. Kedua, secara langsung menyangkut aspek 
kemanusian. Ketiga, berhubungan erat dengan semua aktivitas di 
dalam perusahaan. Keempat, berhubungan dengan ketentuan 
perundang-undangan yang mengatur upah minimum, pajak, jaminan 
social dan asuransi. Hal yang perlu diperhatikan yaitu: 
1) Hubungan kegiatan penggajian / pembuatan daftar upah dengan 
bagian personalia. 
2) Sumber data mengenai gaji 
3) Penyiapan daftar gaji 
4) Rekapitulasi waktu kerja 
5) Penerapan tarif upah 
6) Pengalokasian gaji dan upah 
7) Potongan gaji/upah 
8) Penentuan gaji bersih 
9) Pelaksanaan pembayaran gaji dan upah 
10) Pengendalian atas gaji dan upah  
2. Persoalan-persoalan pengelolaan personalia 
a. Analisis dan evaluasi tugas/pekerjaan 
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Hal ini diperlukan alat pengukur yang biasanya dituang dalam 
bentuk suatu pedoman. Pedoman tersebut diidentifikasikam berbagai 
faktor atau dimensi-dimensi tertentu, seperti jenis keahlian yang 
diperlukan, luasnya tanggung jawab, ruang lingkup kegiatan, dan 
kondisi-kondisi yang melingkupi tugas/pekerjaan. 
b. Pengelolaan pemberian imbalan/kompensasi 
Evaluasi pekerjaan menentukan hubungan antara kompensasi 
dengan berbagai pekerjaan. Penelitian mengenai kompensasi dan 
evaluasi pekerjaan bersama-sama menentukan tarif pembayaran 
minimum bagi setiap pekerjaan. 
c. Evaluasi pelaksanaan tugas 
Evaluasi pelaksanaan tugas merupakan suatu proses berlanjut 
yang harus dilakukan secara periodik. Maksud dari evaluasi ini adalah 
memberikan suatu dasar dalam menentukan penggunaan SDM di 
masa mendatang, termasuk kemungkinan pemindahan, promosi, dan 
kenaikan gaji. 
d. Mutasi personalia 
Bagian personalia berperan sebagai pusat informasi mengenai 
sumber-sumber tenaga kerja yang tersedia, sebagai perencana dan 
penasihat yang membantu pimpinan dalam mengatasi berbagai 
persoalan yang dihadapi. 
e. Catatan-catatan dan laporan-laporan karyawan 
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Data-data karyawan tersebut menjadi bagian pokok dari 
catatan-catatan yang diselenggarakan oleh bagian personalia. 
Tanggung jawab atas semua catatatan mengenai para karyawan dan 
pemrosesan semua perubahan dalam status kerja dari masing-masing 
karyawan menjadi dasar untuk melaksanakan tanggung jawab 
pelaporan kepada pemimpin.  
f. Kegiatan pemberian petunjuk/bimbingan 
Bagian personalia dapat berperan aktif dalam memenuhi 
kebutuhan para karyawan akan berbagai petunjuk/bimbingan atau 
informasi yang menyangkut kepentingan pribadi karyawan. 
g. Program-program kesejahteraan karyawan 
Program diberikan untuk memberikan kesejahteraan yang 
lebih baik bagi para karyawan, dan diharapkan hal ini dapat 
mendorong karyawan untuk bekerja lebih produktif. 
h. Pemberian pelayanan kepada para karyawan 
Pada situasi tertentu, terdapat sejumlah kegiatan pelayanan 
yang dapat dilaksanakan secara paling efisien dan ekonomis apabila 
disentralisasikan. Pemberian pelayanan kepada karyawan yaitu 
menyangkut perlindungan dan keamanan tempat kerja, transportasi 
lokal, pertolongan pertama pada kecelakaan, keselamatan kerja, 
pencetakan, fotografi, dan jasa komunikasi. 
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i. Pemberian kompensasi dan jaminan keamanan bagi para karyawan 
Persoalan keselamatan kerja berkaitan dengan kemampuan 
teknis dalam menyiapkan sarana atau alat keselamatan kerja. Oleh 
karena itu bagian personalia juga menangani semua klaim atas 
tuntutan ganti rugi dari para karyawan yang mengalami kecelakaan 
kerja dalam melaksanakan tugasnya. 
j. Hubungan-hubungan personalia 
Organisasi personalia mewakili kepentingan para karyawan 
dan hubungan dalam perusahaan. 
 
F. Langkah-Langkah Dalam Proses Audit 
Usulan proses audit yang dikemukakan oleh spesialis auditing 
bernama Walther R. Mahler yang ditulis oleh Tunggal (1995), terdiri dari 6 
(enam) langkah yaitu: 
1. Memperkenalkan gagasan audit dan menekankan manfaat yang akan 
diperoleh dari audit. 
2. Memilih personel dengan kisaran ketrampilan yang luas untuk tim 
audit dan memberikan pelatihan yang diperlukan. 
3. Mengumpulkan data dari tingkat yang berbeda dari organisasi. 
4. Menyiapkan laporan audit untuk manajer lini dan evaluasi departemen 
sumber daya manusia. 
5. Mendiskusikan laporan dengan manajer operasi yang kemudian 
mengujikan penilaian mereka sendiri. 
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6. Mempersatukan tindakan korektif  ke dalam proses penetapan tujuan 
(objective setting process) perusahaan yang regular. 
Karena auditing merupakan suatu bentuk riset atau penelitian, maka 
penting bahwa temuan didasarkan pada data yang obyektif, dapat dipercayai 
dan sahih. Catatan sumber daya manusia dari semua tipe tersedia untuk 
penggunaan dalam audit. Selain menganalisis catatan, wawancara biasanya 
dilakukan dengan  manusia, dan penyedia dan personel non manajemen yang 
terpilih. Pendekatan dalam Audit Sumber Daya Manusia: 
a. Menentukan ketaatan dengan hukum dan peraturan (persyaratan 
eksternal). 
b. Mengukur kesesuaian dengan tujuan organisasional 
c. Mengukur kinerja program 
 
G. Objek Audit Sumber Daya Manusia 
Ada beberapa objek audit SDM yang dikemukakan oleh Kumaat 
(2011 : 108 – 117), yaitu : 
1. Audit terhadap Pengembangan SDM (Audit on HR Development) 
Audit terhadap pengembangan SDM, auditor akan mengaudit 
kinerja dari HRD. HRD harus memastikan SDM sebagai Intellectual 
Property Korporasi yang berharga. Gambar 2.1 yang menjelaskan 
bagaimana aktivitas yang menjadi pengawasan HRD dalam 
pengembangan SDM guna memastikan SDM sebagai Intellectual Property 
Korporasi (Halaman 23): 
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Gambar 2.1 Fokus Bidang Audit 
Sumber: Audit Internal, Kumaat 
 
Pengelompokan ini bermakna bahwa efektivitas dukungan SDM 
sangat bertumpu pada keberhasilan departemen teknis terkait yaitu HRD 
dalam membangun dan menjalankan strateginya, tidak hanya berfokus pada 
pribadi karyawan. Makna lainnya adalah bahwa pendekatan HR Audit lebih 
diprioritaskan pada Risk-Based Audit (berfokus pada analisi data secara on 
desk), sementara Compliance Audit (terjun langsung mengamati atau inspeksi 
di lapangan) lebih sebagai penunjang bagi entry point masuk pada analisis 
data subtantif. 
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Audit Terhadap Perencanaan dan Pengelolaan SDM (Audit on HR Planning 
& HR Management) : Menentukan Kontribusi Strategis HRD 
Audit perencanaan dan pengelolaan SDM akan menentukan 
kontribusi strategis HRD yang dapat dilihat dari Gambar 2.2 berikut ini: 
Gambar 2.2 Manpower Planning and Mangement 
Sumber: Audit Internal, Kumaat 
 
Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa ada 4 (empat) aktivitas 
“kunci”yang bisa menjadi sampling object bagi auditor untuk 
menggambarkan kememadaian HR Planning and Management, yaitu: 
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a. Analisis data Sumber Daya Manusia 
Analisis data SDM normalnya hanya sebataspada data internal yang 
rutin dikumpulkan oleh HRD dari seluruh SDM dan unit kerja 
korporasi, yaitu terkait dengan: 
1) Data karyawan (prersonnel profile): usia, status perkawinan, 
pendidikan formal, riwayat kerja (pengalaman, pelatihan, 
ketrampilan, prestasi kerja), dan sebagainya. 
2) Penilaian kepribadian (personnel assessment): karakter, 
perilaku, kebiasaan, falsafah hidup, minat, IQ, EQ, dan 
sebagainya. 
3) Penilaian kerja (performance appraisal): pencapaian 
kompetensi (dasar, level, jabatan), pencapaian key performance 
indicator (KPI) atau target kerja dan sebagainya. 
b. Audit terkait rekrutmen, penempatan, dan retensi SDM (Audit on 
HR Recruitment, Empowerment, and Retention): Memastikan 
berjalannya “Merit System” dan prinsip “the right man in the right 
place”. 
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Gambar 2.3 berikut ini merupakan gambar proses untuk 
menganalisis dan mewujudkan efektivitas dari SDM: 
 
 
 
Fokus Audit Terkait Rekrutment, Penempatan Dan Retensi SDM 
Gambar 2.3. Analisis SDM – Proses Inti HRD – KPI HRD 
Sumber: Audit Internal, Kumaat 
 
Proses pengauditan memiliki dua hal yang diperhatikan yaitu 
compliance audit dan subtantive audit. Compliance audit atau yang berarti 
audit kepatuhan adalah proses kerja yang menentukan apakah pihak yang 
diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang 
ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan subtantive audit adalah 
untuk menentukan apakah ada salah saji secara material. Berikut ini akan 
dipaparkan mengenai kedua proses audit tersebut yang terdapat pada Tabel 
2.1 (Halaman 27). 
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Tabel 2.1 memaparkan mengenai lingkup audit terkait dengan 
rekruitmen, penempatan dan retensi SDM dalam sebuah perusahaan: 
 
Tabel 2.1 Audit Terkait Rekruitmen, Penempatan, dan Retensi SDM 
 
Lingkup 
Audit 
Compliance Audit Substantive Audit 
HR 
Recruitment 
 
1. Ketersediaan dan 
kememadaian isi Prosedur + 
Kebijakan Internal, Rencana 
Kerja, Budget Tahunan 
terkait Rekrutmen SDM. 
2. Pemenuhan setiap tahapan 
proses, tertib administrasi, 
dan pengendalian terkait 
Rekrutmen SDM, kecepatan 
Waktu Proses Rekrutmen. 
3. Kecukupan Otoritas 
Pejabat/Staf Penguji, 
Pewawancara hingga 
Pengambil Keputusan 
penerimaan SDM baru sesuai 
level posisi (termasuk nego 
paket remunerasi). 
4. Kelengkapan Dokumen dan 
Informasi Pendukung 
Personel Profile terkait SDM 
baru, baik secara hardcopy 
maupun database pada HR 
Information System (HRIS). 
5. Kecukupan Evaluasi Teknis 
para Atasan di SDM baru 
terkait Masa Percobaan, 
Perpanjangan Kontrak / 
Parttime / Outsourced, atau 
Perubahan Status Hubungan 
Kerja. 
6. Kememadaian isi Perjanjian 
Kerja yang mengacu pada 
Peraturan Perusahaan dan 
Kebijakan Organisasi yang 
berlaku, baik di awal Masa 
Percobaan (Probation) di 
Awal pengangkatan sebagai 
1. Tingkat kedalaman 
pengumpulan data kebutuhan 
user maupun pengukuran 
bursa tenaga kerja (HR 
Market Benchmarking) untuk 
pemetaan kondisi SDM dan 
Perencanaan Kebutuhan 
SDM (Manpower 
Plannning). 
2. Realisasi pemenuhan dan 
pengendalian jumlah SDM 
baru maupun anggaran 
rekrutmen („belanja SDM 
baru‟) terhadap: 
a. Rencana jumlah (biaya) 
rekrutmen  SDM baru tahun 
sebelumnya. 
b. Tingkat pertumbuhan dan 
kebutuhan stategis organisasi 
(Bisnis). 
c. Tingkat turnover SDM, 
khususnya keseimbangan 
dengan jumlah yang keluar 
(quit, retired, fired). 
3. Tingkat deviasi pemenuhan 
kompetensi (dasar, level, 
jabatan) yang diisyaratkan 
dan implikasi pemberian 
referensi “orang dalam”. 
4. Tingkat 
keberhasilanpengisian suatu 
posisi lowongan dengan 
SDM eksternal (menambah 
SDM baru). 
5. Kememadaian status SDM 
(permanent, contract, part-
time, outsource) terkait 
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Tabel 2.1 Audit Terkait Rekruitmen, Penempatan, dan Retensi SDM 
 
Lingkup 
Audit 
Compliance Audit Substantive Audit 
tenaga kerja permanen, 
maupun terkait status Part-
Time, Contact, atau 
Outsourced. 
7. Keteraturan penyesuaian / 
pemuktahiran Materi Uji, 
baik untuk Uji Kompetensi 
Soft Skills maupun Technical 
Skills, untuk Rekrutmen 
SDM? 
 
tingkat strategis posisi dan 
tingkat kompleksitas 
diskripsi tugas. 
6. Efektifitas biaya publikasi 
untuk menjaring kandidat 
potensial (advertising dan 
jasa Headhunter). 
HR 
Utilization 
 
1. Ketersediaan dan 
kememadaian isi diskripsi 
tanggung jawab / 
akuntabilitas (responsibility 
& accountability), wewenang 
(authority, priviledge), serta 
lingkup tugas (job desc) 
sesuai struktur organisasi 
disetiap skillful job dengan 
berbagai status (permanen, 
kontrak, outsourced dan lain-
lain). 
2. Kelengkapan dan 
kememadaian informasi 
terkait target dan KPI setiap 
unit kerja serta setiap SDM 
termasuk Performance 
Apprisial secara periodik. 
3. Ketersediaan data pendukung 
“rapor” SDM  yaitu absensi, 
cuti, dan klaim kesehatan, 
mutasi/rotasi tugas, serta data 
terkait sanksi pelanggaran 
disiplin. 
4. Ketersediaan data pendukung 
terkait demografi personnel 
profile (usia, status, 
perkawinan, pendidikan dan 
pelatihan, 
pengalaman/prestasi kerja). 
1. Keselarasan penetapan target 
kerja dan KPI unit kerja, baik 
program rutin maupun 
berbasis proyek, terhadap: 
a. Visi, Misi dan Strategi 
Korporasi 
b. Target dan KPI unit kerja 
lain yang terkait. 
c. Target dan KPI individu 
setiap karyawan di unit 
kerja bersangkutan. 
2. Komparasi jumlah dan biaya 
SDM antarunit kerja 
berdasarkan 3 prinsip : 
Produktifitas, Efektivitas, 
serta Efisiensi. 
3. Analisis untuk pemetaan 
SDM, terkait: 
a. Tingkat kehadiran 
b. Tingkat kebugaran fisik 
c. Tingkat disiplin/kepatuhan 
kerja 
4. Tingkat kapabilitas SDM per 
level jabatan (berdasarkan 
“jam terbang”, pendidikan, 
usia dan sebagainya).  
HR 1. Ketersediaan dan 1. Tingkat objektivitas penilaian 
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Tabel 2.1 Audit Terkait Rekruitmen, Penempatan, dan Retensi SDM 
 
Lingkup 
Audit 
Compliance Audit Substantive Audit 
Retention 
 
kememadaian isi 
prosedur/kebijakan korperasi 
terkait retensi SDM dan 
aktifitas penunjangnya 
(seperti penilaian prestasi, 
mutasi, rotasi,  promosi, 
penghargaan, intensif, 
training dan sebagaianya). 
2. Ketersediaan informasi 
terkait hasil wawancara 
karyawan keluar (“exit 
interview”) dan database 
terkait karyawan unggulan 
(“star employee”). 
prestasi dan efektivitas upaya 
talent scouting, pemantauan 
serta pembinaan (coaching 
and conselling) terhadap 
kandidat SDM kategori “star 
employee”). 
2. Efektifitas upaya penyiapan 
sussessor (calon pimpinan) 
posisi head of unit yang 
krusial (seperti pejabat 
bersangkutan berniat keluar, 
pensiun, memiliki tuntutan 
kompetensi yang tinggi, dan 
sebagainya). 
3. Tingkat kedalaman 
pengukuran bursa tenaga 
kerja (HR Market 
Benchmarking) bagi jenis 
pekerjaan tergolong langka 
untuk komparasi paket 
remunerasi yang kompetitif. 
 
Tabel 2.2 adalah tabel lingkup audit terkait dengan pengembangan 
kompetensi SDM dalam sebuah perusahaan: 
Tabel 2.2 Audit Terkait Pengembangan Kompetensi SDM  
 
 Lingkup 
Audit 
Compliance Audit Substantive Audit 
HR 
Competency 
1. Ketersediaan panduan 
standard an update pada 
seluruh unit kerja mengenai 
deskripsi kompetensi 
dasar/umu dan kompetensi 
level / pangkat bagi seluruh 
SDM. 
2. Ketersediaan deskripsi 
tertulis kompetensi 
1. Keselarasan (relevansi) 
kompetensi dasar / umum, 
kompetensi level / pangkat, 
dan kompetensi 
pekerjaan/jabatan SDM 
dengan: 
a. Visi, Misi dan Strategi 
Korporasi (termasuk 
corporate culture, bila 
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Tabel 2.2 Audit Terkait Pengembangan Kompetensi SDM  
 
 Lingkup 
Audit 
Compliance Audit Substantive Audit 
pekerjaan/jabatan SDM pada 
setiap unit kerja. 
3. Keteraturan peninjauan 
(updating) standar 
kompetensi SDM pada 
setiap unit kerja. 
4. Keterlibatan berbagai unit 
kerja secara representative 
dalam sebuah komite yang 
mengupdate standar 
kometensi SDM korperasi. 
5. Kecukupan frekuensi 
sosialisasi dan evaluasi 
penerapan kompetensi SDM 
pada seluruh jajaran unit 
kerja dan setiap individu 
SDM. 
ada) 
b. Rencana tahunan (annual 
plan) yang dicanangkan 
korporasi / unit bisnis. 
c. Semangat perubahan, 
improvement atau 
kebutuhan atual korporasi. 
2. Kesesuaian penetapan kriteria 
kompetensi dasar, kompetensi 
level, dan kompetensi 
pekerjaan SDM dengan 
kesimpulan hasil HR 
Assesment and  Mapping. 
3. Rentang perbedaan persepsi 
antarunit kerja dalam 
mengartikan setiap 
kompetensi (dasar, level) 
pada penilaian kinerja SDM 
(performance evaluating). 
4. Keselarasan hasil penilaian 
kinerja terkait target (KPI) 
individu dengan penilaian 
terkait kompetensi (dasar, 
level, pekerjaan) 
HR 
Coaching 
and 
Counseling 
1. Ketersediaan mekanisme 
internal, fasilitas fisik 
(seperti ruang khusus 
konseling, tenaga ahli) di 
HRD Dept, untuk 
merealisasikan pelayanan 
Coaching and Counseling 
bagi semua level SDM 
korporasi. 
2. Efektifitas sosialisasi 
keberadaan fasilitas 
Coaching and  Counseling 
di HRD. 
3. Kelengkapan data hasil 
Coaching and  Counseling 
yang pernah dilakukan, 
termasuk hasil pemantauan 
paska Coaching and 
1. Keteraturan dan efektivitas 
pemberian Coaching melalui 
berbagai bentuk/media 
(seperti Training/Workshop 
Internal; kuesioner; 
sayembara dan reward; 
sharing artikel kisah sukses, 
motivasi, informasi umum 
terkait kompetensi dasar/ 
level, dan sebagainya) 
2. Tingkat converage fungsi 
konseling terhadap 
permasalahan pemenuhan 
kompetensi oleh karyawan 
secara individu, antara lain: 
a. Yang mendapatkan surat 
peringatan / surat teguran. 
b. Yang pencapaian nilai 
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Tabel 2.2 Audit Terkait Pengembangan Kompetensi SDM  
 
 Lingkup 
Audit 
Compliance Audit Substantive Audit 
Counseling. kompetensinya atau target 
(KPI) di bawah rata-rata 
atau persyaratan 
minimum. 
c. Yang memiliki masalah 
hubungan interpersonal 
dalam unit kerjanya. 
d. Yang tidak pernah 
mencapai level lebih 
tinggi setelah sekian 
tahun di perusahaan. 
3. Efektivitas sinergi dengan 
setiap unit kerja dalam 
penanganan SDM 
„bermasalah‟.  
HR Training 1. Kelengkapan data Training 
Needs Analysis (TNA), 
kurikulum dan Internal 
Training Program, 
prosedur, serta publikasi 
terkait training di HRD. 
2. Profil dari semua lembaga 
eksternal yang pernah 
memberikan jasa pelatihan, 
baik inhouse ataupun 
outhouse yang pernah 
diikuti secara individu. 
3. Profil dari semua internal 
trainer yang dipakai HRD. 
4. Data terkait laporan evaluasi 
training, baik internal 
maupun ekseternal yang 
diikuti setiap karyawan. 
5. Pemuktahiran dara profill 
HR setiap SDM terkait 
sertifikasi ataupun training 
yang pernah diikuti. 
6. Data anggaran dan realisasi 
biaya terkait HR Training 
maupun biaya pelatihan 
setiap unit kerjanya. 
1. Konsistensi pembuatan TNA 
dan keselarasan antara 
analysis setting serta hasil 
TNA dengan: 
a. Visi, misi dan strategi 
korporasi (termasuk 
corporate culture) 
b. Kompensasi yang berlaku 
dan kebutuhan aktual 
berbagai pengguna. 
c. Kurikulum dan program 
pelatihan yang ditawarkan 
ke seluruh unit kerja. 
2. Evaluasi terhadap efektivitas 
hasil training bagi 
peningkatan kompetensi 
setiap individu peserta, baik 
oleh internal maupun pihak 
eksternal. 
3. Tingkat pengendalian biaya 
training (misalnya, 
dikomparasikan dengan 
frekuensi penyelenggaraan, 
jumlah peserta, dan 
sebagainya.   
HR Reward 1. Pengaturan terkait hak dan 1. Keselarasan PP dan PKB 
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Tabel 2.2 Audit Terkait Pengembangan Kompetensi SDM  
 
 Lingkup 
Audit 
Compliance Audit Substantive Audit 
and 
Punishment 
kewajiban SDM, 
penghargaan, dan sanksi 
pada peraturan perusahaan 
(PP), atau perjanjian kerja 
bersama (PKB), bila berlaku 
serikat pekerja. 
2. Efektivitas sosialisasi dan 
implementasi setiap 
prosedur perusahaan terkait: 
a. Rotasi, mutasi, dan 
promosi karyawan. 
b. Pemberian sanksi sesuai 
tingkatan kesalahan 
SDM. 
3. Pemuktahiran data HR 
Profile setiap SDM terkait 
penghargaan dan sanksi 
yang diterima. 
terhadap regulasi pemerintah 
yang berlaku (terkait hak dan 
kewajiban perusahaan atau 
SDM) , juga sinkronisasi 
PP/PKB dengan prosedur 
(terkait reward dan 
punishment). 
2. Tingkat konsistensi 
penerapan PP/PKB terkait 
dengan pemenuhan hak dan 
kewajiban perusahaan 
maupun setiap SDM. 
3. Pengukuran efektivitas: 
a. Rotasi dan promosi SDM 
terhadap produktivitas 
unit kerja. 
b. Kontribusi SDM yang 
dimutasi 
c. Pemberian sanksi kepada 
SDM. 
4. Kememadaian penerapan 
prinsip-prinsip  Merit System 
dalam pelaksanaan: 
a. Promosi 
kepangkatan/jabatan 
b. Pemberian sanksi  
 
Audit Terhadap Penggajian Dan Tunjangan SDM (Audit on HR Payroll 
and Benefit) : Menjamin hak karyawan 
Ada dua hal yang menjadi fokus Internal Audit yaitu: 
a. Transparency atau keterbukaan informasi terkait persyaratan, hak 
dan pemotongan hak terkait Payroll and Benefits. 
b. Accurancy atau ketepatan perhitungan hak dan pemotongan hak 
terkait Payroll and Benefits. 
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Gambar 2.4 berikut adalah gambar yang menunjukan aktivitas penggajian 
dan tunjangan bagi SDM: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.4 Aktivitas Penggajian dan Tunjangan SDM 
Sumber : Audit Internal, Kumaat 
 
Tabel 2.3 memaparkan mengenai ruang lingkup audit terkait 
dengan rekruitmen, penempatan dan retensi SDM dalam sebuah 
perusahaan: 
  Tabel 2.3 Audit Terkait Penggajian dan Tunjangan SDM 
 
 
Compliance Audit Substantive Audit 
1. Kemuktahiran informasi HRD 
terkait Regulasi Pemerintah (UU 
Naker dan UU PPh serta PerMen 
terkait mengatur lebih lanjut, 
Perda terkait UMP/UMK, dan 
sebagainya). 
2. Kelengkapan dokumen Peraturan 
Perusahaan (PP) serta 
prosedur/kebijakan terkait Payroll 
and Benefits, (seperti terkait 
absensi, insentif, tunjangan dan 
1. Keselarasan antaran PP dan 
Regulasi Pemerintah maupun 
prosedur/kebijakan yang 
berdampak terhadap Payroll 
serta konsistensi 
implementasinya (seperti 
pengaruh dari berbagai 
ketentuan terhadap kalkulasi 
komponen gaji). 
2. Validasi terhadap kebenaran 
sistem kalkulasi (atau verifikasi 
HR Track 
Record 
HR  
Target 
PAYROLL & 
BENEFITS 
MANAGEMENT 
HR PERSONNEL 
ADMINISTRATION 
HR PERFORMANCE HR BENEFITS 
HR Score 
Card 
HR 
Budget 
HR PAYROLL 
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  Tabel 2.3 Audit Terkait Penggajian dan Tunjangan SDM 
 
 
Compliance Audit Substantive Audit 
potongan rutin bulanan/harian) 
serta kememadaian sosialisasinya 
kepada seluruh karyawan. 
3. Kememadaian fasiliras pada 
sistem aplikasi IT pendukung 
untuk Payroll dalam hal: 
a. Adanya fungsi untuk mengedit 
formula terkait komponen gaji 
yang bersifat variabel (seperti 
tunjangan makan, transportasi) 
b. Kelengkapan data yang dapat 
diakses oleh setiap karyawan. 
4. Kelengkapan arsip pendukung 
terkait Payroll and Benefits 
perkaryawan (seperti slip gaji 
bulanan, bukti pemotongan PPh, 
dokumen pengikatan terkait 
pemberian fasilitas kepada 
karyawan). 
5. Informasi yang diperlukan dan 
hasil evaluasi terkait 
komparasi remunerasi pada 
skala bisnis atau kelompok 
industry sejenis.  
secara sampling) berbagai jenis 
pemotongan hak karyawan 
terkait Payroll and Benefits 
(absensi, sisa hak cuti, angsuran 
pinjaman, dan lain-lain). 
3. Evaluasi terhadap efektivitas 
pelayanan HRD terkait Payroll 
and Benefits (seperti penyerahan 
slip gaji, penanganan komplain 
karyawan terkait Payroll and 
Benefits). 
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H. PROGRAM KERJA AUDIT 
Program kerja pemeriksaan yang dikemukakan oleh Akmal (2009) 
yaitu sebagai berikut: 
1. Pola kegiatan personalia 
a. Program kerja pemeriksaan untuk mengidentifikasi kebutuhan 
tenaga kerja 
1) Tujuan pemeriksaan 
a) Untuk menilai penentuan kebutuhan tenaga kerja telah 
dilaksanakan secara cermat dan sistematis 
b) Untuk mengetahui penentuan kebutuhan tenaga kerja telah 
dimutahirkan secara periodik. 
2) Langkah-langkah kerja 
a) Melakukan pengamatan mengenai struktur organisasi 
perusahaan yang mencerminkan adanya pembagian fungsi 
dan dilengkapi dengan uraian tugas secara rinci. 
b) Meneliti uraian tugas yang dipakai sebagai dasar dalam 
menentukan spesifikasi tenaga kerja yang diperlukan 
c) Meneliti penetapan ketentuan-ketentuan yang terinci 
tentang persyaratan tenaga kerja yang diperlukan 
d) Memastikan semua ketentuan harus dipenuhi, baik yang 
menyangkut persyaratan tentang keahlian, pengalaman, 
kepribadian, maupun persyaratan lainnya telah 
dilaksanakan dengan cermat dan sistematis. 
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e) Melakukan pengamatan yang dilakukan secara periodik 
telah dilakukan pemuktahiran terhadap semua ketentuan 
kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan perkembangan 
kegiatan perusahaan. 
b. Program kerja pemeriksaan untuk inventarisasi, analisis, dan 
evaluasi sumber-sumber tenaga kerja 
1) Tujuan pemeriksaan 
a) Untuk mengetahui adanya kecukupan ketentuan yang 
mengatur tentang inventarisasi, analisis, dan evaluasi 
sumber-sumber tenaga kerja 
b) Untuk memastikan semua prosedur yang ditetapkan telah 
dilaksanakan dengan seksama 
c) Untuk mengetahui evaluasi kemampuan tenaga kerja telah 
dilakukan dengan seksama 
2) Langka-langkah kerja 
a) Meneliti inventarisasi sumber-sumber tenaga kerja yang 
tersedia dilakukan sesuai dengan ketentuan/prosedur yang 
berlaku 
b) Memeriksa apakah hasil inventarisasi telah dianalisis 
dengan seksama untuk menentukan kecukupan jumlah dan 
spesifikasi  tenaga kerja yang tersedia dibanding dengan 
kebutuhan 
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c) Meneliti evaluasi yang dilakukan secara seksama sesuai 
dengan prosedur yang telah ditetapkan, dan meneliti 
keterkaitan dengan usaha pengembangan dalam tahun 
berikutnya melalui perencanaan/program latihan dan 
pengembangan personalia 
c. Program kerja pemeriksaan untuk usaha pemenuhan kebutuhan 
tenaga kerja 
1) Tujuan pemeriksaan 
a) Untuk memastikan pelaksanaan kegiatan pemenuhan 
kebutuhan tenaga kerja telah sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku atau tidak 
b) Untuk menilai prosedur dan pelasanaan kegiatan 
pemenuhan tenaga kerja cukup memadai atau tidak 
2) Langkah-langkah kerja 
a) Meneliti usaha pemenuhan kebutuhan tenaga kerja sebelum 
inventarisasi mengenai sumber-sumber tenaga kerja yang 
secara memadai 
b) Meneliti cara pendekatan dalam pemilihan dan penerimaan 
karyawan baru 
c) Meniliti mengenai prosedur penerimaan karyawan baru 
telah dilakukan: 
(1) Pengumuman 
(2) Pembentukan panitia penyaringan 
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(3) Penentuan persyaratan pelamar 
(4) Pengumuman penerimaan pelamar 
d) Memastikan pelamar yang diterima telah memenuhi 
persyaratan yang ditetapkan 
e) Mengamati pemenuhan penelitian terhadap ijazah pelamar 
serta persyaratan lainnya dilakukan dengan seksama 
f) Meneliti persetujuan pelamar yang diterima telah diusulkan 
untuk pengangkatannya 
g) Meneliti penempatan karyawan baru sesuai dengan rencana, 
kecakapannya, dan memperhatikan faktor lain yang dapat 
mendorong prestasi  
h) Meneliti Surat Keputusan (SK) pengangkatan calon 
karyawan dan cocokan dengan daftar pelamar yang telah 
diterima dan daftar usulan pengangkatannya 
i) Meneliti formasi yang ditetapkan setiap tahun dapat 
direalisasikan. Meneliti sebab-sebab terjadinya perbedaan 
antara formasi yang tersedia dengan jumlah yang dapat 
direalisasikan  
j) Meneliti sebab-sebab terjadinya kelambatan dalam 
penerbitan dan penyampaian SK pengangkatan/penempatan 
calon karyawan 
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k) Meneliti penempatan calon karyawan yang tidak sesuai 
dengan alokasi jatah formasi yang ditetapkan untuk setiap 
satuan kerja, dan meneliti penyebabnya 
l) Memeriksa pengangkatan jabatan yang dilakukan 
personalia menggunakan SK Pimpinan dan yang 
kualifikasinya memenuhi syarat 
d. Program kerja pemeriksaan untuk kegiatan latihan dan 
pengembangan karyawan 
1) Tujuan pemeriksaan 
a) Untuk mengetahui/menilai perencanaan dan pengelolaan 
kegiatan latihan dan pengembangan karyawan 
b) Untuk menilai efektivitas hasil program latihan dan 
pengembangan karyawan 
2) Langkah-langkah kerja 
a) Meneliti penyusunan perencanaan mengenai program 
latihan dan pengambangan karyawan, dalam rangka 
peningkatan mutu dan ketrampilan karyawan 
b) Meneliti program latihan dan pengembangan karyawan 
tersebut sejalan dengan pelaksanaan tugas pokok 
c) Memastikan pelaksanaan program latihan dan 
pengembangan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.  
d) Mengamati keterlibatan setiap pimpinan pada semua 
tingkat dalam penanganan program tersebut 
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e) Mengamati peningkatan hasil pekerjaan dari karyawan 
yang telah dididik dan dilatih tersebut 
2. Persoalan-persoalan pengelolaan personalia 
a. Program kerja pemeriksaan untuk analisis dan evaluasi 
tugas/pekerjaan 
1) Tujuan pemeriksaan 
a) Untuk mengetahui pedoman mengenai analisis dan evaluasi 
tugas/pekerjaan 
b) Untuk menilai apakah pedoman tersebut sudah cukup 
memadai 
c) Untuk mengetahui apakah analisis dan evaluasi 
tugas/pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang 
sudah ditetapkan 
2) Langkah-langkah kerja 
a) Meminta pedoman mengenai analisis dan evaluasi 
tugas/pekerjaan  
b) Meneliti pedoman tersebut yang memuat faktor seperti 
keahlian, luasnya tanggung jawab, ruang lingkup kegiatan, 
dan kondisi yang melingkupi suatu tugas/pekerjaan 
c) Meneliti pelaksanaan analisis dan evaluasi pekerjaan 
didasarkan pada pedoman yang ditetapkan 
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d) Meneliti pengukuran mengenai tingkat perbedaan dan 
bobot dari faktor-faktor  tersebut terhadap tugas atau bidang 
pekerjaan yang bersangkutan 
e) Meneliti proses analisis dan evaluasi telah ditetapkan nama-
nama atau istilah-istilah yang sesuai untuk masing-masing 
tugas/pekerjaan dan  cara penerapannya terhadap suatu 
pekerjaan dengan spesifikasi tertentu. 
b. Program kerja pemeriksaan untuk pengelolaan pemberian 
imbalan/kompensasi 
1) Tujuan pemeriksaan 
a) Untuk mengetahui ketentuan mengenai pengelolaan 
pemberian imbalan/kompensasi 
b) Untuk menilai kelayakan ketentuan-ketentuan 
c) Untuk mengetahui ketentuan mengenai pengelolaan 
pemberian imbalan/kompensasi dilaksanakan dengan 
seksama 
d) Untuk menilai penyusunan pembuatan daftar gaji dan upah 
e) Untuk menilai efesiensi dan efektivitas kegiatan 
penggajian/pembuatan daftar upah 
2) Langkah-langkah kerja 
a) Meneliti ketentuan mengenai pemberian 
imbalan/kompensasi 
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b) Meneliti cara menentukan tarif kompensasi untuk berbagai 
pekerjaan, dan teliti kaitannya antara kompensasi dengan 
berbagai pekerjaan. 
c) Memastikan pelaksanaan pemberian imbalan atau 
kompensasi sesuai dengan pedoman yang ditetapkan 
d) Mengamati pengaruh kebijaksanaan tentang pemberian 
imbalan/kompensasi terhadap: 
(1) Seleksi dan perekrutan karyawan baru 
(2) Semangat kerja 
(3) Kesetiaan karyawan terhadap perusahaan 
(4) Produktivitas para karyawan 
(5) Perasaan individu-individu tertentu dalam kegiatannya 
dengan sifat pekerjaan masing-masing 
e) Mendapatkan dan mempelajari semua ketentuan yang 
berhubungan dengan kegiatan penggajian/pembuatan daftar 
upah, dan melakukan penilaian ketentuan/peraturan yang 
berlalu sudah cukup memadai bila ditinjau dari segi 
pengendalian intern 
f) Meneliti dan menilai pelaksanaan prosedur data gaji/upah, 
pembebanan potongan-potongan yang diotorisasi, 
pembuatan daftar gaji/upah 
g) Meneliti penyiapan dan pemanfaatan catatan-catatan 
kepegawaian yang oleh bagian kepegawaian sebagai 
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pengecekan silang terhadap kegiatan penyimpanan 
penggajian/pembuatan daftar upah 
h) Menilai efesiensi dan efektivitas prosedur dan catatan yang 
menghimpun data-data yang menyangkut gaji/upah, seperti 
data mengenai kehadiran pegawai dan data mengenai 
pekerjaan termasuk pengesahannya 
i) Melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan pembayaran 
gaji/upah untuk melihat kemungkinan adanya gaji/upah 
fiktif 
j) Jika jumlah gaji merupakan rahasia maka ikuti prosedur 
khusus untuk melakukan pengecekan terhadap rincian 
besaran gaji. Misalnya rincian besaran gaji hanya boleh 
dilihat oleh pimpinan pemeriksa intern 
c. Program kerja pemeriksaan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas 
1) Tujuan pemeriksaan 
a) Untuk mengetahui ketentuan mengenai evaluasi 
pelaksanaan tugas 
b) Untuk menilai evaluasi pelaksanaan tugas telah menurut 
cara/metode yang memadai 
c) Untuk menilai evaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan 
ketentuan yang ditetapkan 
2) Langkah-langkah kerja 
a) Meminta ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas 
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b) Memastikan pejabat yang berwenang melakukan evaluasi 
terhadap pelaksanaan tugas para karyawan  
c) Meneliti hasil evaluasi diperlihatkan kepada karyawan yang 
bersangkutan, dan karyawan diminta untuk membubuhkan 
tanda tangannya sebagai tanda mengetahui 
d) Meneliti evaluasi pelaksanaan tugas dipergunakan formulir-
formulir yang merinci faktor-faktor untuk bahan penilaian 
seperti: 
(1) Kecakapan pelaksanaan tugas 
(2) Kualitas pribadi 
(3) Kemampuan bekerja sama dengan orang lain 
e) Memastikan evaluasi faktor-faktor tersebut sesuai dengan 
skala penilaian yang telah ditetapkan 
f) Mengamati karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran 
disiplin telah diambil tindakan administratif sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
g) Meneliti pelanggaran disiplin yang diduga mengandung 
tindak pidana yang telah diajukan kepada aparat penegak 
hukum 
h) Meneliti pelaksanaan hukuman disiplin terhadap karyawan 
yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 
45 
 
 
i) Meneliti peraturan mengenai evaluasi pelaksanaan tugas 
ditaati sepenuhnya. 
d. Program kerja pemeriksaan untuk mutasi personalia 
1) Tujuan pemeriksaan 
a) Untuk mengetahui ketentuan tertulis mengenai mutasi 
personalia 
b) Untuk menilai apakah masalah mutasi personalia telah 
ditangani secara layak sesuai ketentuan yang berlaku 
2) Langkah-langkah kerja 
a) Meneliti ketentuan tertulis mengenai penempatan karyawan 
dalam rangka alih tugas dan alih daerah 
b) Memastikan rencana alih tugas dan alih daerah sesuai 
dengan ketentuan mutasi karyawan 
c) Memastikan penetapan surat keputusan/penunjukan telah 
sesuai dengan rencana 
d) Memastikan penempatan/penunjukan jabatan menggunakan 
Daftar Urutan Kepangkatan, Daftar Penilaian Pelaksanaan 
Pekerjaan, dan Buku Catatan Konduite Karyawan sebagai 
bahan pertimbangan 
e) Meneliti beberapa calon karyawan yang sudah diangkat 
menjadi karyawan perusahaan pada tahun yang diperiksa 
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f) Meneliti calon karyawan  yang tertunda pengangkatannya 
menjadi karyawan, dan meneliti penyebabnya dan meminta 
keterangan tertulis dari unit yang diperiksa 
g) Meneliti usulan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala 
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, antara lain 
dilengkapi dengan: 
(1) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar 
Urutan Kepangkatan 
(2) Masa kerja dalam pangkat 
(3) Masa kerja dalam jabatan 
(4) Batas jenjang pangkat 
(5) Persetujuan dari pejabat yang berwenang 
h) Mengamati karyawan yang memenuhi persyaratan, tetapi 
tidak diusulkan kenaikan pangkat/kenaikan gaji berkalanya. 
Apabila ada, kemudian menyelidiki sebab-sebabnya. 
i) Meneliti karyawan yang pangkatnya lebih rendah namun 
membawahi secara langsung karyawan yang pangkatnya 
lebih tinggi dalam satuan kerja. 
j) Meneliti penunjukan dalam jabatan dengan predikat pejabat 
atau pejabat sementara, padahal ada karyawan yang 
memenuhi syarat untuk jabatan tersebut. 
k) Melakukan penilaian secara seksama, mengenai 
penempatan /penunjukan dalam jabatan didasarkan pada 
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sistem karir dan sistem prestasi kerja serta persyaratan 
lainnya yang diperlukan. 
l) Meneliti hambatan dalam penerbitan/penyampaian surat 
keputusan karyawan/surat keputusan pemberian kenaikan 
gaji berkala 
e. Program kerja pemeriksaan untuk catatan-catatan dan laporan-
laporan mengenai karyawan 
1) Tujuan pemeriksaan 
Untuk mengetahui dibuat ketentuan/prosedur mengenai 
catatan-catatan dan laporan-laporan karyawan dan untuk 
menilai catatan-catatan dan laporan mengenai karyawan 
dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. 
2) Langkah-langkah kerja 
a) Memintakan ketentuan tertulis mengenai catatan-catatan 
dan laporan-laporan mengenai karyawan 
b) Mengamati penyelenggaraan tata usaha personalia 
c) Memastikan pembuatan dan penyampaian pelaporan mutasi 
karyawan, baik yang berkala maupun laporan tahunan 
d) Menilai informasi yang tercantum dalam catatan-catatan 
personalia dan laporan-laporan mengenai karyawan secara 
efektif dapat membantu manajemen di bidang kepegawaian 
f. Program kerja pemeriksaan untuk kegiatan pemberian 
petunjuk/bimbingan 
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1) Tujuan pemeriksaan 
a) Untuk mengetahui peranan aktif bagian personalia dalam 
pemberian petunjuk/bimbingan 
b) Untuk menilai pelaksanaan kegiatan pemberian 
petunjuk/bimbingan  
2) Langkah-langkah kerja 
a) Melakukan pengamatan pada bagian personalia dalam  
memenuhi kebutuhan karyawan akan berbagai 
petunjuk/bimbingan atau informasi yang menyangkut 
kepentingan pribadi karyawan 
b) Melakukan konfirmasi dengan para karyawan  
c) Meneliti hubungan baik dalam proses pemberian 
petunjuk/bimbingan kepada karyawan 
g. Program kerja pemeriksaan untuk program kesejahteraan karyawan 
1) Tujuan pemeriksaan 
a) Untuk mengetahui program kesejahteraan karyawan secara 
tertulis 
b) Untuk memastikan program kesejahteraan karyawan telah 
dilaksanakan sesuai ketentuan/kebijaksanaan yang 
berlaku/ditetapkan 
2) Langkah-langkah kerja 
a) Memeriksa usaha yang dilakukan perusahaan yang 
menyangkut kesejahteraan para karyawannya, dan meneliti 
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kebijakan yang menyangkut kesejahteraan para karyawan 
telah dilaksanakan sebagaimana mestinya 
b) Memeriksa perencanaan program kesejahteraan, baik dari 
segi biaya maupun manfaat-manfaat yang diharapkan 
c) Memeriksa pelaksanaan komunikasi mengenai cara 
program, dan pengelolaan terhadap semua aspek 
d) Meneliti penilaian kembali secara periodik terhadap 
pencapaian sasaan program serta modifikasi-modifikasi 
yang mungkin perlu dilakukan  
h. Program kerja pemeriksaan untuk pemberian pelayanan kepada 
karyawan 
1) Tujuan pemeriksaan 
a) Untuk mengetahui ketentuan tertulis mengenai program 
pelayanan kepada para karyawan. 
b) Untuk menilai kegiatan pemberian pelayanan kepada para 
karyawan telah dilaksanakan berdasarkan kebijaksanaan 
yang diterapkan. 
2) Langkah-langkah kerja 
a) Meneliti ketentuan tertulis tentang pemberian pelayanan 
kepada para karyawan 
b) Mengamati kegiatan pemberian pelayanan kepada para 
karyawan menyangkut perlindungan dan keamanan tempat 
kerja, penyelenggaraan berbagai resepsi, transportasi lokal, 
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pertolongan pertama pada kecelakaan, keselamatan kerja, 
pencetakan/fotografi, dan jasa komunikasi dilaksanakan 
berdasarkan pada suatu kebijaksanaan yang mantap. 
i. Program kerja pemeriksaan untuk pemberian kompensasi dan 
jaminan keamanan bagi para karyawan 
1) Tujuan pemeriksaan 
a) Untuk mengetahui ketentuan tertulis mengenai program 
pemberian kompensasi dan jaminan keamanan bagi para 
karyawan. 
b) Untuk mengetahui pemberian kompensasi dan jaminan 
keamanan bagi para karyawan dilaksanakan sesuai 
ketentuan yang berlaku. 
1) Langkah-langkah kerja 
a) Meminta ketentuan tertulis mengenai pemberian 
kompensasi dan jaminan keamanan bagi para karyawan. 
b) Melakukan pengamatan terhadap perhatian yang serius 
terhadap masalah keselamatan kerja. Untuk tujuan tersebut 
akan meneliti: 
(1) Usaha sarana atau alat keselamatan kerja 
(2) Usaha untuk menyadarkan para karyawan akan 
pentingnya keselamatan kerja. 
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(3) Usaha menarik perhatian para pimpinan guna 
meningkatkan perhatian terhadap keselamatan kerja 
dalam bidang operasi masing-masing. 
(4) Realisasi penanganan tuntutan ganti rugi para karyawan 
yang mengalami kecelakaan dalam melaksanakan 
tugasnya. 
c) Meneliti proses pemberian kompensasi dan jaminan 
keamanan bagi para karyawan tersebut didasarkan 
j. Program kerja pemeriksaan untuk hubungan-hubungan personalia 
1) Tujuan pemeriksaan 
a) Untuk mengetahui kebijaksanaan atau prosedur yang 
mengatur hubungan-hubungan personalia 
b) Untuk menilai peran aktif bagian personalia dalam 
mewakili kepentingan para karyawan dalam hubungan 
dengan perusahaan 
c) Mengidentifikasi kekurangan-kekurangan yang terjadi 
dalam rangka hubungan personalia 
2) Langkah-langkah kerja 
a) Meminta kebijakan atau prosedur tertulis yang mengatur 
hal-hal yang berkenaan dengan hubungan-hubungan 
personalia 
b) Meneliti hubungan karyawan dengan perusahaan 
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c) Meneliti peranan aktif bagian personalia dalam menangani 
persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kepentingan 
para karyawan dalam hubungan dengan perusahaan 
d) Memeriksa usaha yang dilakukan bagian personalia untuk 
meningkatkan peranannya dalam pengelolaan hubungan 
personalia 
3. Problem khusus yang dihadapi pimpinan dalam bidang personalia 
1) Tujuan pemeriksaan 
a) Untuk mengidentifikasi problem-problem khusus yang 
dihadapi pimpinan dalam bidang personalia 
b) Untuk menilai usaha-usaha pimpinan dalam rangka pembinaan 
moril karyawan 
2) Langkah-langkah kerja 
a) Meneliti persoalan-persoalan yang dihadapi pimpinan dalam 
pengembangan dan pemberian motivasi di bidang personalia.  
b) Meneliti usaha pimpinan dalam rangka pembinaan moril para 
pimpinan maupun para karyawan.  
c) Menilai usaha yang telah dilakukan oleh bagian personalia 
dalam rangka membantu pimpinan operasional dalam 
memanfaatkan kebaikan/kelebihan dan teknologi komputer 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus pada PT. Derma 
Beauty Indonesia, Jakarta Timur. 
 
B. Waktu dan Tempat Penelitian 
1. Waktu Penelitian 
Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Maret - April 2014. 
2. Tempat Penelitian 
Tempat penelitian dilaksanakan di PT. Derma Beauty Indonesia,  Jl. Taman 
Malaka Selatan II Blok A. I/18 Rt. 010/09, Kel. Malaka Sari, Kec. Duren 
Sawit, Jakarta Timur. 
 
C. Subjek Dan Objek Penelitian 
1. Subjek Penelitian 
Subjek penelitian ini adalah pihak yang berada dalam organisasi personalia 
atau HRD dan  pimpinan PT. Derma Beauty Indonesia. Hal ini dikarenakan 
penelitian ini akan meneliti mengenai hasil audit  internal SDM perusahaan 
tersebut di atas. 
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2. Objek Penelitian 
Objek penelitian ini adalah Peraturan Perusahaan dan temuan hasil audit 
internal SDM yang terdapat di PT. Derma Beauty Indonesia. 
 
D. Sumber Data 
Untuk menunjang dari hasil penelitian maka ada beberapa yang menjadi sumber 
data dalam penelitian ini, yaitu: 
1. Gambaran umum perusahaan 
2. Peraturan perusahaan 
3. Bagan organisasi dan deskripsi pekerjaan 
4. Data-data yang berkaitan dengan HRD, seperti : 
a. Dokumen terkait dengan pencarian dan rekruitmen karyawan 
b. Dokumen terkait pelatihan dan pemeliharaan karyawan 
c. Dokumen terkait pemutusan kerja karyawan 
5. Hasil dari temuan dalam  proses penelitan dan pengamatan secara 
langsung serta konfirmasi kepada pihak-pihak yang perlu 
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E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
1. Wawancara 
Teknik wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara 
langsung dengan pimpinan perusahaan dan bagian-bagian yang terkait dengan 
kinerja HRD. Wawancara dilakukan untuk mengetahui alur-alur proses 
kegiatan HRD mulai dari rekrutmen, pemeliharan dan pemutusan hubungan 
kerja dengan karyawan 
2. Observasi 
Teknik observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan terhadap 
kegiatan perusahaan secara langsung yang berkaitan dengan kinerja dari HRD. 
Observasi dilakukan untuk mengamati proses dari kegiatan HRD. 
3. Dokumentasi 
Teknik dokumentasi dilakukan dengan melihat catatan yang ada di perusahaan 
mengenai proses kegiatan HRD mulai dari rekruitmen, pemeliharaan sampai 
dengan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan. 
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F. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan ada beberapa hal yaitu: 
1. Head Office 
Pada bagian HO akan diuraikan beberapa hal yaitu: 
a. Standar Perusahaan 
Standar perusahaan ini merupakan peraturan yang telah ditetapkan oleh 
manajemen dan dilaksanakan di dalam perusahaan, yang tercantum dalam 
Peraturan Perusahaan, UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 
Standart Operational Procedure (SOP) dan kriteria perusahaan pada unit 
HO. 
b. Temuan di Unit HO dan Marketing 
Temuan ini merupakan hasil situasi yang terjadi di dalam perusahaan yang 
ditemukan selama penelitian yang dilakukan pada unit HO. 
c. Penyimpangan 
Penyimpangan adalah hasil temuan yang tidak sesuai dengan peraturan 
perusahaan, atau penyimpangan yang terjadi di dalam unit HO baik secara 
sengaja maupun tidak. 
d. Penyebab 
Penyebab ini adalah sebab atau sesuatu hal yang berpotensi terjadinya 
penyimpangan dalam unit HO. 
e. Dampak 
Dampak yaitu keadaan yang terjadi akibat penyimpangan di dalam unit HO.  
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f. Rekomendasi 
Rekomendasi yaitu usulan perbaikan yang diajukan oleh peneliti untuk unit 
HO. 
2. Marketing 
Pada unit marketing akan diuraikan beberapa hal yaitu: 
a. Standar Perusahaan 
Standar perusahaan ini merupakan peraturan yang telah ditetapkan oleh 
manajemen dan dilaksanakan di dalam perusahaan, yang tercantum dalam 
Peraturan Perusahaan, UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, 
Standart Operational Procedure (SOP) dan kriteria perusahaan yang 
berkaitan dengan unit marketing. 
b. Temuan di Unit Marketing 
Temuan ini merupakan hasil situasi yang terjadi di dalam perusahaan yang 
ditemukan selama penelitian yang dilakukan pada unit marketing. 
c. Penyimpangan 
Penyimpangan adalah hasil temuan pada unit marketing yang tidak sesuai 
dengan peraturan perusahaan, atau penyimpangan yang terjadi di dalam 
perusahaan baik secara sengaja maupun tidak. 
d. Penyebab 
Penyebab ini adalah sebab atau sesuatu hal yang berpotensi terjadinya 
penyimpangan dalam unit marketing. 
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e. Dampak 
Dampak yaitu keadaan yang terjadi akibat penyimpangan di dalam unit 
marketing. 
f. Rekomendasi 
Rekomendasi yaitu usulan perbaikan yang diajukan oleh peneliti untuk unit 
marketing. 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 
A. Sejarah Perusahaan 
PT. Derma Beauty Indonesia (DBI) adalah perusahaan yang bergerak 
dalam bidang kosmetik untuk perawatan kecantikan. Perusahaan didirikan oleh 
Bapak Pamuji Harini Adi secara legal atau de jure pada tanggal 6 April 2010. 
Pada awalnya perusahaan ini hanya memproduksi beberapa jenis produk seperti 
Cleansing milk, astringent/toner, facialwash, sunblock, dan night cream yang 
merupakan produk umum. Kemudian perusahaan ini semakin berkembang, 
memiliki produk-produk baru yang memiliki kualitas ekspor. Pemilik memulai 
semua proses perkembangan usaha dari nol sampai terus mengalami 
pertumbuhan penjualan setiap tahunnya.  
Pertumbuhan ini diikuti dengan pembukaan beberapa cabang penjualan. 
Pada bulan September-Desember 2010 membuka beberapa beberapa cabang 
yaitu Yogyakarta, Solo dan Purwokerto. Tahun 2011, PT. DBI terus mengalami 
pertumbuhan penjualan sehingga membuka beberapa cabang untuk wilayah 
Tegal, Cilacap, Surabaya dan Malang. Pada tahun 2012, penjualan produk telah 
mencapai lebih dari Rp 800.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Pada akhir tahun 
2013, penjualan produk telah mencapai lebih dari 1 M.  
Kesuksesan ini tentu dikarenakan oleh kerja keras dari pendiri yang 
berusaha untuk memberikan pandangan baru mengenai teori Manajemen Sumber 
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Daya Manusia. Pemilik ingin membuktikan bahwa orang yang berkualitas tidak 
selalu dinilai dari ijazah yang didapatkan, tetapi kemauan belajar dan tekat yang 
kuat. Oleh sebab itu karyawan head office yang bertempat di Jakarta adalah 
orang yang kurang secara ekonomi, tidak memiliki ijazah tinggi, tetapi memiliki 
keinginan kuat untuk belajar. 
 
B. Visi dan Misi PT. Derma Beauty Indonesia 
1. Visi 
Menjadi perusahaan Cosmetoceutical terkemuka dan disegani di Indonesia 
2. Misi 
Memberikan kontibusi pada perbaikan kualitas hidup. Maksudnya 
Cosmetoceutical adalah memperbaiki penampilan sehingga seseorang 
menjadi percaya diri dalam bersosialisasi dan hubungan sosial, dari 
penampilan wajah yang bersih dan sehat konsumen maka kualitas 
hidupnya menjadi lebih meningkat. Dibantu oleh dokter yang mengerti 
permasalahan secara medis dan jenis kulit, maka produk yang berkualitas 
akan tepat sasaran kepada konsumen untuk memberikan hasil yang 
maksimal.  
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C. Struktur Organisasi 
Pada struktur organisasi PT. DBI, dapat diketahui bahwa direktur 
memiliki wewenang langsung terhadap Head office (HO), Marketing dan juga 
Bagian Produksi. Gambar 4.1 berikut ini memberikan gambaran mengenai garis 
wewenang yang ada dalam perusahaan. 
 
 
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. DBI 
Sumber : Data perusahaan 
 
1. Bagan Struktur Organisasi Marketing 
PT. DBI menganggap bahwa marketing merupakan tombak utama 
terwujudnya kesuksesan dari perusahaan. Oleh sebab itu untuk menjaga 
Direktur 
Head Office 
GA 
Expediture 
Warehouse 
Adm+HRD 
Marketing 
MM 
SM 
RSM 
AM 
Produksi 
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kredibilitas marketing, maka dibentuk struktur organisasi. Makna dari 
struktur organisasi tersebut tidak lain untuk mengontrol dan terus menaikan 
penjualan produk perusahaan. Bagan tersebut menunjukan Direktur 
berwenang secara langsung kepada MM. MM bertanggung jawab akan 
kinerja dari SM, dan juga mengontrol penjualan. Sedangkan SM akan 
membawahi RSM, yang merupakan Manajer Penjualan Regional. RSM akan 
mengontrol penjualan tingkat regional, berdasarkan laporan dari AM. 
Gambar 4.2 berikut ini adalah struktur organisasi bagian marketing yang ada 
di PT. DBI : 
 
 
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Marketing PT. DBI 
Sumber : Data Perusahaan 
Keterangan: 
63 
 
 
  : garis perintah, dan pengawasan 
a. Marketing Manager (MM) 
MM bertugas untuk mengatur tingkat penjualan dan menentukan 
target penjualan perusahaan secara umum, membuat dan menyusun 
laporan penjualan secara bulanan dan tahunan kepada pimpinan 
perusahaan.  
b. Sales Manager (SM) 
SM bertugas mengatur dan mengawasi kinerja dari marketing yang 
berada di bawah wewenangnya, menjaga kestabilan tingkat penjualan, 
dan berusaha meningkatkan kompetensi marketing dalam menjalankan 
tugasnya. 
c. Product Manager/Training Manager (PM/TM) 
PM/TM bertugas menjalankan perintah yang diberikan oleh SM untuk 
memberikan pengarahan kepada marketing untuk meningkatkan 
kinerja dalam menjalankan tugasnya. 
d. Regional Sales Manager (RSM) 
RSM bertugas mendukung kelancaran pemasaran produk yang 
mencakup aktifitas; merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan 
dan mengawasi kegiatan opersional harian field force (AM, SPV, SMR 
& MR) pemecahan masalah tim, pembinaan serta pengembangan field 
force untuk bersama-sama mencapai target penjualan semaksimal 
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mungkin, namun dengan tetap memperhatikan prinsip efesiensi 
pengendalian biaya. 
e. Area Manager (AM) 
AM bertugas mendukung kelancaran pemasaran produk yang 
mencakup aktifitas; merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan 
dan mengawasi kegiatan opersional harian field force (SPV, SMR & 
MR) pemecahan masalah, pembinaan serta pengembangan field force 
untuk bersama-sama mencapai target penjualan semaksimal mungkin, 
namun dengan tetap berpegang pada prinsip efesiensi pengendalian 
biaya di dalam territory yang menjadi tanggung jawabnya. 
f. Supervisor (SPV) 
SPV bertugas mendukung kelancaran proses penjualan yang mencakup 
aktifitas; merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan 
mengawasi tekhnis operasional, pengaturan biaya promosi serta 
optimalisasi kemampuan sumber daya manusia yang tersedia dengan 
berpegang pada prinsip pencapaian target penjualan yang setingi-
tingginya. 
g. Sales Marketing (SMR) 
SMR bertugas memperluas dan meningkatkan penjualan meliputi: 
aktifitas, pemberian informasi, menciptakan dan menjalankan 
hubungan kerja melalui pendekatan operasional dengan pelanggan, 
menciptakan demand serta membina kelancaran distribusi yang 
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berpijak pada pencapaian target penjualan  dan collection setingi-
tingginya. 
h. Medical Representative (MR) 
MR bertugas memperluas dan meningkatkan penjualan meliputi: 
aktifitas, pemberian informasi, menciptakan dan menjalankan 
hubungan kerja melalui pendekatan operasional dengan pelanggan, 
menciptakan demand serta membina kelancaran distribusi yang 
berpijak pada pencapaian target penjualan  dan collection setingi-
tingginya. 
 
2. Bagan Struktur Organisasi Head Office 
 
HO adalah sebagai bagian yang berfungsi untuk masalah teknis 
dalam perusahaan. HO bertempat di kantor pusat, tujuannya adalah untuk 
membantu pemimpin untuk administrasi, penyimpanan dan penyiapan 
produk serta pengantaran produk pesanan. Gambar 4.3 (Halaman 66) 
merupakan bagan struktur organisasi dibagian head office : 
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Gambar 4.3 Struktur Organisasi Head Office PT. DBI 
Sumber: Data Perusahaan 
Keterangan: 
  : garis perintah, dan pengawasan 
Berikut adalah tugas dan fungsi dari masing-masing bagian dalam head 
office: 
a. Officer HO 
Bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses pekerjaan yang 
meliputi team Administrasi (Adm), Warehouse (WH), Expedisi, 
General Affair (GA) & Finance. Bagian HO bertugas melakukan 
P.L.O.C (Planning, Leading, Organizing & Controlling) pada 
Direktur 
Pamuji Harini Adi 
HO Officer 
Herry Iswanto 
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keseluruhan bagian HO, dan memberikan daily report/laporan harian 
kepada atasan atas pekerjaan yang terlaksana pada HO. 
b. Supervisor (SPV) Ekspedisi 
Bertanggung jawab dan mengkoordinasi  keseluruhan proses distribusi 
baik secara intern maupun ekstern, memastikan setiap bagian 
didistribusi melakukan tugasnya dengan baik dan benar. 
c. SPV Warehouse 
Supervisor WH bertanggung jawab untuk mengkoordinasi dan 
mengatur penyiapan barang sesuai dengan Surat Pesanan (SP) yang 
diterima dari marketing. 
d. SPV Administrasi 
Supervisor bertanggung jawab untuk mengkoordinasi dan mengatur 
kelancaran distribusi produk ke customer secara teknis melalui 
kelengkapan administrasi (Faktur, Surat Jalan, dsb.) 
e. Expeditur DBI 
Expeditur DBI adalah petugas yang bertanggung jawab mengantar 
pesanan customer sampai ke alamat yang tertera di Surat Jalan (SJ), 
memastikan pesanan diterima dengan baik dan lengkap serta 
menyerahkan kembali SJ yang sudah ditandatangani sebagai bukti 
pengiriman ke petugas Faktur 
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f. Warehouse (Gudang) 
Staff gudang/WH adalah petugas yang bertanggungjawab untuk 
menyiapkan pesanan sesuai dengan SP yang diterima dari marketing. 
Pesanan tersebut mencakup nama customer, jenis produk dan jumlah 
produk serta alamat kirim harus jelas. Ada 2 (dua) bagian yang 
membantu pekerjaan WH yaitu: 
1) Staff Packing : petugas yang bertanggungjawab untuk menyiapkan 
pesanan dalam packing yang aman agar siap untuk dikirim oleh 
expediture  
2) Stockist  : petugas yang bertanggungjawab terhadap keluar dan 
masuknya produk dari atau ke gudang 
g. Administrasi 
Staff administrasi bertanggung jawab untuk mencetak SJ dan 
menyiapkan Faktur yang sesuai dengan SP yang diterima dari 
marketing. 
h. General Affair (GA) dan HRD 
GA bertanggungjawab dalam bagian legalitas (perizinan), security, 
administrasi karyawan (asuransi, jamsostek, presensi, alat tulis kantor 
(ATK, dsb) dan office boy.HRD bertanggungjawab melakukan proses 
penerimaan karyawan, merencanakan pelatihan dan proses pemutusan 
hubungan kerja. 
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BAB V 
PEMBAHASAN 
 
A. Unit Head Office 
Hasil Audit Sumber Daya Manusia (SDM) pada Unit head office 
menghasilkan beberapa hal yaitu : 
1. Program Kegiatan Personalia 
a. Mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja 
1) Struktur organisai 
Berdasarkan struktur organisasi yang ditunjukan padaGambar 4.1 
menggambarkan struktur organisasi PT.DBI sebagai berikut:
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT.DBI 
 
Berdasarkan Peraturan Perusahaan Pasal 33 ayat 4 berbunyi untuk 
menjaga konsistensi dan obyektifitas, ketentuan berikut harus dijalani:  
Direktur 
Head Office 
GA 
Expediture 
Warehouse 
Adm+HRD 
Marketing Produksi 
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(a)Teguran lisan dapat dilakukan oleh atasan langsung 
karyawan yang bersangkutan; (b) Dalam hal Surat Peringatan 
(SP) 1 dan 2, keputusan dapat diambil oleh atasan langsung 
karyawan dan kepala departemen setelah dikonsultasikan 
dengan kepala HRD/pimpinan perusahaan; (c) Dalam hal SP 3, 
keputusan harus dikonsultasikan dengan HRD/pimpinan 
perusahaan; (d) Dalam hal pemutusan hubungan kerja harus 
mendapat persetujuan HRD dan direksi. Setelah 
mempertimbangkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa 
HRD memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SP kepada 
karyawan yang melanggar Peraturan Perusahaan, maka 
obyektifitas HRD diperlukan untuk mengeluarkan SP.  
 
Hasil pengamatan pada struktur organisasi tersebut, yang 
menjadi temuan adalah pada bagian HO yaitu HRD ada di bawah 
otoritas dari HO. Hal ini merupakan temuankarena HRD adalah salah 
satu bagian dalam perusahaan yang berada sejajar dengan HO, 
marketing dan juga produksi.Setelah mempertimbangkan Pasal 33 
Peraturan Perusahaan yang menyatakan bahwa HRD memiliki 
kewenangan mengeluarkan SP untuk yang tidak diharapkan, maka 
obyektifitas HRD diperlukan.  
Penyebab terjadinya temuan ini adalah kurangnya SDM yang 
ahli dalam bidang personalia.Selain itu struktur organisasi perusahaan 
masih mengikuti strukturpada saat perusahaan belum mengalami 
perkembangan. Dampak yang dapat terjadi karena penyebab dan 
penyimpangan tersebut adalah lemahnya pengawasan dari HRD, 
selain itu juga ada indikasi bahwa HRD hanya akan berfokus pada 
HO. 
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Usulan yang direkomendasikan untuk perbaikan adalah 
menempatkan HRD dibawah wewenang  direktur secara langsung. 
Hal ini dapat dilihat pada Gambar 5.1 berikut ini: 
 
Gambar 5.1 Rekomendasi Struktur Organisasi PT. DBI 
Sumber: Hasil analisis 
 
Rekomendasi ini diusulkan dikarenakan beberapa hal yaitu: 
a) Karyawan tidak hanya berasal dari HO yaitu dari Marketing 
dan Produksi 
b) Karyawan yang berjumlah : 61 orang (HO: 35 orang; dan 
Marketing: 26 orang) 
c) Rencana dibukanya pabrik produksi yang membutuhkan lebih 
dari 200 karyawan baru.  
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Atas dasar hal tersebut, maka usulan job describtion untuk HRD yaitu:  
a) Menyusun, merencanakan, mengawasi dan mengevaluasi 
anggaran biaya kegiatan secara efektif dan efisien serta 
bertanggung jawab terhadap setiap pengeluaran hasil kegiatan. 
b) Bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengawasan dan 
melaksanakan evaluasi terhadap jumlah tenaga kerja yang 
dibutuhkan oleh perusahaan. 
c) Melaksanakan proses recruitment karyawan 
d) Menyusun prosedur seleksi recruitment karyawan baru. 
e) Melakukan koordinasi ke bagian lain untuk mengumpulkan 
rencana permintaan karyawan setiap tahun dan membuat status 
data karyawan dan turnover setiap bulan dari masing-masing 
bagian. 
f) Memasang iklan lowongan kerja, melakukan sortir lamaran, 
melakukan tes psikologi dan interview awal untuk 
mendapatkan calon karyawan yang sesuai. 
g) Merekomendasikan kandidat berdasarkan hasil tes psikologi 
dan interview awal, serta mengatur jadwal interview lanjutan 
(user, hrd, presdir), agar proses rekruitment dapat berjalan 
dengan baik sesuai rencana. 
h) Menyiapkan perjanjian kerja dan kontrak kerja karyawan serta 
mengupdate masa berlakunya kontrak kerja.  
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i) Menginput data karyawan dan ke sistem agar semua terdata 
dengan baik. 
j) Membuat laporan rekapitulasi mutasi, promosi dan status 
karyawan (tambahan anak, menikah, berhenti) 
k) Melaksanakan seleksi, promosi, transfering, terhadap 
karyawan yang dianggap perlu. 
l) Melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan, pelatihan dan 
kegiatan lain yang berhubungan dengan pengembangan 
mental, keterampilan dan pengetahuan  karyawan sesuai 
dengan standar perusahaan. 
m) Bertanggung jawab terhadap kegiatan yang berhubungan 
dengan rekapitulasi absensi karyawan, perhitungan gaji, 
tunjangan dan bonus. 
n) Menjaga dan bertanggung jawab atas hak dan kewajiban 
karyawan sesuai dengan Peraturan Perusahaan yang berlaku. 
o) Memberikan Surat Peringatan (SP) kepada karyawan yang 
melanggar Peraturan Perusahaan. 
p) Melakukan proses Pemutusan Hubungan Kerja apabila 
diperlukan, dan membuat surat terkait pemutusan tersebut 
Rekomendasi yang diberikan tersebut merupakan struktur 
organisasi fungsional. Struktur organisasi fungsional yaitu 
mengelompokan fungsi-fungsi yang sama atau kegiatan-kegiatan yang 
sejenis untuk membentuk suatu satuan organisasi. Semua individu-
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individu yang melaksanakan fungsi yang sama dikelompokan 
bersama, seperti HO, HRD, marketing, dan produksi (Hani, 1984).  
Kelebihan dari struktur organisasi tersebut yaitu spesialisasi 
para karyawan dapat dipergunakan semaksimal mungkin, solidaritas 
antara karyawan yang menjalankan fungsi yang sejenis pada 
umumnya tinggi, moral serta disiplin kerja para karyawan yang 
menjalankan fungsi yang sejenis pada umumnya tinggi, serta 
koordinasi antara karyawan menjalankan satu fungsi mudah 
dilaksanakan. Kelemahannya adalah adanya kecenderungan bagi para 
karyawan untuk terlalu menspesialisasikan diri   dalam satu bidang 
kegiatan tertentu sehingga sering sukar untuk mengadakan perputaran 
jabatan, serta karyawan yang bergerak dalam satu bidang tertentu 
cenderung untuk mementingkan fungsinya saja sehingga koordinasi 
yang bersifat menyeluruh sukar dijalankan dan oleh karenanya sukar 
untuk menggerakkan organisasi sebagai satu sistem yang menyeluruh. 
2) Kriteria karyawan 
Kriteria karyawan adalah syarat khusus yang ditetapkan 
perusahaan ketika proses rekruitmen.Kriteria tersebut tertulis dalam 
Peraturan Perusahaan. Peraturan perusahaan menyatakan bahwa 
Perusahaan adalah satu-satunya pihak yang berhak menentukan cocok 
tidaknya seorang pelamar untuk dipekerjakan, atau seorang calon 
karyawan untuk melanjutkan hubungan kerjanya (Peraturan 
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Perusahaan, Pasal 7). Hasil temuan atau kondisi yang terjadi, ada 
ketentuan penerimaan karyawan tambahan yaitu: 
a) Tidak memiliki pekerjaan dan berasal dari keluarga yang tidak 
mampu 
b) Diutamakan anak pertama di dalam keluarga 
c) Susah untuk mendapatkan pekerjaan 
d) Memiliki niat yang tinggi untuk bekerja, serta mau belajar  
Pada kriteria yang diberikan oleh perusahaan pada karyawan 
HO tentu unik dan berbeda dengan perusahaan yang lainnya.Direktur 
PT. DBI telah menyatakan bahwa tidak ada syarat khusus untuk 
pendidikan di bagian HO. Sesuai dengan hasil konfirmasi bahwa 
pimpinan menginginkan untuk menciptakan orang-orang yang 
berkualitas, supaya dapat meningkatkan ekonomi keluarga. Akan 
tetapi, yang menjadi penyimpangan bahwa ketentuan tersebut belum 
tertulis di dalam Peraturan Perusahaan. Penyebabnya adalah tidak 
adanya standar penerimaan pada karyawan secara pasti dan tertulis. 
Dampak yang timbul dari hal tersebut adalah kualitas SDM yang tidak 
memiliki standar secara jelas. Rekomendasi untuk perbaikan 
pengendalian internal yaitu menuliskan ketentuan tersebut pada 
Peraturan Perusahaan. Selain itu, HRD dituntut untuk lebih 
profesional dalam  mengawasi, melatih dan mendidik para karyawan 
di bagian HO. 
b. Inventarisasi, analisis, dan evaluasi sumber-sumber tenaga kerja 
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Inventarisasi, analisis, dan evaluasi sumber-sumber tenaga kerja 
dapat berarti proses untuk melakukannya perencanaan SDM dan 
penempatan SDM. Perencanaan tersebut berguna untuk melakukan analisis 
kebutuhan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah SDM yang dibutuhkan 
serta tempat yang membutuhkan SDM.UU No.13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 4 menyatakan: 
Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana 
ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan  
acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan 
program pembangunan ketenagakerjaan yang 
berkesinambungan. 
 
Temuan dalam iventarisasi, analisis dan evaluasi sumber-sumber 
tenaga kerja belum ada ketentuan yang mengatur akan hal tersebut. 
Penyebab terjadinya hal tersebut dikarenakan kurangnya kemampuan 
HRD yang belum berjalan secara struktural. Hal ini dikarenakan HRD 
yang berfokus pada pelatihan dan juga pengembangan karyawan secara 
kualitas dalam bekerja. Akibat yang dapat terjadi dari hal tersebut adalah 
kurangnya pengendalian pada inventarisasi, analisis dan evaluasi sumber-
sumber tenaga kerja. Akibat lain yang ditimbulkan adalah penempatan 
karyawan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dari setiap bagian. 
Rekomendasi atas temuan tersebut adalah HRD melakukan perencanaan 
secara tertulis mengenai kebutuhan SDM dari setiap bagian yang ada 
sesuai dengan jumlah dan spesifikasi tenaga kerja. 
c. Pemenuhan kebutuhan karyawan 
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Pemenuhan kebutuhan karyawan adalah realisasi untuk menjawab 
kebutuhan perusahaan dalam pencarian SDM. Berlandaskan Peraturan 
Perusahaan Pasal 7 yang menyatakan bahwa perusahaan adalah pihak yang 
berwenang dalam proses penerimaan karyawan, maka ada beberapa cara 
penerimaankaryawandalam temuan yang didapatkan pada 
sistempemenuhan kebutuhan kerja yaitu: 
1) FamilySystem 
Family system adalah sistem penerimaan karyawan yang 
berdasarkan sistem kekeluargaan, atau masukan dari keluarga dan 
kerabat. Cara ini yaitu dengan cara rekomendasi yang berasal dari 
orang yang mengetahui secara jelas kemampuan dari para calon 
karyawan,seperti: kepribadian,kondisi ekonomi keluarga, ketekunan 
dan mingkin sifat-sifat dari calon karyawan tersebut. 
2) Mencari secara langsung 
Pencarian langsung ini berdasarkan masukan dari pihak lain, 
kemudian memanggil calon karyawan tersebut untuk nantinya 
dilakukan proses recruitment. 
Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Perusahaan, yang menjadi 
penyimpangan adalah ijazah menjadi hal yang tidak mendasar untuk 
rekruitmen karyawan. Hal ini disebabkan tidak ada ketentuan khusus 
mengenai karyawan HO. Dampak yang mungkin ditimbulkan dari 
penyimpangan ini adalah penerimaan karyawan akan bersifat subyektif 
sesuai dari penilaian pribadi atau kekeluargaan. Untuk mencegah hal 
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tersebut yang menjadi rekomendasi adalah HRD bekerja secara profesional 
dalam melakukan penerimaan karyawan, seperti membentuk tim khusus 
untuk melakukan survei dan wawancara sebelum dilakukan penerimaan 
karyawan. 
Pemenuhan karyawan juga dimaksudkan untuk menunjang 
berlangsungnya kegiatan operasi perusahaan. Setiap karyawan yang telah 
diterima bekerja, maka akan menjalankan masa percobaan, untuk menilai 
dan mengevaluasi kinerja dari karyawan baru. Pasal 8 ayat 1 Peraturan 
Perusahaan menyatakan bahwa setiap karyawan yang baru di terima harus 
menjalani masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung saat 
karyawan itu diterima dan diberitahukan secara tertulis kepada karyawan 
yang bersangkutan. Proses audit internal, temuan yang didapatkan yaitu 
telah dibuat Surat Keterangan (SK) untuk karyawan yang lulus masa 
percobaan (Lampiran 7). Pada SK Lulus Masa Percobaan tersebut 
kurangnya informasi yang diberikan yaituSurat Keterangan Lulus Masa 
Percobaan. Hal ini merupakan penyimpangan yang terjadi karena tidak ada 
keterangan bahwa surat tersebut merupakan surat lulus masa percobaan. 
Penyebab terjadinya adalah semua surat yang diberikan berjudul SURAT 
KETERANGAN. Dampak yang mungkin timbul adalah informasi yang 
diterima oleh karyawan menjadi kurang jelas. Usulan rekomendasi 
diberikan untuk menekan kemungkinan dampak yang terjadi yaitu dengan 
menambahkan informasi pada Surat Keterangan dengan prihal “Lulus 
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Masa Percobaan” atau mengubah judul menjadi “SURAT 
KETERANGAN LULUS MASA PERCOBAAN” (Lampiran 17). 
d. Kegiatan Latihan dan Pengembangan Karyawan 
Kegiatan latihan dan pengembangan karyawan berguna untuk 
memberikan pengetahuan dan pengertian kepada karyawan, supaya dapat 
mengalami perubahan ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan 
keinginan pimpinan perusahaan. Ketentuan akan kegiatan latihan dan 
pengembangan karyawan diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 
2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 21 yang berbunyi : 
Berdasarkan anjuran dan persetujuan Manager departemen masing-
masing melalui bagian personalia, seseorang pekerja dapat diberikan 
kesempatan untuk mengikuti pendidikan / pelatihan sesuai dengan 
kebutuhan kepentingan pekerjaannya atas perusahaan. Prosedur 
pelaksanaannya diatur oleh perusahaan. 
 
Hasil temuan yang didapatkan dalam proses wawancara, ada 3 (tiga) 
pola kegiatan dan pengembangan karyawan yaitu: 
1) Pelatihan 
Pelatihan yaitu melatih untuk mengembangkan skill dari karyawan 
bagian HO. 
2) Pendidikan  
Pendidikan yaitu memberikan pendidikan mengenai etika dan nilai-
nilai kehidupan, untuk meningkatkan logika dan nalar karyawan. 
3) DailyMotivation 
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Daily motivation merupakan pesan singkat yang dikirimkan setiap hari 
kepada karyawan yang berisi motiasi-motivasi dan nilai-nilai 
kehidupan. 
Program pelatihan dilakukan secara harian. Program pendidikan 
dilakukan secara mingguan, bulanan dan tahunan. Untuk program 
pelatihan secara harian dilakukan oleh masing-masing supervisor untuk 
membimbing bawahannya, supaya melakukan sesuai dengan 
jobdescription masing-masing. Bentuk dari pelatihan harian ini dilakukan 
sebelum memulai pekerjaan, diawali dengan berdoa, sharing karyawan, 
pemecahan masalah, evaluasi pekerjaan sebelumnya, pemaparan 
jobdescription yang akan dilaksanakanmasing-masing, pemberian 
motivasi..  
Pelatihan mingguan dan bulanan dilakukan oleh pimpinan 
perusahaan, porsi pelatihan lebih banyak memberikan pengetahuan baru 
untuk karyawan dalam setiap bagiannya, selain itu juga pimpinan selalu 
memberikan motivasi kepada semua karyawan. 
Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembngan ditulis sangat 
sederhana dan kurang mendetail. Belum ada ketentuan khusus untuk 
pemberian dan pelatihan, yang terpenting adalah setiap materi yang 
disampaikan memiliki unsur ilmu pengetahuan dan juga pendidikan 
secara etika moral. Penyebab terjadinya hal ini dikarenakan peraturan 
yang dituliskan hanya seacara umum. Dampak yang terjadi adalah tidak 
ada ketentuan yang jelas dan terarah dalam bidang pendidikan dan 
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pelatihan.Rekomendasi yang diberikan untuk perbaikan dalam hal 
pendidikan dan pelatihan adalah menuliskan ketentuan tersebut dalam 
Peraturan Perusahaan supaya setiap karyawan dapat mengerti maksud 
dan tujuan dari pelatihan dan pendidikan yang diberikan oleh perusahaan, 
yaitu: 
1) Pelatihan : melatih untuk mengembangkan skill dari karyawan 
2) Pendidikan : memberikan pendidikan mengenai etika dan 
nilai-nilai kehidupan, untuk meningkatkan logika atau nalar 
karyawan. 
3) Daily motivation: pesan singkat yang dikirimkan setiap hari 
kepada karyawan untuk memberikan motivasi-motivasi. 
 Pimpinan masing-masing divisi  turut terlibat dalam pelatihan 
ini. Hal ini dilakukan supaya masing-masing supervisor dapat mengamati 
kinerja dari setiap karyawan yang bekerja dan diberikan pendidikan dan 
pelatihan. Supervisor menjadi alat bantu pimpinan perusahaan untuk 
mengawasi setiap karyawan yang bekerja. Sebelum memberikan 
pelatihan baik itu harian, mingguan, bulanan atau tahunan Supervisor 
atau Pimpinan melakukan perencanaan supaya pelatihan berjalan sesuai 
dengan tujuan dari perusahaan dan menjadi suatu kesatuan setiap 
harinya. 
Dari hasil pengamatan telah dibuktikan bahwa karyawan terus 
mengalami peningkatan dalam hasil pekerjaannya. Hal ini dibuktikan dari 
kualitas bekerja. Sebagai contoh di bagian gudang, semua pegawai dalam 
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bagian tersebut mengerjakan sesuai dengan SP, dan selalu berusaha untuk 
mengerjakan pesanan pada hari itu juga. Karyawan tidak akan beranjak 
dari tempatnya apabila pekerjaannya belum selesai. 
2. Persoalan Pengelolaan Personalia 
a. Pengelolaan Pemberian Imbalan/Kompensasi 
Perhitungan kerja lembur, menurut Pasal 13 ayat 5 : Perhitungan 
upah lemburdidasarkan pada upah bulanan. Cara menghitung upah 
selama 1 (satu) jam lembur adalah : 
 
Hasil audit internal menemukan penyimpangan dari peraturan yang ada 
yaitu upah lembur disamaratakan Rp10.000,00/jam. Perhitungan yang 
dilakukan dapat kurang dari hak dan juga lebih dari hak yang diterima 
oleh karyawan. Penyebab terjadinya hal ini supaya memudahkan dalam 
penghitungan gaji lembur karyawan. Dampak yang ditimbulkan dari 
penyimpangan yang terjadi adalah gaji yang diterima tidak sesuai dengan 
hak yang harus diterima. Usulan yang disarankan untuk perbaikan adalah 
sebaiknya penghitungan upah lembur sesuai dengan peraturan yang telah 
ditetapkan, hal ini supaya setiap karyawan mendapatkan upah sesuai 
dengan hak serta perusahaan melaksanakan kewajiban sesuai dengan 
yang diberikan. 
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b. Evaluasi pelaksanaan tugas 
Evaluasi pelaksanaan tugas terjadi pelanggaran yang dilakukan 
oleh karyawan, yaitu melanggar Pasal 35 Peraturan Perusahaan 
mengenai Pelanggaran dan Tindakan Perbaikan : 
Pelanggaran dan Tindakan Perbaikan; Sanitasi dan Hygiene 
nomor 3, 4 dan 5 : (3) Lalai untuk mematuhi peraturan 
tentang keamanan produk; (4) Lalai untuk mematuhi 
peraturan tentang sanitasi dan hygiene, misal meludah di 
tempat yang tidak semestinya, membuang sampah 
sembarangan; (5) Lalai untuk mengikuti praktik-praktik 
higeines pribadi yang merugikan kepentingan dan/atau 
mutu produk atau proses produksi perusahaan. 
 
Karyawan warehouse lalai menjalankan peraturan peraturan 
tersebut.Karyawan tersebut terbukti menyentuh produk langsung 
sebelum packing tanpa menggunakan penutup kepala atau rambut, dan 
tidak menggunakan masker.Karyawan warehouse lalai mematuhi 
peraturan tentang keamanan produk, serta tidak mengikuti praktik-
praktik higienis pribadi. Penyebab terjadinya penyimpangan ini adalah 
kebiasaan buruk karyawan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak 
mengutamakan kebersihan telah dibawaketikabekerja di perusahaan. 
Dampak yang ditimbulkan adalah produk yang tidak higienis, tidak 
lulus Quality Control (QC), produk reject besar sehingga 
mengakibatkan kerugian perusahaan secara material. Rekomendasi 
yang diberikan untuk perbaikan adalah dengan cara memberikan 
pelatihan tentang sanitasi dan hygiene produk kepada seluruh karyawan 
HO. 
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Temuan kedua dalam evaluasi pelaksanaan tugas yang tertulis 
sesuai SOP ExpenditureDBI Nomor 4, yaitu :  
Expediture DBI wajib melakukan cross-check jumlah 
produk dan item produk agar sesuai dengan Surat Jalan (SJ) 
sebelum dikirim ke costumer untuk menghindari kesalahan 
pengiriman. 
 
Atas dasar peraturan tersebut, ada beberapa kasus expediture  
DBI salah mengantarkan pesanan, dan barang yang dikirim tidak sesuai 
dengan barang yang dipesan costumer. Penyimpangannya adalah 
barang yang dikirim tidak sesuai dengan SJ. Hal ini dikarenakan tim 
expediture DBI kurang cermat dan teliti dalam melakukan cross-check. 
Hal lain yang menjadi penyebabnya adalah tim expediture terlalu 
mempercayai setiap barang yang keluar dari warehouse yang telah siap 
dikirim. Akibat dari kesalahan ini yaitu komplain dari costumer yang 
menyatakan tidak puas karena barang yang diterima tidak sesuai dengan 
pesanan. Saran yang diberikan adalah tim expediture melakukan cross-
check sebelum packing dan pengiriman barang pesanan. Cross-check 
dilakukan dengan memberikan paraf pada SJ.  
c. Catatan-Catatan dan Laporan-Laporan Mengenai Karyawan 
Catatan-catatan dan laporan-laporan mengenai karyawan 
dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian kinerja karyawan dengan 
peraturan yang ada. Salah satu hal yang menjadi objek audit internal 
yaitu catatan mengenai cuti tahunan karyawan. Cuti tahunan diatur pada 
Peraturan Perusahaan Pasal 13 ayat 1 yang berisi : Setiap karyawan 
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berhak atas cuti tahunan dengan tetap mendapat gaji penuh dan harus 
diajukan awal tahun berikutnya. Adapun perhitungan cuti yang 
diperoleh adalah sebagai berikut: 
Tabel 5.1 Hak Cuti Karyawan 
MASA 
KERJA 
HAK CUTI 
PER 
TAHUN 
1 - 5 tahun 12 hari kerja 
5 - 10 tahun 14 hari kerja 
10 - 15 tahun 16 hari kerja 
15 - 20 tahun 18 hari kerja 
20 - 25 tahun 20 hari kerja 
25 - 30 tahun 22 hari kerja 
30 tahun lebih 24 hari kerja 
 
Ketentuan tersebut diperkuat dengan UU No. 13 Tahun 2013 
Tentang Ketenagakerjaan Pasal 79 Ayat 2(c) : Cuti Tahunan, sekurang-
kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang 
bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus. 
Temuan atas audit internal adalah ada karyawan yang mengajukan cuti 
sebelum karyawan tersebut berhak untuk mendapatkan hak cuti. 
Karyawan tersebut mengajukan cuti dengan alasan rindu dengan anak 
di desa. Peraturan Perusahaan jelas menyatakan bahwa karyawan yang 
berhak mendapatkan cuti adalah karyawan yang telah bekerja lebih dari 
1(satu) tahun, sedangkan karyawan tersebut baru bekerja selama 3 
(bulan). Penyebab terjadinya penyimpangan ini adalah Supervisor 
(SPV) dan Manajer HO yang telah memberikan ijin cuti kepada 
karyawan. Selain itu persyaratan penerimaan HO telah membuat 
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lemahnya pengendalian internal terhadap SDM. Apabila penyimpangan 
ini terus terjadi maka dampak yang terjadi adalah karyawan akan 
menganggap remeh pengendalian perusahaan. Akibatnya secara tidak 
langsung perusahaan mengalami kerugian, karena berkurangnya SDM 
yang bekerja tetapi perusahaan tetap memberikan hak gaji kepada 
karyawan dengan penuh. Rekomendasinya adalah manajemen 
memberlakukan Peraturan Perusahaan dengan ketat, agar setiap 
karyawan mematuhi peraturan yang ada. 
3. Problem khusus yang dihadapi pimpinan dalam bidang personalia 
Berdasarkan hasil dari proses dan analisis audit internal maka yang 
menjadi masalah atau problem khusus yang dihadapi pimpinan dalam bidang 
personalia adalahbelum berjalannya HRD secara struktural. Pimpinan 
sebaiknya mengadakan pendidikan dan pelatihan kepada HRD, supaya dapat 
bekerja secara profesional. 
 
B. Unit Marketing 
Pada bagian marketing memiliki sedikit perbedaan proses audit internal 
karena marketing memiliki jam kerja yang diatur oleh masing-masing 
marketing. Selain itu juga dikarenakan waktu audit interal yang terbatas. 
1. Penerimaan Karyawan 
Proses penerimaan karyawan, peraturan telah ditetapkan oleh 
perusahaan dalam Peraturan Perusahaan, Pasal 7 yang menyatakan bahwa 
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perusahaan pihak yang berhak menentukan dan menerima calon karyawan. 
Temuan pada tahap penerimaan karyawan yaitu ketentuan tambahan: 
1) Regional Sales Marketing(RSM):  
a) Latar belakang pendidikan: DIII & S1 dari segala jurusan. 
b) Pengalaman & Pengetahuan: Marketing, product & territory 
knowledge.Diutamakan memiliki pengalaman sebagai Area Sales  
Manager / Distric Sales Manager  minimal 2 tahun. 
c) Kualitas pribadi: Good attitude, capable, credible, integrity 
d) Ketrampilan khusus: Communication skill, Selling skill, 
Leadership,  Managerial dan BahasaInggris (minimalpasif) 
2) AreaManager(AM): 
a) Latar belakang pendidikan: DIII & S1 dari segala jurusan. 
b) Pengalaman & Pengetahuan: Marketing, product & territory 
knowledge. Pengalaman sebagai Supervisor minimal 2 tahun.  
c) Kualitas pribadi : Good attitude, capable, credible, integrity 
d) Ketrampilan khusus: Communication skill, Selling skill, 
Leadership, Managerial dan BahasaInggris (minimalpasif) 
3) Supervisor: 
a) Latar belakang pendidikan : DIII & S1 dari segala jurusan  
b) Pengalaman & Pengetahuan : Marketing, product &territory 
knowledge, pengalaman sebagai SMR/MR minimal 2 tahun 
c) Kualitas pribadi: Good attitude, Capable, Credible, Integrity 
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d) Ketrampilan khusus: Communication skill, salesmanship, 
leadership 
4) Medical Representative 
a) Latar belakang pendidikan : DIII & S1 dari segala jurusan 
b) Pengalaman kerja : 0 – 3 tahun dibidang marketing atau farmasi 
c) Kualitas pribadi: Semangat kerja dan daya tahan yang baik 
d) Ketrampilan khusus : Communication dan selling skill 
Penyimpangan yang terjadi yaitu ketentuan tersebut belum tertulis di dalam 
Peraturan Perusahaan atau dalam Ketetapan Persyaratan Marketing secara 
tertulis. Penyebab terjadinya adalah belum mencantumkan peraturan tersebut 
dalam Peraturan Perusahaan, serta peraturan tersebut disosialisasikan ketika 
pertemuan dengan para marketing. Hal ini membuat peraturan tersebut belum 
dicetak secara tertulis. Dampak yang ditimbulkan adalah SDM tidak 
mengetahui standar yang diberikan oleh perusahaan. Rekomendasi yang 
diberikan untuk perbaikan yaitu menuliskan ketentuan tersebut pada 
Peraturan Perusahaan atau pada Ketetapan Persyaratan Marketing dan dicetak 
secara tertulis. Contohnya yaitu: 
Persyaratan Penerimaan Marketing 
1) Regional Sales Marketing:  
a) Latar belakang pendidikan: DIII & S1 dari segala jurusan. 
b) Pengalaman & Pengetahuan: Marketing, product & territory 
knowledge.Diutamakan memiliki pengalaman sebagai Area Sales  
Manager / Distric Sales Manager  minimal 2 tahun. 
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c) Kualitas pribadi: Good attitude, capable, credible, integrity 
d) Ketrampilan khusus: Communication skill, Selling skill, 
Leadership,  Managerial dan BahasaInggris (minimalpasif) 
2) AreaManager 
a) Latar belakang penddikan: DIII & S1 dari segala jurusan. 
b) Pengalaman & Pengetahuan: Marketing, product & territory 
knowledge. Pengalaman sebagai Supervisor minimal 2 tahun.  
c) Kualitas pribadi : Good attitude, capable, credible, integrity 
d) Ketrampilan khusus: Communication skill, Selling skill, 
Leadership, Managerial dan BahasaInggris (minimalpasif) 
3) Supervisor: 
a) Latar belakang pendidikan : DIII & S1 dari segala jurusan  
b) Pengalaman & Pengetahuan : Marketing, product &territory 
knowledge, pengalaman sebagai SMR/MR minimal 2 tahun 
c) Kualitas pribadi: Good attitude, Capable, Credible, Integrity 
d) Ketrampilan khusus: Communication skill, salesmanship, 
leadership 
4) Medical Representative 
a) Latar belakang pendidikan : DIII & S1 dari segala jurusan 
b) Pengalaman kerja : 0 – 3 tahun dibidang marketing atau farmasi 
c) Kualitas pribadi: Semangat kerja dan daya tahan yang baik 
d) Ketrampilan khusus :  Communication dan selling skill 
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2. Pemenuhan Karyawan Marketing 
Marketing dianggap menjadi ujung tombak dari pertumbuhan penjualan 
PT. DBI selain dari kualitas produk dan pelayanan.Pemenuhan karyawan juga 
dimaksudkan untuk menunjang berlangsungnya kegiatan operasi perusahaan.  
Setiap karyawan yang telah diterima bekerja akan menjalankan masa 
percobaan untuk menilai dan mengevaluasi kinerja dari karyawan baru. Pasal 
8 ayat 1 Peraturan Perusahaan menyatakan bahwa setiap karyawan yang baru 
diterima harus menjalani masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung 
saat karyawan itu diterima dan diberitahukan secara tertulis kepada karyawan 
yang bersangkutan. 
Proses audit internal, temuan yang didapatkan yaitu telah dibuat Surat 
Keterangan (SK) untuk karyawan yang lulus masa percobaan dan yang tidak 
lulus masa percobaan (Lampiran ). Pada surat tersebut, kurangnya informasi 
dalam judul Surat Keterangan Lulus Masa Percobaan. Hal ini merupakan 
penyimpangan yang terjadi karena tidak ada keterangan bahwa surat tersebut 
merupakan surat lulus masa percobaan. Penyebab terjadinya adalah semua 
surat yang diberikan berjudul SURAT KETERANGAN. Dampak yang 
mungkin timbul adalah informasi yang diterima oleh karyawan menjadi 
kurang jelas. Usulan rekomendasi diberikan untuk menekan kemungkinan 
dampak yang terjadi yaitu dengan menambahkan informasi pada Surat 
Keterangan dengan prihal “Lulus Masa Percobaan” atau mengubah judul 
menjadi “SURAT KETERANGAN LULUS MASA PERCOBAAN” 
(Lampiran17). 
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Temuan yang kedua berdasarkan Pasal 54 (1) UU No. 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis 
sekurang-kurangnya memuat: 
a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha 
b. Nama, jenis kelamin, umur, alamat pekerja/buruh 
c. Jabatan atau jenis pekerjaan 
d. Tempat pekerjaan  
e. Besarnya upah dan cara pembayarannya 
f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan 
pekerja/buruh 
g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja 
h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat 
i. Tandatangan para pihak dalam perjanjian kerja 
Atas dasar UU tersebut, temuannya yaitu isi dan Surat Perjanjian 
Kerja antara Marketing dengan manajemen PT. DBI mencantumkan 
(Lampiran 14) : 
a) Nama perusahaan, jenis usaha  
b) Identitas dan akuntabilitas marketing 
c) Ringkasan jabatan 
d) Persyaratan jabatan 
e) Bagan hubungan kerja 
f) Tugas-tugas (kewajiban marketing) 
g) Wewenang dan tanggung jawab 
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h) Kolom persetujuan (tandatangan para pihak) 
Penyimpangan yang terjadi adalah dalam Surat Perjanjian Kerja tersebut 
belum memuat: 
a) Alamat perusahaan 
b) Jenis kelamin, umur dan alamat marketing 
c) Wilayah/tempat pekerjaan 
d) Besarnya upah sesuai yang akan dibayarkan perusahaan dan juga cara 
pembayaran 
e) Waktu mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja 
Penyebabnya adalah HRD belum mencantumkan isi perjanjian kerja dalam 
peraturan perusahaan yang sesuai dengan isi dari UU No. 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan, atau dengan kata lain belum ada ketentuan tertulis 
dalam peraturan perusahaan. Dampak yang terjadi adalah isi perjanjian kerja 
tidak sesuai dengan standar yang diberikan pemerintah. Selain itu isi dari 
perjanjian kerja menjadi kurang jelas, sebab ada 5 (lima) komponen yang 
belum dicantumkan. 
Rekomendasi yang diberikan yaitu mencantumkan komponen lengkap 
dalam Peraturan Perusahaan sesuai dengan UU yaitu : 
a) Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha 
b) Nama, jenis kelamin, umur, alamat pekerja/buruh 
c) Jabatan atau jenis pekerjaan 
d) Tempat pekerjaan  
e) Besarnya upah dan cara pembayarannya 
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f) Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan 
pekerja/buruh 
g) Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja 
h) Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat 
i) Tandatangan para pihak dalam perjanjian kerja 
3. Ketentuan Kinerja Marketing 
Belum ada ketentuan kinerja tertulis untuk setiap marketing. Akan 
tetapi ada ketentuan tambahan yang diberikan dari sumber dokumen 
perusahaan, melalui proses audit internal berisikan penetapan target pada 
Marketing yaitu: 
• Marketing Reprensentatif (MR) dalam masa percobaan: 
- Target Dokter : 30 – 40 customer 
- Target Sales : Rp50.000.000,- 
• MR lulus masa percobaan s/d 1 tahun: 
- Target Dokter : 40 – 50 customer 
- Target Sales : Rp100.000.000,- SMR 
• Sales Marketing Representatif  (SMR) > 1 tahun: 
- Target dokter : 50 customer (minimal) 
- Target sales : Rp150.000.000  SPV 
- Sales mencapai lebih dari Rp150.000.000  SPV 
• Supervisor  (SPV)  Rp150.000.000: 
- Area di bagi dua (2) 
- Mencari dua (2) MR baru 
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- Menambah area coverage sebagai pilot project SPV 
Penyimpangan yang terjadi adalah ketentuan tersebut tidak tertulis 
dalam Peraturan Perusahaan atau Ketetapan Marketing. Penyebab terjadinya 
hal tersebut dikarenakan baru sekedar menjadi kesepakatan bersama antara 
pimpinan dan marketing. Ketentuan ini hanya diberikan pada saat pelatihan 
marketing. Dampak yang terjadi yaitu tidak semua marketing mengetahui dan 
mengingat akan peraturan tersebut. Rekomendasi yang disarankan untuk 
perbaikan adalah menuliskan ketentuan tersebut pada Peraturan Perusahaan 
atau peraturan khusus marketing dengan judul Ketetapan Marketing, supaya 
karyawan mengetahui dan memahami ketentuan yang diberikan. Ketetapan 
tersebut berisikan ketentuan kinerja dari marketing, yaitu: 
Ketentuan Kinerja Marketing 
• Marketing Reprensitatif (MR) dalam masa percobaan 3 (tiga) bulan: 
- Target Dokter  : 30 – 40 customer 
- Target Sales  : Rp50.000.000,- 
• MR lulus masa percobaan s/d 1 tahun: 
- Target Dokter  : 40 – 50 customer 
- Target Sales  : Rp100.000.000,- 
Setelah mencapai lebih dari target sales dan dokter, maka status 
marketing akan berubah menjadi MSR. Status ini diberikan apabila 
Marketing telah bekerja lewat dari masa 1 (satu) tahun. 
• Sales Marketing Representatif  (SMR) > 1 tahun: 
- Target dokter  : 50 customer (minimal) 
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- Target sales  : Rp150.000.000,- 
- SMR mencapai Rp150.000.000,- 
Apabila target dokter telah dicapai dan jumlah sales lebih dari 
Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka MSR 
berhak mendapatkan promosi jabatan menjadi Supervisor (SPV). 
• Supervisor(SPV) : 
- Tingkat penjualan relatif stabil pada  Rp150.000.000,- (seratus 
lima puluh juta rupiah) 
- Area dibagi 2 (dua) 
SPV wajib membagi wilayah kerja menjadi 2 (dua) bagian.  
- Mencari 2 (dua) MR baru 
SPV mencari 2 (dua) MR baru untuk memegang wilayah yang 
telah dibagi menjadi 2 (dua). 
- Menambah area coverage sebagai pilot project SPV 
SPV diharapkan untuk mencari wilayah baru untuk mencari 
costumer. 
4. Penetapan Target Marketing 
Peraturan mengenai Target Marketing ini sesuai dengan kesepakatan 
yang telah diambil oleh pimpinan bersama dengan marketing. Kesepakatan 
tersebut menyatakan bahwa: 
• MR dalam masa percobaan 3 (tiga) bulan: 
- Target Dokter  : 30 – 40 customer 
- Target Sales  : Rp50.000.000,- 
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Proses audit internal ditemukan bahwa ada marketing yang yang 
dalam masa percobaan yang target sales kurang dari Rp50.000.000,- (lima 
puluh juta rupiah). Kemudian ada marketing yang target dokter kurang dari 
30 (tiga puluh) orang. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan penetapan 
marketing. Penyebabnya adalah kurangnya kemampuan marketing dalam 
menawarkan produk dan kurangnya kemampuan marketing dalam menjalin 
relasi dengan costumer. Dampak yang ditimbulkan yaitu grafik sales tidak 
mengalami peningkatan karena tingkat penjualan kurang dari target. 
Rekomendasi yang diusulkan yaitu meningkatkan kemampuan marketing 
dengan melakukan pelatihan; menjalankan ketentuan tersebut dengan tegas; 
menjaga kemampuan perusahaan pada bagian marketing dalam mengevaluasi 
tingkat penjualan setiap bulannya. 
5. Evaluasi Kinerja Karyawan 
Peraturan mengenai persyaratan SPV Marketing ini sesuai dengan 
kesepakatan yang telah diambil oleh pimpinan bersama dengan marketing. 
yaitu : 
- Tingkat penjualan relatif stabil pada  Rp150.000.000,- (seratus 
lima puluh juta rupiah) 
- Area dibagi 2 (dua) 
SPV wajib membagi wilayah kerja menjadi 2 (dua) bagian.  
- Mencari 2 (dua) MR baru 
SPV mencari 2 (dua) MR baru untuk memegang wilayah yang 
telah dibagi menjadi 2 (dua). 
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- Menambah area coverage sebagai pilot project SPV 
SPV diharapkan untuk mencari wilayah baru untuk mencari 
costumer. 
Temuan yang didapatkan dalam proses audit internal adalah dalam data 
karyawan, karyawan wilayah Purwokerto ada 3 (tiga) tingkatan yaitu Areal 
Manager (AM), Supervisor (SPV), dan Marketing Representatif (MR), 
masing-masing berjumlah 1 (satu) orang. Penyimpangan yang terjadi yaitu 
kondisi ini tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan yang 
mengatakan SPV mencari MR 2 (dua) baru, pada kenyataannya hanya ada 1 
(satu) MR, sehingga jumlah MR kurang 1 (satu) orang. Penyebab terjadinya 
adalah kurangnya kemampuan SPV untuk mencari MR baru. Penyimpangan 
tersebut berpengaruh pada peningkatan sales perusahaan yang terhambat 
karena terhambatnya perkembangan marketing. Tingkat sales supaya tetap 
meningkat dengan berkembangnya marketing maka ketetapan mengenai 
marketingsebaiknya dijalan dengan tegas. 
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TABEL RINGKAS HASIL AUDIT INTERNAL SUMBER DAYA MANUSIA UNIT HO DAN MARKETING PADA PT. DBI  
UNIT HEAD OFFICE 
No
. 
Peraturan Perusahaan/ Undang-
undang 
Temuan Penyimpangan Penyebab Dampak Rekomendasi 
1 Mengidentifikasi kebutuhan 
tenaga kerja: 
Struktur Organisasi 
Peraturan Perusahaan 
Pasal 33 ayat 4:  Untuk menjaga 
konsistensi dan obyektifitas, 
ketentuan berikut harus di jalani: 
a. Teguran Lisan dapat dilakukan 
oleh atasan langsung karyawan 
yang bersangkutan. 
b. Dalam hal Surat Peringatan (SP) 1 
dan 2, keputusan dapat di ambil 
oleh Atasan langsung karyawan 
dan kepala departemen setelah di 
konsultasikan dengan kepala 
HRD/Pimpinan perusahaan. 
c. Dalam hal Surat Peringatan 3, 
keputusan harus di konsultasikan 
dengan HRD/pimpinan 
perusahaan. 
d. Dalam hal pemutusan hubungan 
kerja harus mendapat persetujuan 
HRD dan direksi 
 
 
 
 
(mempertimbangkan Pasal 33 Peraturan 
Perusahaan, menyatakan bahwa HRD 
memiliki kewenangan untuk mengeluarkan 
SP untuk perilaku yang tidak diharapkan, 
maka obyektifitas HRD diperlukan untuk 
dikeluarkannya SP.) 
 
1. Kurangnya SDM yang 
ahli dalam bidang 
personalia. 
2. HRD ada di bawah 
otorisasi HO, bukan 
pimpinan. Pasal 33 ayat 
4b menyatakan 
keputusan dapat diambil 
oleh atasan langsung 
karyawan dan kepala 
departemen setelah di 
konsultasikan dengan 
kepala HRD/Pimpinan 
perusahaan. Menyatakan 
bahwa HRD ada di 
bawah otorisasi 
pimpinan.  
1. Kurangnya SDM 
yang ahli di 
bidang 
personalia 
2. Struktur 
perusahaan 
masih mengikuti 
sebelum 
perusahaan 
mengalami 
perkembangan  
1. Kinerja HRD tidak 
bisa secara 
menyeluruh 
2. Lemahnya 
pengawasan dari 
HRD 
3. Ada indikasi HRD 
berfokus pada HO 
 
Sebaiknya HRD diletakan sejajar dengan HO, Marketing, 
dan Produksi. Hal ini dikarenakan: 
1. Karyawan tidak hanya berasal dari HO 
2. Karyawan yang telah berjumlah 61 orang (HO: 35 
orang; Marketing: 26 orang) 
3. Akan dibukanya pabrik produksi yang membutuhkan 
lebih dari 200 karyawan, semakin luas wilayah 
cakupan HRD dalam perusahaan 
 
2 Kriteria Karyawan 
Peraturan Perusahaan 
Penerimaan Karyawan 
Pasal 7 : Perusahaan adalah satu-
satunya pihak yang berhak 
menentukan cocok tidaknya seorang 
pelamar untuk dipekerjakan, atau 
seorang calon karyawan untuk 
melanjutkan hubungan kerjanya. 
 
Ada ketentuan penerimaan karyawan 
tambahan:  
1) Tidak memiliki pekerjaan dan berasal 
dari keluarga yang tidak mampu 
2) Diutamakan anak pertama di dalam 
keluarga 
3) Susah untuk mendapatkan pekerjaan 
4) Memiliki niat yang tinggi untuk bekerja, 
serta mau belajar 
Tidak ada syarat khusus untuk pendidikan 
 
 
 
Ketentuan tersebut belum 
tertulis di dalam Peraturan 
Perusahan. 
 
Tidak adanya 
standar penerimaan 
karyawan secara 
pasti dan tertulis. 
Kualitas SDM tidak 
memiliki standar. 
Menuliskan ketentuan tersebut pada Peraturan 
Perusahaan. 
HRD dituntut untuk lebih profesional dalam  mengawasi, 
melatih dan mendidik para karyawan di bagian HO 
dengan cara memberikan pelatihan secara intensif kepada 
setiap karyawan HO. 
3 Inventarisasi, analisis dan evaluasi Dalam Peraturan Perusahaan belum ada Kurangnya kemampuan HRD berfokus pada Penempatan HRD sebaiknya melakukan perencanaan secara tertulis 
Direktur 
Head Office 
GA 
Expediture 
Warehouse 
Adm+HRD 
Marketing Produksi 
Direktur 
Head Office 
GA 
Expeditur 
Warehouse 
Adm 
Marketing Produksi HRD 
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UNIT HEAD OFFICE 
No
. 
Peraturan Perusahaan/ Undang-
undang 
Temuan Penyimpangan Penyebab Dampak Rekomendasi 
sumber-sumber tenaga kerja 
UU No.13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 4: 
Perencanaan tenaga kerja adalah 
proses penyusunan rencana 
ketenagakerjaan secara sistematis 
yang dijadikan dasar dan  acuan 
dalam penyususnan kebijakan, 
strategi, dan pelaksanaan program 
pembangunan ketenagakerjaan yang 
berkesinambungan. 
 
ketentuan yang mengatur akan 
inventarisasi, analisis dan evaluasi sumber-
sumber tenaga kerja. 
HRD yang belum berjalan 
struktural 
pelatihan dan 
pengembangan 
karyawan secara 
kualitas 
karyawan yang tidak 
sesuai dengan 
kebutuhan setiap 
bagian. 
mengenai kebutuhan SDM sesuai dengan jumlah dan 
spesifikasi tenaga kerja. Hal ini juga menjadi 
rekomendasi untuk diadakannya pemisahaan struktural 
HRD di bawah otorisasi HO. 
4 Pemenuhan Kebutuhan Karyawan 
(Peraturan Perusahaan Pasal 7) 
Pemenuhan kebutuhan tenaga kerja yaitu: 
1. Family system: sistem kekeluargaan, 
masukan dari keluarga dan kerabat. 
2. Pencarian secara langsung: berdasarkan 
masukan dari pihak lain 
 
Ijazah menjadi hal yang 
tidak dasar untuk 
rekruitmen karyawan. 
 
Tidak ada 
ketentuan khusus 
mengenai karyawan 
HO 
Penerimaan 
karyawan akan 
bersifat subyektif 
sesuai dari penilaian 
pribadi. 
HRD bekerja secara profesional dalam melakukan 
penerimaan karyawan, seperti membentuk tim khusus 
untuk melakukan survei dan wawancara sebelum 
dilakukan penerimaan karyawan. 
5 Pasal 8 ayat 1 : Setiap Karyawan 
yang baru diterima harus menjalani 
masa percobaan paling lama 3 (tiga) 
bulan terhitung saat karyawan itu di 
terima dan diberitahukan secara 
tertulis kepada karyawan yang 
bersangkutan. 
Telah dibuat surat keterangan untuk 
karyawan yang lulus percobaan dan yang 
tidak lulus.  
Kurangnya informasi dalam judul Surat 
Keterangan Lulus Masa Percobaan 
(Lampiran 7) 
 
 
Tidak ada keterangan 
bahwa surat tersebut 
merupakan surat lulus masa 
percobaan. 
Semua surat ditulis 
dengan SURAT 
KETERANGAN 
Informasi kepada 
karyawan menjadi 
kurang jelas 
Menambahkan informasi pada Surat Keterangan, dapat 
dengan prihal atau  mengubah judul menjadi “SURAT 
KETERANGAN LULUS MASA PERCOBAAN” 
(Lampiran 17) 
6 Kegiatan Latihan dan 
Pengembagan Karyawan 
Pasal 21 mengenai Pendidikan dan  
Pelatihan: 
Berdasarkan anjuran dan persetujuan 
Manager departemen masing-masing 
melalui bagian personalia, seseorang 
pekerja dapat diberikan kesempatan 
untuk mengikuti pendidikan / 
pelatihan sesuai dengan kebutuhan 
kepentingan pekerjaannya atas 
perusahaan. Prosedur 
pelaksanaannya diatur oleh 
perusahaan (UU No. 13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan) 
Sesuai hasil wawancara ada 3 (tiga) pola 
kegiatan dan pengembangan karyawan: 
1. Pelatihan: melatih untuk 
mengembangkan skill  dari karyawan. 
2. Pendidikan: memberikan pendidikan 
mengenai etika dan nilai-nilai kehidupan. 
Untuk meningkatkan logika atau nalar 
karyawan. 
3. Daily Motivation: pesan singkat yang 
dikirimkan setiap hari kepada karyawan 
yang berisi motivasi-motivasi. 
Ketentuan mengenai 
pelatihan dan 
pengembangan ditulis 
sangat sederhana dan 
kurang mendetail. 
Belum ada ketentuan 
khusus untuk pendidikan 
dan pelatihan. 
Peraturan yang 
ditulis hanya secara 
umum. 
Tidak ada ketentuan 
yang jelas dan 
terarah dalam bidang 
pendidikan dan 
pelatihan.  
Menuliskan ketentuan tersebut dalam Peraturan 
Perusahaan, supaya setiap karyawan dapat mengerti 
maksud dan tujuan dari pelatihan dan pendidikan yang 
diberikan oleh perusahaan, yaitu: 
1. Pelatihan: melatih untuk mengembangkan skill  dari 
karyawan. 
2. Pendidikan: memberikan pendidikan mengenai etika 
dan nilai-nilai kehidupan untuk meningkatkan logika 
atau nalar karyawan. 
3. Daily Motivation: pesan singkat yang dikirimkan setiap 
hari kepada karyawan yang berisi motivasi-motivasi. 
 
7 Persoalan Pengelolaan Personalia Upah lembur disamaratakan  Rp10.000/jam Perhitungan dapat kurang Supaya Gaji yang diterima Sebaiknya penghitungan upah lembur sesuai dengan 
100 
 
 
UNIT HEAD OFFICE 
No
. 
Peraturan Perusahaan/ Undang-
undang 
Temuan Penyimpangan Penyebab Dampak Rekomendasi 
Pengelolaan Pemberian Imbalan 
Perhitungan Kerja Lembur 
Pasal 13 ayat 5 : 
Perhitungan upah lembur didasarkan 
pada upah bulanan. Cara menghitung 
upah selama 1 (satu) jam lembur 
adalah: 
- Karyawan bulanan: 
 
 1 x upah sebulan 
  173 
dari hak dan juga lebih dari 
hak yang diterima oleh 
karyawan.  
memudahkan dalam 
penghitungan gaji 
tidak sesuai dengan 
hak yang harus 
diterima 
peraturan yang telah ditetapkan, hal ini supaya setiap 
karyawan mendapatkan upah sesuai dengan hak serta 
perusahaan melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang 
diberikan. 
9 Evaluasi Pelaksanaan Tugas 
Pasal 35 Pelanggaran dan Tindakan 
Perbaikan; Sanitasi&Hygiene nomor 
3, 4 dan 5 : (3) Lalai untuk mematuhi 
peraturan tentang keamanan produk; 
(4) Lalai untuk mematuhi peraturan 
tentang sanitasi dan hygiene, misal 
meludah di tempat yang tidak 
semestinya, membuang sampah 
sembarangan; (5) Lalai untuk 
mengikuti praktik-praktik higeines 
pribadi yang merugikan kepentingan 
dan/atau mutu produk atau proses 
produksi perusahaan. 
 
1. Karyawan bagian warehouse lalai 
menajalankan peraturan tersebut. 
2. Menyentuh produk langsung tanpa 
menggunakan sarung tangan, tidak 
menggunakan penutup kepala dan 
rambut, tidak menggunakan masker. 
Karyawan warehouse lalai 
mematuhi peraturan tentang 
keamanan produk, serta 
tidak mengikuti praktik-
praktik higienes pribadi. 
Kebiasaan buruk 
karyawan dalam 
kehidupan sehari-
hari yang tidak 
mengutamakan 
kebersihan, dibawa 
ketika bekerja. 
Produk yang tidak 
higienis tidak lulus 
Quality Control 
(QC), 
mengakibatkan 
kerugian perusahaan 
secara material.  
Untuk memperbaiki kondisi ini, dapat dilakukan dengan 
cara memberikan  pelatihan tentang sanitasi dan hygiene 
produk kepada seluruh karyawan.   
10 Sesuai SOP Expediture DBI nomor 4 
: Expediture DBI wajib melakukan 
cross-check jumlah produk dan item 
produk agar sesuai dengan Surat 
Jalan (SJ) sebelum dikirim ke 
costumer untuk menghindari 
kesalahan pengiriman. 
Ada beberapa kasus expediture DBI salah 
mengantarkan pesanan. 
Barang yang dikirim tidak sesuai dengan 
barang yang dipesan. 
Barang yang dikirim tidak 
sesuai dengan SJ 
Tim expediture 
DBI kurang cermat 
dan teliti dalam 
melakukan cross-
check. 
Tim expediture 
terlalu 
mempercayai setiap 
barang yang keluar 
dari warehouse 
yang  siap kirim. 
Komplain tidak puas 
dari costumer karena 
barang yang diterima 
tidak sesuai dengan 
pesanan. 
Tim expediture melakukan cross-check sebelum packing 
dan pengiriman barang pesanan. Cross-check dilakukan 
dengan memberikan paraf pada SJ. 
8 Catatan dan Laporan Mengenai 
Karyawan 
Cuti tahunan Pasal 31 Ayat 1: (Cuti 
Tahunan) 
Setiap karyawan berhak atas cuti 
Ada karyawan yang mengajukan cuti 
sebelum karyawan tersebut berhak untuk 
menndapatkan hak cuti. Karyawan tersebut 
mengajukan cuti dengan alasan rindu 
dengan anak di desa. 
Dalam peraturan jelas 
menyatakan bahwa 
karyawan yang berhak 
mendapatkan cuti adalah 
karyawan yang telah 
Supervisor dan 
Manajer HO 
memberikan ijin 
cuti kepada 
karyawan. 
Karyawan akan 
menganggap remeh 
pengendalian 
perusahaan. Secara 
tidak langsung 
Memberlakukan peraturan perusahaan dengan ketat, agar 
setiap karyawan mematuhi peraturan yang ada. 
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UNIT HEAD OFFICE 
No
. 
Peraturan Perusahaan/ Undang-
undang 
Temuan Penyimpangan Penyebab Dampak Rekomendasi 
tahunan dengan tetap mendapat gaji 
penuh dan harus diajukan awal tahun 
berikutnya. Adapun perhitungan cuti 
yang diperoleh adalah sebagai 
berikut: 
MASA KERJA 
HAK CUTI 
PER TAHUN 
1 - 5 tahun 12 hari kerja 
5 - 10 tahun 14 hari kerja 
10 - 15 tahun 16 hari kerja 
15 - 20 tahun 18 hari kerja 
20 - 25 tahun 20 hari kerja 
25 - 30 tahun 22 hari kerja 
30 tahun lebih 24 hari kerja 
 
UU No. 13 Tahun 2013 Tentang 
Ketenagakerjaan Pasal 79 Ayat 2(c) : 
Cuti Tahunan, sekurang-kurangnya 
12 (dua belas) hari kerja setelah 
pekerja/buruh yang bersangkutan 
bekerja selama 12 (dua belas) bulan 
secara terus menerus; 
bekerja lebih dari 1 (satu) 
tahun. 
Persayaratan 
penerimaan 
karyawan HO 
membuat lemahnya 
pengendalian 
internal terhadap 
karyawan.   
perusahaan 
mengalami kerugian, 
karena berkurangnya 
SDM yang bekerja. 
       
 
UNIT MARKETING 
No. Peraturan Perusahaan/Undang-undang Temuan Penyimpangan Penyebab Dampak Rekomendasi 
1 Penerimaan Karyawan 
Peraturan Perusahaan 
Penerimaan Karyawan 
Pasal 7 : Perusahaan adalah satu-satunya 
pihak yang berhak menentukan cocok 
tidaknya seorang pelamar untuk 
dipekerjakan, atau seorang calon 
karyawan untuk melanjutkan hubungan 
kerjanya. 
Ketentuan tambahan untuk penerimaan karyawan: 
1) Regional Sales Marketing:  
a) Latar belakang penddikan : DIII & S1 dari segala 
jurusan. 
b) Pengalaman & Pengetahuan : Marketing, product & 
territory knowledge, diutamakan memiliki 
pengalaman sebagai Area Sales  Manager / Distric 
Sales Manager  minimal 2 tahun. 
c) Kualitas pribadi : Good attitude, capable, credible, 
integrity  
d) Ketrampilan khusus : Communication skill, Selling 
skill, Leadership,  Managerial dan Bahasa Inggris 
(minimal pasif) 
Ketentuan 
tersebut tersebut 
belum tertulis di 
dalam Peraturan 
Perusahan. 
 
1. Belum 
mencantumkan 
peraturan 
tersebut dalam 
Peraturan 
Perusahaan  
2. Peraturan 
tersebut 
disosialisasikan 
ketika 
pertemuan 
dengan para 
marketing. 
SDM tidak 
mengetahui 
standar yang 
diberikan oleh 
perusahaan 
Menuliskan ketentuan tersebut pada Peraturan 
Perusahaan atau ketetapan Persyaratan Marketing 
dan dicetak secara tertulis 
  Persyaratan Penerimaan Marketing 
1) Regional Sales Marketing:  
a) Latar belakang penddikan : DIII & S1 dari 
segala jurusan. 
b) Pengalaman & Pengetahuan : Marketing, 
product & territory knowledge, diutamakan 
memiliki pengalaman sebagai Area Sales  
Manager / Distric Sales Manager  minimal 2 
tahun. 
c) Kualitas pribadi : Good attitude, capable, 
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UNIT MARKETING 
No. Peraturan Perusahaan/Undang-undang Temuan Penyimpangan Penyebab Dampak Rekomendasi 
2) Area Manager 
a) Latar belakang penddikan : DIII & S1 dari segala 
jurusan. 
b) Pengalaman & pengetahuan : Marketing, product & 
territory knowledge. Pengalaman sebagai Supervisor 
minimal 2 tahun.  
c) Kualitas pribadi : Good attitude, capable, credible, 
integrity 
d) Ketrampilan khusus : Communication skill, Selling 
skill, Leadership,  Managerial dan Bahasa Inggris 
(minimal pasif) 
3) Supervisor: 
a) Latar belakang pendidikan : DIII & S1 dari segala 
jurusan  
b) Pengalaman & pengetahuan : Marketing, product 
&territory knowledge, pengalaman sebagai SMR/MR 
minimal 2 tahun 
c) Kualitas pribadi : Good attitude, Capable, Credible, 
Integrity 
d) Ketrampilan khusus : Communication skill, 
salesmanship, leadership 
4) Medical Representative 
a) Latar belakang pendidikan : DIII & S1 dari segala 
jurusan 
b) Pengalaman kerja : 0 – 3 tahun dibidang marketing 
atau farmasi 
c) Kualitas pribadi : Semangat kerja dan daya tahan 
yang baik 
d) Ketrampilan khusus : Communication dan selling 
skill 
credible, integrity  
d) Ketrampilan khusus : Communication skill, 
Selling skill, Leadership,  Managerial dan 
Bahasa Inggris (minimal pasif) 
2) Area Manager 
a) Latar belakang penddikan: DIII & S1 dari 
segala jurusan. 
b) Pengalaman & pengetahuan : Marketing, 
product & territory knowledge. Pengalaman 
sebagai Supervisor minimal 2 tahun.  
c) Kualitas pribadi : Good attitude, capable, 
credible, integrity 
d) Ketrampilan khusus : Communication skill, 
Selling skill, Leadership,  Managerial dan 
Bahasa Inggris (minimal pasif) 
3) Supervisor: 
a) Latar belakang pendidikan : DIII & S1 dari 
segala jurusan  
b) Pengalaman & pengetahuan : Marketing, 
product & territory knowledge, pengalaman 
sebagai SMR/MR minimal 2 tahun 
c) Kualitas pribadi: Good attitude, Capable, 
Credible, Integrity 
d) Ketrampilan khusus: Communication skill, 
salesmanship, leadership 
4) Medical Representative 
a) Latar belakang pendidikan : DIII & S1 dari 
segala jurusan 
b) Pengalaman kerja : 0 – 3 tahun dibidang 
marketing atau farmasi 
c) Kualitas pribadi : Semangat kerja dan daya 
tahan yang baik 
d) Ketrampilan khusus : Communication dan 
selling skill 
 Pemenuhan Karyawan Marketing 
Pasal 8 ayat 1 : Setiap Karyawan yang 
baru di terima harus menjalani masa 
percobaan paling lama 3 (tiga) bulan 
terhitung saat karyawan itu diterima dan 
diberitahukan secara tertulis kepada 
karyawan yang bersangkutan. 
Telah dibuat surat keterangan untuk karyawan yang lulus 
percobaan dan yang tidak lulus (Lampiran 15).  
Kurangnya informasi dalam judul Surat Keterangan Lulus 
Masa Percobaan (Lampiran 16) 
Tidak ada 
keterangan bahwa 
surat tersebut 
merupakan surat 
lulus masa 
percobaan. 
Semua surat 
ditulis dengan 
SURAT 
KETERANGAN 
Informasi 
kepada 
karyawan 
menjadi kurang 
jelas 
Menambahkan informasi pada Surat Keterangan, 
dapat dengan prihal atau  mengubah judul menjadi 
“SURAT KETERANGAN LULUS MASA 
PERCOBAAN” (Lampiran 17) 
 Pasal 54 Ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 
Tentang Ketenagakerjaan: 
Isi dari perjanjian  kerja antara marketing dengan 
manajemen PT. DBI yaitu (Lampiran 14): 
Dalam surat 
perjanjian kerja 
HRD belum 
mencantumkan isi 
Isi perjanjian 
kerja tidak 
Melengkapi isi dari surat perjanjian kerja yang 
kurang lengkap, yaitu dengan menuliskan: 
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UNIT MARKETING 
No. Peraturan Perusahaan/Undang-undang Temuan Penyimpangan Penyebab Dampak Rekomendasi 
Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis 
sekurang-kurangnya memuat: 
a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis 
usaha 
b. Nama, jenis kelamin, umur, alamat 
pekerja/buruh 
c. Jabatan atau jenis pekerjaan 
d. Tempat pekerjaan  
e. Besarnya upah dan cara 
pembayarannya 
f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak 
dan kewajiban pengusaha dan 
pekerja/buruh 
g. Mulai dan jangka waktu berlakunya 
perjanjian kerja 
h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja 
dibuat 
i. Tandatangan para pihak dalam 
perjanjian kerja 
 
a. Nama perusahaan, jenis usaha  
b. Identitas dan akuntabilitas marketing 
c. Ringkasan jabatan 
d. Persyaratan jabatan 
e. Bagan hubungan kerja 
f. Tugas-tugas (kewajiban marketing) 
g. Wewenng dan tanggung jawab 
h. Kolom persetujuan (tadatangan para pihak) 
tersebut belum 
memuat: 
a. Alamat 
perusahaan 
b. Jenis kelamin, 
umur dan 
alamat 
marketing 
c. Wilayah/tempa
t pekerjaan 
d. Besarnya upah 
sesuai yang 
akan 
dibayarkan 
perusahaan 
dan juga cara 
pembayaran 
e. Waktu mulai 
dan jangka 
waktu 
berlakunya 
perjanjian 
kerja 
perjanjian kerja 
dalam peraturan 
perusahaan yang 
sesuai dengan isi 
dari UU No.13 
Tahun 2003 
Tentang 
Ketenagakerjaan, 
atau dengan kata 
lain belum adanya 
ketentuan tertulis 
dalam peraturan 
perusahaan. 
sesuai dengan 
standar yang 
diberikan 
pemerintah. 
Isi dari 
perjanjian kerja 
menjadi kurang 
jelas karena ada 
5 komponen 
yang belum 
dicantumkan 
 
1. Alamat perusahaan 
2. Jenis kelamin, umur dan alamat marketing 
3. Wilyah/tempat pekerjaan 
4. Besarnya upah sesuai yang akan dibayarkan 
perusahaan dan cara pembayaran 
5. Waktu mulai dan jangka waktu berlakunya 
perjanjian kerja 
 
 Ketentuan Kinerja Marketing  
Ketentuan Kinerja untuk setiap Marketing 
berdasarkan hasil dari Ketetapan yang 
disepakati bersama. 
Belum ada ketentuan kinerja tertulis untuk setiap 
marketing. 
Ada ketentuan tambahan yang diberikan dari sumber 
dokumen perusahaan, melalui proses audit internal 
berisikan Penetapan Target pada Marketing 
• Marketing Reprensitatif (MR) dalam masa percobaan: 
– Target Dokter: 30 – 40 customer 
– Target Sales: Rp50.000.000,- 
• MR lulus masa percobaan s/d 1 tahun: 
– Target Dokter: 40 – 50 customer 
– Target Sales: Rp100.000.000  SMR 
• Marketing Sales Representatif  (MSR) > 1 tahun: 
– Target dokter: 50 customer (minimal) 
– Target sales: Rp150.000.000  SPV  
– SMR mencapai Rp150.000.000  SPV 
• Supervisor  (SPV)  Rp150.000.000: 
– Area dibagi 2 (dua) 
– Mencari 2 (dua) MR baru 
– Menambah area coverage sebagai pilot project SPV 
Ketentuan 
tersebut tidak 
tertulis dalam 
peraturan 
perusahaan 
Ketentuan 
tersebut baru 
sekedar menjadi 
kesepakatan 
bersama antara 
pimpinan dan 
marketing 
Ketentuan 
tersebut hanya 
diberikan pada 
waktu pelatihan 
marketing 
Tidak semua 
marketing dapat 
mengetahui dan 
mengingat akan 
peraturan 
tersebut. 
Menuliskan ketentuan tersebut pada Peraturan 
Perusahaan atau peraturan khusus marketing dengan 
judul Ketetapan Marketing, supaya karyawan 
mengetahui dan memahami ketentuan yang 
diberikan. Ketetapan tersebut berisikan ketentuan 
kinerja dari marketing, yaitu: 
• Marketing Reprensitatif (MR) dalam masa 
percobaan: 
– Target Dokter: 30 – 40 customer 
– Target Sales: Rp50.000.000,- 
• MR lulus masa percobaan s/d 1 tahun: 
– Target Dokter: 40 – 50 customer 
– Target Sales: Rp100.000.000  SMR 
• Marketing Sales Representatif  (MSR) > 1 tahun: 
– Target dokter: 50 customer (minimal) 
– Target sales: Rp150.000.000  SPV  
– SMR mencapai Rp150.000.000  SPV 
• Supervisor  (SPV)  Rp150.000.000: 
– Area dibagi 2 (dua) 
– Mencari 2 (dua) MR baru 
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UNIT MARKETING 
No. Peraturan Perusahaan/Undang-undang Temuan Penyimpangan Penyebab Dampak Rekomendasi 
– Menambah area coverage sebagai pilot project 
SPV 
 Penetapan Target Marketing 
Penetapan target marketing untuk setiap 
Marketing berdasarkan hasil dari 
ketetapan yang disepakati bersama 
Ada marketing yang yang dalam masa percobaan yang 
taget salesnya kurang dari Rp50.000.000,-  
 
Ada marketing yang target dokter kurang dari 30 orang 
Tidak sesuai 
dengan penetapan 
marketing. 
Kurangnya 
kemampuan 
marketing dalam 
menawarkan 
produk 
Kurangnyan 
kemampuan 
marketing dalam 
menjalin relasi 
dengan costumer 
Grafik sales 
tidak 
mengalami 
peningkatan 
karena 
marketing yang 
tingkat 
penjualannya 
kurang dari 
target 
Meningkatkan kemampuan marketing dengan 
melakukan pelatihan 
Menjalankan ketentuan tersebut dengan tegas 
Menjaga kemampuan perusahaan pada bagian 
marketing dalam mengevaluasi tingkat penjualan 
setiap bulannya. 
 Evaluasi Kinerja Karyawan 
Persyaratan jabatan SPV berdasarkan 
ketetapan yang disepakati bersama 
Dalam data karyawan, karyawan wilayah purwokerto ada 3 
(tiga) tingkatan yaitu Areal Manager (AM), Supervisor 
(SPV), dan Marketing Representatif (MR), masing-masing 
berjumlah 1 (orang).  
Tidak sesuai 
dengan ketentuan 
yang telah 
ditetapkan yang 
mengatakan SPV 
mencari MR 2 
(dua) baru, pada 
kenyataannya 
hanya ada 1 (satu) 
MR, sehingga 
jumlah MR 
kurang 1 (satu) 
orang. 
Kurangnya 
kemampuan SPV 
untuk mencari 
MR baru  
Peningkatan 
sales 
perusahaan 
terhambat 
karena 
terhambatnya 
perkembangan 
marketing 
Menjalankan ketentuan perusahaan dengan tegas 
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BAB VI 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan proses audit internal dan pembahasan pada bab 
sebelumnya maka kesimpulan sebagai berikut: 
1. Head Office (HO): 
a. Otorisasi HRD ada di bawah otorisasi HO, yang membuat 
kurang objektifnya HRD. Rekomendasinya adalah meletakan 
HRD sejajar dengan HO di bawah otorisasi Direktur. Hal ini 
supaya HRD dapat berjalan secara struktural. 
b. Beberapa ketentuan pada perusahaan belum ditulis pada 
Peraturan Perusahaan seperti ketentuan penerimaan karyawan, 
kegiatan pelatihan dan pengembangan, sehingga sebaiknya 
menuliskan ketentuan tersebut pada Peraturan Perusahaan. 
c. Pemenuhan karyawan masih dilaksanakan secara family system, 
tanpa mementingkan ijazah karyawan. Penilaian menjadi 
subjektif. Rekomendasinya yaitu membentuk tim khusus untuk 
penerimaan karyawan.  
d. Perhitungan upah lembur yang tidak sesuai dengan Peraturan 
Perusahaan yaitu upah lembuh sebesar Rp10.000,-, sehingga 
pembayaran tidak sesuai hak dan kewajiban. Perhitungan hak 
dan kewajiban sebaiknya sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan perusahaan yaitu [(1 x upah sebulan)/173]. 
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e. Pengendalian pada SDM masih rendah, SDM diijinkan 
mengajukan cuti sebelum mendapatkan hak cuti. Pimpinan 
sebaiknya memberlakukan Peraturan Perusahaan dengan tegas. 
f. Kesadaran SDM akan kebersihan masih sangat rendah, sehingga 
memerlukan pelatihan dan pendidikan tentang sanitasi dan 
hygiene. 
g. Tim expediture lalai untuk melakukan cross-check produk yang 
akan dikirim sesuai dengan SJ, sehingga sering terjadi kesalahan 
jumlah dan jenis produk. SDM tidak memperhatikan Standar 
Operasional Perusahaan (SOP) yang ada. Tim expediture harus 
melakukan cross-check dan memberi paraf pada SJ. 
2. Marketing: 
Ketetapan pada marketing sudah ada, akan tetapi Ketetapan 
tersebut belum ditulis secara tercetak. Ketentuan ini seperti : Ketetapan 
Syarat Penerimaan Karyawan dan Ketetapan Kinerja Marketing. Hal ini 
mengakibatkan tidak semua marketing mengerti dan memahami 
ketentuan yang ada. Oleh sebab itu sebaiknya membuat buku Ketetapan 
Marketing, dan mencetak ketetapan tersebut. 
 
B. Keterbatasan Penelitian 
Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan 
yang mungkin dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian yang diperoleh. 
Kekurangan dari penelitian ini adalah keterbatasan wilayah observasi dan 
107 
 
 
 
pengumpulan data yang tidak bisa secara mendetail dan mendalam. Hal ini 
dikarenakan beberapa dokumen yang dirahasiakan oleh perusahaan. 
. 
C. Saran 
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, maka 
dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Perusahaan : 
a. Sebaiknya perusahaan melakukan perbaikan dan penambahan isi 
pada Peraturan Perusahaan dan buku Ketetapan Marketing 
supaya peraturan dapat dibaca dan dimengerti oleh karyawan. 
b. Sebaiknya melakukan perbaikan proses penerimaan dengan 
membentuk tim khusus, supaya penilaian menjadi objektif. 
c. Sebaiknya melaksanakan peraturan secara tegas, supaya 
pengendalian internal menjadi efektif. 
d. Sebaiknya memberikan pelatihan kepada karyawan HO dan 
Marketing, untuk menunjang visi dan misi perusahaan. 
2. Peneliti : 
a. Memperluas wilayah observasi untuk mengumpulkan data atau 
hasil temuan dalam aktifitas perusahaan. Hal ini untuk melihat 
efektifitas dari sistem pengendalian yang dilakukan. 
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Lampiran 1 (Peraturan Perusahaan PT. Derma Beauty Indonesia Tahun 2013) 
PASAL  7 
Penerimaan Karyawan 
Perusahaan adalah satu-satunya pihak yang berhak menentukan cocok tidaknya 
seorang pelamar untuk di pekerjakan, atau seorang calon karyawan untuk 
melanjutkan hubungan kerjanya. 
 
PASAL  8 
Masa Percobaan 
1. Setiap Karyawan yang baru di terima harus menjalani masa percobaan 
paling lama 3 (tiga) bulan terhitung saat karyawan itu di terima dan di 
beritahukan secara tertulis kepada karyawan yang bersangkutan. 
2. Selama masa percobaan itu kedua belah pihak boleh memutuskan hubungan 
kerja dengan memberitahukan sehari sebelumnya tanpa memberikan alasan-
alasan khusus. Pemutusan hubungan kerja selama masa percobaan tidak di 
berikan uang pesangon atau ganti rugi lainnya. 
 
PASAL  9 
Data Karyawan 
1. Karyawan berkewajiban untuk melengkapi semua syarat-syarat administrasi 
kepegawaian sepanjang memiliki hubungan kerja bersama Perusahaan dan 
berkewajiban melengkapi/melaporkan semua perubahan yang terjadi. 
2. Karyawan bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran data 
Karyawan yang di serahkan kepada Perusahaan. Semua data Karyawan 
menjadi milik Perusahaan . 
3. Perusahaan berhak menolak memberikan fasilitas atau jaminan 
kesejahteraan apapun bagi tanggungan Karyawan yang belum terdaftar pada 
administrasi kepegawaian. 
 
PASAL  10 
Jam Kerja Dan Makan 
1. Jam Kerja adalah: 
a. Senin s/d Jumat 08.00 – 12.00 
12.00 – 13.00 Istirahat 
13.00 – 17.00 
 Sabtu   08.00 – 12.00 
12.00 – 12.30 Istirahat 
12.30 – 13.00 
2. Jumlah jam kerja dalam seminggu adalah 44.5 jam 
3. Bagi Karyawan yang bekerja secara bergiliran (shift), jam kerjanya di atur 
oleh atasannya masing-masing, termasuk jam istirahat, makan dan 
sebagainya. 
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Pembagian jam kerja sebagai berikut: 
Shift I  : Jam 07.00 WIB s/d jam 15.00 WIB 
Shift II  : Jam 15.00 WIB s/d jam 23.00 WIB 
Shift III  : Jam 23.00 WIB s/d jam 07.00 WIB 
4. Jam kerja bagi karyawan lapangan/ Marketing di atur tersendiri dengan 
mengingat peraturan yang berlaku sesuai bagian masing-masing. 
5. Perusahaan menyediakan makan siang bagi karyawan yang hadir dan 
bekerja pada saat hari kerja di tempat makan karyawan. Untuk karyawan di 
lapangan akan di atur tersendiri. 
6. Makan yang di berikan oleh Perusahaan tidak untuk di bawa pulang. 
7. Tunjangan makan senilai makan siang di kantor akan di berikan untuk: 
a. Karyawan shift II dan Shif III serta karyawan yang lembur minimal 4 
(empat)  jam berturut-turut atau lebih, atau di atur tersendiri. 
b. Karyawan yang menjalankan ibadah puasa Ramadhan dan tidak buka 
puasa di kantor. 
 
PASAL  11 
Kewajiban-Kewajiban Karyawan 
Karyawan diwajibkan untuk memberikan seluruh kemampuannya untuk 
kepentingan  Perusahaan dan melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan 
petunjuk-petunjuk yang di berikan oleh Perusahaan. 
Karyawan harus: 
1. Bertindak Jujur, bersungguh-sungguh dan berhati-hati dalam pekerjaanya. 
2. Menjalankan pekerjaannya secara berhati-hati dengan maksud-maksud yang 
baik dan melaksanakan semua instruksi-instruksi yang di berikan oleh 
atasannya baik secara lisan maupun tertulis. 
3. Menjunjung tinggi nama baik Pengusaha dan/atau Perusahaan serta 
memelihara kepercayaan yang telah di berikan oleh pihak Perusahaan 
dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dinilai merugikan 
perusahaan baik secara moral maupun material. 
4. Memberitahukan pada atasannya tentang kesalahan dan kekeliruan yang 
mungkin dapat menghambat kelancaran jalannya pekerjaan atau merugikan 
kepentingan perusahaan. 
5. Merahasiakan segala sesuatu yang menyangkut perusahaan dan/atau 
pengusaha kepada pihak ketiga. 
6. Melaporkan perubahan status diri karyawan yang menyangkut susunan  
keluarga, tempat tinggal, status perkawinan, perceraian, kelahiran anak dan 
lainnya yang di anggap  perlu kepada bagian HRD paling lambat 7 (tujuh) 
hari setelah perubahan itu terjadi. 
7. Masuk kerja dan meninggalkan pekerjaan atau tempat kerja sesuai dengan 
waktu kerja yang telah di tetapkan. 
8. Mentaati peraturan, prosedur dan kebijaksanaan dari perusahaan dimana 
termasuk instruksi-instruksi mengenai hal-hal lainnya. Keselamatan kerja 
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dan kelestarian lingkungan dan juga peraturan-peraturan terinci lainnya 
mengenai keamanan. 
9. Berpakaian rapi dan sopan, serta selalu berpenampilan bersih. 
10. Memberikan laporan secepat mungkin atas Cuti, Sakit, Kelahiran, Kematian 
dan lain sebagainya. 
11. Ikut menciptakan  keamanan, kekompakan, keserasian dan ketenangan kerja 
serta lingkungannya. 
12. Tidak menerima hadiah/pemberian apapun dari relasi perusahaan yang dapat 
menimbulkan benturan kepentingan. 
13. Tidak mengadakan dan/atau mengikat hubungan kerja dengan pihak lain 
dengan menerima  upah atau imbalan jasa tanpa seizin Perusahaan. 
14. Bertanggung jawab atas kendaran yang diberikan perusahaan sebagai 
kendaraan operasional dan dilarang  meminjamkan kendarannya kepada 
pihak lain tanpa persetujuan pimpinan perusahaan. 
 
PASAL  12 
Pengangkatan Dan Pemindahan Kerja Karyawan 
1. Perusahaan dapat menugaskan karyawan ke kantor cabang atau lokasi lain 
termasuk ke Perusahaan afiliansi atau pihak ketiga lainnya untuk jangka 
waktu tertentu tanpa mengakibatkan perubahan status hubungan kerja. Jika 
di perlukan, pengaturan lebih rinci mengenai hak dan kewajiban Karyawan 
dalam rangka penugasan akan di muat dalam masing-masing surat 
penugasan. 
2. Mutasi/pemindahan tugas, rotasi dan mutasi jabatan seorang Karyawan yang 
bersifat permanen dengan tidak mengurangi hak-hak karyawan dan 
dilakukan secara tertulis. 
 
PASAL  13 
Kerja Lembur 
1. Kerja lembur adalah kerja diluar jam kerja biasa, baik pada hari kerja biasa 
(meneruskan pekerjaan) maupun pada hari istirahat atau hari libur resmi, 
jika di perlukan oleh perusahaan (berdasarkan perintah atasannya) 
2. Upah lembur di bayarkan sesuai dengan kemampuan perusahaan mengacu 
kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
3. Para Manajer dan Supervisor atau yang setingkat dengan itu tidak 
mendapatkan upah kerja lembur. 
4. Karyawan yang berhak atas uang lembur hanyalah mereka yang di minta 
secara khusus untuk hal itu oleh atasan langsung dan di setujui oleh Manajer 
Departemen. 
5. Perhitungan upah lembur: 
Perhitungan upah lembur di dasarkan pada upah bulanan. Cara menghitung 
upah selama 1 (satu jam) lembur adalah: 
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- Karyawan bulanan:  1 x upah sebulan 
            173 
 
PASAL  14 
Ketentuan Keselamatan Kerja 
1. Pengusaha menyediakan pakaian kerja dan perlengkapan perlindungan kerja 
sebagaimana yang di perlukan untuk tugas pekerja, maka semua karyawan 
bertanggung jawab untuk menjamin keselamatan mereka sendiri baik 
keselamatan teman sekerja, dengan meningkatkan kesadaran kerja yang baik 
dan melaporkan segera setiap keadaan yang dapat menyebabkan keadaaan 
bahaya dan cedera kepada orang banyak atau kerusakan kepada pimpinan 
perusahaan. 
2. Semua karyawan harus mentaati serta memperhatikan “TANDA-TANDA 
BAHAYA” dan DI LARANG MEROKOK”. 
3. Semua karyawan harus menjaga agar tempat kerja mereka tetap bersih dan 
dalam keadaan rapih. 
4. Perlengkapan kerja sebagai alat keselamatan kerja di pinjamkan kepada 
karyawan menurut sifat serta keperluan tugas pekerjaannya dan wajib di 
pakai dalam melakukan tugas sehari-hari. Seandainya terbukti bahwa 
karyawan yang bersangkutan tidak menggunakan dan mengindahkan alat 
keselamatan kerja yang dipinjamkan kepadanya dapat di kenakan tindakan 
disiplin. 
 
 
BAB IV 
PENGGAJIAN DAN PENGUPAHAN 
 
PASAL  15 
Penggajian 
1. Gaji karyawan akan dibayar selambat-lambatnya pada hari terakhir setiap 
bulan kalender. 
2. Pajak penghasilan karyawan sepenuhnya di tanggung Perusahaan. 
3. Gaji harus dirahasiakan dengan ketat terhadap rekan-rekan sekerja dan juga 
terhadap karyawan-karyawan perusahaan lain. 
4. Pada prinsipnya gaji karyawan ditentukan berdasarkan upah minimum 
daerah setempat, pendidikan, keahlian, kemampuan, prestasi dan evaluasi 
kerja dari masing-masing karyawan. 
5. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa upah tidak dibayar jika 
karyawan tidak melakukan pekerjaan/mangkir. 
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PASAL  16 
Kenaikan Gaji 
Kenaikan gaji akan dilakukan tiap tahun dengan mempertimbangkan keadaan 
perusahaan, prestasi kerja karyawan dan laju inflasi serta kebijaksanaan 
pemerintah di bidang pengupahan dan sebagainya. 
 
PASAL  17 
Pembayaran Gaji Selama Sakit 
1. Bila seorang karyawan jatuh sakit dan tidak dapat bekerja, hal itu harus di 
beritahukan ke bagian personalia dengan  surat/telepon, pada hari pertama ia 
tidak masuk kerja. 
2. Tidak masuk bekerja lebih dari 1 hari, di perlukan surat keterangan dokter, 
jika tidak dianggap mangkir. Perusahaan berhak untuk memeriksakan  kondisi 
karyawan oleh Dokter yang ditunjuk  Perusahaan. Dalam hal karyawan yang 
bersangkutan menolak untuk di periksa atau hasil pemeriksaan membuktikan 
bahwa karyawan yang bersangkutan tidak sakit, maka ketidak hadiran 
karyawan dapat di anggap sebagai mangkir. 
3. Terhadap pekerja yang dinilai secara medis sakit berkepanjangan dan tidak 
mampu melaksanakan tugas dan pekerjaannya sebagaimana mestinya, maka 
Perusahaan dapat menerapkan ketentuan pembayaran gaji sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, yang  pada saat perumusan  Peraturan 
Perusahaan ini adalah sebagai berikut: 
a. 4 bulan pertama  100% dari upah sebulan 
b. 4 bulan kedua    75% dari upah sebulan 
c. 4 bulan ketiga    50% dari upah sebulan 
d. Untuk bulan selanjutnya   25% dari upah sebulan sebelum PHK di 
lakukan oleh Pengusaha. 
Selama dalam status sakit, pekerja berhak atas jaminan  pemeliharaan 
kesehatan dan tunjangan lainnya. 
 
BAB V 
JAMINAN SOSIAL 
 
PASAL 18 
Jamsostek 
 
1. Perusahaan mengikutsertakan seluruh karyawan dalam program Jaminan 
Sosial Tenaga Kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, meliputi Jaminan kecelakan kerja, Jaminan kematian dan Jaminan 
Hari Tua. 
2. Sesuai peraturan Jamsostek, karyawan yang ikut serta harus menyetorkan 2% 
dari gajinya kepada Jamsostek, sedangkan perusahaan membayar ke 
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Jamsostek sesuai dengan presentase yang di tentukan berdasarkan gaji 
karyawan. 
 
PASAL 19 
Pensiun Normal Dan Pensiun Dini 
1. Pada saat Karyawan mencapai usia 55 (lima puluh Lima) tahun, hubungan 
kerja antara karyawan dan perusahaan secara otomatis berakhir dan karyawan 
di berhentikan dengan hormat dengan memperoleh hak pensiun. 
2. Karyawan yang sudah mempunyai masa kerja sedikitnya 20 tahun dan berusia 
sedikitnya 40 tahun mempunyai hak mengajukan pensiun dini. 
3. Berdasarkan hak pensiun normal atau pensiun dini adalah sesuai dengan tabel 
berikut: 
 
TABEL PERHITUNGAN PEMBAYARAN PENSIUN NORMAL 
(Diatur Menyusul) 
 
PASAL 20 
Peribadatan 
Kepada Karyawan yang beragama Islam yang hendak bersembahyang di sediakan 
tempat/Musholla dan di berikan waktu untuk melakukannya.  
 
 PASAL 21 
Pendidikan Dan Pelatihan 
Berdasarkan anjuran dan persetujuan Manager departemen masing-masing 
melalui bagian personalia, seseorang pekerja dapat di berikan kesempatan untuk 
mengikutii pendidikan/pelatihan sesuai dengan kebutuhan kepentingan 
pekerjaannya atas perusahaan. Prosedur pelaksanaannya di atur oleh perusahaan. 
 
PASAL 22 
Rekreasi Dan Olahraga 
 
Bila keadaan perusahaan memungkinkan maka: 
1. Perusahaan mengadakan rekreasi bersama karyawan 
2. Perusahaan menyediakan sarana dan fasilitas olahraga 
 
BAB VI 
JAMINAN KESEJAHTERAAN 
 
PASAL 23 
Tunjangan Kerja Malam 
  
Para karyawan yang karena tugasnya harus bekerja malam, mendapat tunjangan 
kerja malam dan di atur sebagai berikut 
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Jam Kerja   Rumus Tunjangan Kerja Malam 
 
1. 14.00-22.00 Jumlah Hari Kerja Malam x Satu bulan Gaji x 0.5 
173 
2. 19.00-07.00 Jumlah Hari Kerja Malam x Satu Balan Gaji 
173 
3. 15.00-23.00 Jumlah Hari Kerja Malam x Satu Bulan Gaji x0.5 
173 
4. 23.00-07.00 Jumlah Hari Kerja Malam x Satu Bulan Gaji 
173 
5. Bagi jam kerja yang belum tercantum seperti di atas maka di atur sebagai 
berikut: 
a. Bagi karyawan yang bekerja lebih dari tujuh jam dan pulang antara jam 
22.00 s/d jam 24.00 di berikan tunjangan kerja malam dengan rumus 
sebagai berikut: 
Jumlah hari kerja malam x satu bulan gaji x 0.5 
     173 
b. Bagi karyawan yang bekerja lebih dari tujuh jam dan pulang antara jam 
24.00 s/d jam 07.00 di berikan tunjangan kerja malam dengan rumus 
sebagai berikut: 
Jumlah hari kerja malam x satu bulan gaji  
  173 
Tunjangan kerja malam ini untuk karyawan sampai dengan tingkat Supervisor 
 
PASAL 24 
Tunjangan Khusus 
 
1. Perkawinan yang pertama kali bagi karyawan atau yang berstatus duda/janda    
karena meninggal      Rp. 200.000,- 
2. Khitanan untuk anak laki-laki karyawan   Rp. 100.000,- 
3. Suami/Istri/Anak karyawan meninggal dunia  Rp. 200.000,- 
4. Orang Tua/Mertua karyawan meninggal dunia  Rp. 150.000,- 
5. Karyawan meninggal dunia    Rp. 150.000,- 
6. Apabila karyawan mempunyai adik/kakak/orang tua yang juga bekerja di PT. 
Derma Beauty Indonesia maka tunjangan hanya untuk satu orang saja. 
Tunjangan-tunjangan tersebut di atas hanya akan di berikan berdasarkan surat-
surat yang sah. 
 
PASAL 25 
Tunjangan Kematian Atau Meninggal Dunia 
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Apabila karyawan meninggal dunia bukan  atau karena kecelakaan kerja, 
Perusahaan akan memberikan kepada ahli warisnya: 
a. Gaji dalam bulan berjalan 
b. Santunan  Jamsostek/Asuransi 
c. Uang pesangon sesuai U.U. 13/2003 pasal 166 
 
PASAL 26 
Tunjangan Hari Raya Keagamaan 
 
Perusahaan akan membayar kepada karyawannya Tunjangan Hari Raya 
Keagamaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
1. Masa kerja 9 bulan lebih : 100 % gaji/upah 
6-9 bulan    :   75 % gaji/upah 
3-6 bulan    :   50 % gaji/upah 
Kurang dari 3 bulan tidak mendapat THR 
2. Pembayaran THR dilaksanakan selambat-lambatnya 2 minggu sebelum Hari 
Raya. 
3. Gaji/Upah satu bulan sebagaimana yang di maksud adalah gaji/upah pokok 
di tambah tunjangan tetap. 
4. Karyawan yang berakhir hubungan kerjanya dengan pengusaha lebih dari 
satu bulan sebelum waktu pembayaran THR tidak berhak memperoleh THR 
 
PASAL 27 
Biaya Pengobatan Dan Perawatan 
 
Peraturan-peraturan mengenai pengembalian biaya pengobatan ini mencakup 
semua karyawan. Peraturan–peraturan mengenai biaya pengobatan dan 
perawatan di atur dalam peraturan tersendiri. 
 
PASAL 28 
Klaim Penggantian 
 
Semua klaim penggantian (pengobatan, perjalan dinas, 
representasi/entertainment, dan lain-lain) harus telah di serahkan kepada divisi 
keuangan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terjadinya transaksi. 
 
PASAL 29 
Tunjangan Transport 
 
Kepada karyawan yang tidak mendapat transportasi dari perusahaan dapat di 
berikan bantuan transport atas pertimbangan jarak yang di tempuh. 
Saat ini bantuannya 75% dari biaya yang di keluarkan dengan menggunakan bus 
kota/metromini/mikrolet. Tunjangan di berikan berdasarkan hari kerja 
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perusahaan pada tahun berjalan. Peraturan mengenai bantuan transport di atur 
dalam peraturan tersendiri. 
Tunjangan transport bagi karyawan yang memperoleh kendaran bermotor 
perusahaan besarnya diatur secara terpisah. 
 
PASAL 30 
Pakaian Kerja 
 
Perusahaan menyediakan perlengkapan dan pakaian kerja sesuai dengan tugas 
dan kepentingannya. Karyawan yang mendapat pakaian kerja harus memakianya 
selama jam kerja di dalam lingkungan perusahaan. 
Yang di perbolehkan menggunakan pakaian kerja di  luar lingkungan perusahaan 
hanyalah pengemudi dan satpam. Tanpa ijin perusahaan, pakaian kerja, sepatu 
da lain-lain tidak boleh di ubah bentuknya.  
 
PASAL 31 
Cuti 
1. Cuti Tahunan 
Setiap karyawan berhak atas cuti tahunan dengan tetap mendapat gaji penuh 
dan harus di ajukan awal tahun berikutnya. Adapun perhitungan cuti yang di 
peroleh adalah sebagai berikut: 
Masa Kerja Hak Cuti Per Tahun 
1 - 5 tahun 12 hari kerja 
5 - 10 tahun 14 hari kerja 
10 - 15 tahun 16 hari kerja 
15 - 20 tahun 18 hari kerja 
20 - 25 tahun 20 hari kerja 
25 - 30 tahun 22 hari kerja 
30 tahun lebih 24 hari kerja 
 
1.1 Semua karyawan harus mengambil cuti tahunan mereka pada saat di 
laksanakan cuti massal kecuali karyawan yang diminta bekerja oleh 
perusahaan. Pelaksanaan cuti massal ini akan di tentukan oleh direksi 
sesuai kebutuhan pekerjaan. 
1.2 Karyawan yang bekerja pada saat dilaksanakannya cuti massal pabrik 
maupun kantor pusat sebagaimana disebutkan pada ayat 1.1, akan di 
hitung lembur kecuali bagi SATPAM yang jam kerjanya diatur tersendiri. 
1.3 Karyawan yang akan mengambil cuti tahunan harus mengajukan secara 
tertulis kepada pimpinan satu minggu sebelumnya. 
1.4 Hak istirahat tahunan harus di ambil pada saat hak cuti tersebut muncul 
dan di gunakan pada tahun yang bersangkutan. Hak cuti ini akan gugur 
apabila tidak di ambil dalam waktu 6 (enam) bulan di tahun berikutnya, 
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kecuali jika penundaan tersebut atas permintaan Perusahaan karena adanya 
kebutuhan operasional. 
1.5 Hak istirahat tahunan tidak dapat diganti dengan uang kecuali pada saat 
pengakhiran hubungan kerja 
2. Cuti Bersalin 
Sesuai undang-undang yang berlaku maka pada karyawan yang akan 
melahirkan di berikan cuti bersalin selama 3 bulan dengan pembayaran gaji 
penuh, dengan perincian sebagai berikut: 
- 1,5 bulan  sebelum melahirkan dan 
- 1,5 bulan sesudah melahirkan / gugur kandungan. 
- Dalam hal waktu kelahiran lebih cepat dari perkiraan dokter 
kandungan/bidan, sisa cuti 1,5 bulan sebelum melahirkan di tambahkan ke 
periode cuti 1,5 bulan setelah melahirkan. 
Cuti bersalin ini hanya dapat di berikan berdasarkan surat keterangan dari 
dokter spesialis. Dalam hal gugur kandungan, cuti akan di berikan berdasarkan 
surat keterangan dari dokter,  paling lama 1,5 bulan setelah kelahiran/gugur 
kandungan 
3. Cuti Khusus 
(Ijin meninggalkan pekerjaan, tetapi mendapatkan gaji) 
3.1 Seorang karyawan dapat di beri cuti khusus dengan pembayaran gaji untuk 
keperluan-keperluan yang penting sebagai berikut: 
- Pernikahan karyawan sendiri   3 hari kerja 
- Istri karyawan melahirkan   2 hari kerja 
- Pernikahan anak     2 hari kerja 
- Khitanan/Pembaptisan anak   2 hari kerja 
- Meninggalnya seorang anggota keluarga 
(suami, istri, anak, orang tua, mertua, menantu) 2 hari kerja 
- Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal 
Dunia      1 hari kerja 
- Pindah tempat domisili    1 hari kerja 
- Karyawan mengalami kebakaran/kebanjiran 2 hari kerja 
3.2 Cuti tersebut di atas harus di ambil pada hari kejadiannya, hak cuti 
tersebut hilang bila tidak di ambil pada waktunya. 
3.3 Karyawan yang beragama Islam yang bermaksud menunaikan ibadah Haji 
dapat di berikan ijin meninggalkan perusahaan sesuai dengan waktu yang 
di perlukan, maksimal 40 (empat puluh) hari takwim dengan gaji/upah 
penuh. Hak ini di berikan hanya 1 (satu) kali selama karyawan bekerja 
pada perusahaan. Untuk pengajuan cuti harus di lakukan minimal 1 (satu) 
bulan sebelumnya dan di setujui oleh atasan langsung. Cuti khusus ini 
tidak berlaku untuk ibadah Umroh. 
4. Hari Libur Resmi 
120 
 
 
Perusahaan memberikan istirahat dengan pembayaran gaji biasa pada hari-hari 
libur resmi dimana di tetapkan oleh pemerintah. Daftar hari libur resmi akan di 
umumkan secara berkala oleh perusahaan berdasarkan daftar yang akan di buat 
oleh instansi pemerintah yang berwenang. Karyawan yang di minta bekerja 
pada hari-hari tersebut berhak atas upah lembur. 
 
PASAL 32 
Peraturan Disiplin Dan Tata Tertib Kerja 
 
Untuk kelancaran jalannya usaha perusahaan, karyawan di wajibkan mengerti dan 
mematuhi peraturan disiplin dan tata tertib kerja sebagai berikut: 
1. Membaca, mengerti dan mematuhi peraturan perusahaan, prosedur serta 
instruksi kerja yang sah, baik lisan maupun tertulis. 
2. Melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya. 
3. Datang bekerja tepat waktu, tidak bermalas-malasan dan tidak meninggalkan 
tempat kerja dan pekerjaannya selama jam kerja tanpa ijin atasan. 
4. Jujur dalam bekerja, menjaga integritas dan etika bekerja, dan menghindari 
kegiatan atau situasi yang dapat menyebabkan terjadinya benturan 
kepentingan pribadi dengan kepentingan perusahaan maupun komitmen kerja. 
5. Saling menghormati karyawan lain dan pendapat mereka, menghargai 
keragaman budaya dan sosial, dan menjaga penggunaan sumber daya dan 
fasilitas perusahaan secara sah. 
6. Merahasiakan segala hal yang berkaitan dengan kegiatan proses, system, 
informasi perusahaan dan sebagainya kepada pihak luar atau pihak ketiga 
kecuali seijin Perusahaan. 
7. Membantu memlihara dengan baik peralatan, perkakas, serta harta milik 
perusahaan lainnya dan melaporkan kehilangan atau kerusakan dengan segera. 
Kehilangan atau kerusakan karena kelalaian karyawan menjadi tanggung 
jawab karyawan yang bersangkutan. 
 
PASAL 33 
Perilaku Yang Tidak Di Harapkan Dan Tindakan Perbaikannya 
 
Penyimpangan-penyimpangan (baik pelanggaran maupun kelalaian) yang 
bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut di atas adalah tidak dapat di terima 
dan dapat di kenakan tindakan-tindakan perbaikan, seperti di bawah ini: 
1. Teguran Lisan – dimana atasan langsung: 
a. Mengingatkan dan memberitahu karyawan secara lisan tentang standar 
perilaku yang di harapkan sehubungan dengan tindakan atau kelalaian yang 
ia lakukan yang menyimpang dari standar tersebut. 
b. Mengadakan kesepakatan dengan yang bersangkutan bahwa dalam hal 
tindakan atau kelalaian tersebut terulang, maka akan di ambil langkah 
perbaikan yang lebih keras. 
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c. Membantu memperbaiki tindakan atau kelalaian yang di lakukan agar 
sesuai dengan standar perilaku yang di harapkan, dan memantau 
perilakunya di waktu mendatang untuk mencegah terulangnya tindakan 
atau kelalaian yang sama. 
2. Surat Peringatan – dimana atasan langsung: 
a. Mengingatkan dan memberitahu karyawan secara tertulis (dengan salinan 
untuk di simpan pada data personal karyawan di perusahaan) tentang 
standar perilaku yang di harapkan sehubungan dengan tidakan atau 
kelalaian yang ia lakukan yang menyimpang dari standar tersebut. 
b. Mengadakan kesepakatan dengan yang bersangkutan bahwa dalam hal  
tindakan atau kelalaian tersebut terulang, maka akan  di ambil langkah 
perbaikan yang lebih keras. 
c. Membantu karyawan tersebut dalam memperbaiki tindakan atau kelalaian 
yang ia lakukan agar sesuai dengan standar perilaku yang di harapkan dan 
memantau perilakunya di waktu mendatang untuk mencegah terulangnya 
tindakan atau kelalaian yang sama. 
Surat peringatan tidak harus di keluarkan secara berurutan, melainkan di 
berikan sesuai dengan bobot penyimpangan yang di lakukan. 
3. Pemutusan hubungan kerja – dimana atasan langsung memutuskan hubungan 
kerjanya dengn perusahaan, baik karena tindakan atau kelalaian yang ia 
lakukan benar-benar tidak sesuai dengan standar perilaku yang diharapkan dan 
mengakibatkan kerugian yang nyata atau mungkin terjadi terhadap perusahaan, 
atau apabila menurut penilaian atasannya tidakannya tersebut sudah tidak 
mungkin lagi di perbaiki melalui bimbingan, pembinaan, dan nasehat agar 
sesuai dengan standar perilaku yang di harapkan. 
4. Untuk menjaga konsistensi dan obyektifitas, ketentuan berikut harus di jalani:  
a. Teguran Lisan dapat di lakukan oleh atasan langsung karyawan yang 
bersangkutan. 
b. Dalam hal Surat Peringatan 1 dan 2, keputusan dapat di ambil oleh Atasan 
langsung karyawan dan kepala departemen setelah di konsultasikan 
dengan kepala HRD/Pimpinan perusahaan. 
c. Dalam hal Surat Peringatan 3, keputusan harus di konsultasikan dengan 
HRD/pimpinan perusahaan. 
d. Dalam hal Pemutusan Hubungan kerja, harus mendapat persetujuan  HRD 
dan Direksi 
5. Pedoman atas perilaku yang tidak di harapkan dan tindakan perbaikannya 
tertera secara lengkap dalam BAB VII Pasal 35. Pedoman tersebut tidak 
mencakup seluruh pelanggaran atau kelalaian yang bertentangan dengan 
pedoman perilaku yang dapat di terima. Untuk pelanggaran atau kelalaian  
yang tidak tercakup tersebut di gunakan analogi untuk menyelesaikannya, 
dengan merujuk pada pelanggaran yang setara,  Peraturan Perusahaan, 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebiasaan yang sudah ada 
sebelumnya. 
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PASAL 34 
Penghargaan Masa Kerja 
(Akan di bahas kemudian dan akan di terbitkan peraturan tersendiri) 
 
BAB VII 
DISIPLIN 
 
PASAL 35 
Pelanggaran Dan Tindakan Perbaikan 
No Tindakan indispliner 
Tindakan 
Perbaikan 
        Kehadiran   
1 Hadir terlambat selama 30 (tiga puluh) menit dalam satu bulan 
tanpa ada alasan yang dapat di terima oleh perusahaan. 
Teguran Lisan 
2 Hadir terlambat sebanyak 3 (tiga) kali dalam satu bulan tanpa 
ada alasan jelas yang dapat di terima oleh perusahaan. 
Teguran Lisan 
3 Datang terlambat sebanyak 5 (lima) kali dalam satu bulan 
tanpa ada alasan jelas yang dapat di terima oleh perusahaan. 
Surat Peringatan 1 
4 Datang terlambat selama 120 menit dalam satu bulan tanpa 
ada alasan jelas yang dapat di terima oleh perusahaan. 
Surat Peringatan 1 
5 Satu (1) kali tidak hadir tanpa alasan jelas yang dapat diterima 
oleh perusahaan dalam waktu 1(satu) bulan. 
Teguran Lisan 
6 Tiga (3) kali tidak hadir dalam satu bulan tanpa alasan yang 
dapat di terima oleh perusahaan. 
Surat Peringatan 1 
7 Berhenti bekerja sebelum jam kerja berakhir tanpa ijin atasan. Surat Peringatan 1 
8 Meninggalkan tempat tugas dan pekerjaannya selama jam 
kerja tanpa ijin atasan. 
Surat Peringatan 1 
9 Mangkir selama 5 (lima) hari berturut-turut atau lebih tanpa 
keterangan secara tertulis yang di lengkapi dengan bukti yang 
sah setelah di panggil atau 2 kali di peringatkan. 
PHK tanpa 
Pesangon & Uang 
Penghargaan Masa 
Kerja 
       Sanitasi & Hygiene   
1 Menolak pemerikasaan atas kesehatannya oleh Dokter yang di 
tunjuk perusahaan. 
Surat Peringantan 1 
2 Menolak menggunakan seragam yang di tentukan di dalam 
lingkungan Perusahaan. 
Surat Peringantan 3 
3 Lalai untuk mematuhi peraturan tentang keamanan produk. Surat Peringatan 1 
4 Lalai untuk mematuhi peraturan tentang sanitasi dan higiene, 
misalnya meludah di tempat yang tidak semestinya, 
membuang sampah sembarangan. 
Surat Peringatan 1 
5 Lalai untuk mengikuti praktek-praktek higeines pribadi yang 
merugikan kepentingan dan/atau mutu produk atau proses 
Surat Peringatan 2 
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produksi perusahaan. 
        Kinerja   
1 Melalaikan kewajiban dalam jam kerja Teguan Lisan 
2 Seorang karyawan dengan sengaja menolak untuk mengikuti 
perintah kerja dari atasan. 
Surat Peringatan 3 
3 Gagal memenuhi penilaian kinerja periodik pada tingkat 
mimimal memuaskan. 
Surat Peringatan 1 
4 Karyawan yang dengan sengaja menolak untuk di pindahkan 
ke bagian atau area lain yang setaraf, sedangkan 
kepindahannya itu tidak menimbulkan perubahan terhadap 
.tingkat maupun gajinya 
PHK tanpa 
Pesangon & uang 
penghargaan masa 
kerja 
5 Kelalaian yang menyebabkan kerusakan/kehilangan atas 
barang-barang milik perusahaan sehingga perusahaan 
mengeluarkan biaya akibat kelalaian tersebut. 
Surat Peringatan 2 
6 Tidur dalam jam kerja tanpa ijin dari pimpinan bagiannya. Surat Peringatan 1 
       Integritas   
1 Menyimpan, menjual atau memperdagangkan barang- barang 
apapun mengedarkan daftar untuk meminta dukungan, 
menempelkan atau mengedarkan poster-poster atau 
sejenisnya, tanpa seijin perusahaan. 
Surat Peringatan 1 
2 Memaksakan pekerjaan yang di bebankan padanya kepada 
pekerja lain atau melakukan pekerjaan pekerja lain tanpa ijin 
dari atasannya 
Surat Peringatan 2 
3 Mengambil keuntungan pribadi atas kepentingan perusahaan 
dimana terjadi benturan kepentingan. 
PHK tanpa 
pesangon & uang 
penghargaan masa 
kerja 
4 Memberikan pernyataan atau kesaksian palsu selama 
penyelidikan yang di lakukan oleh perusahaan. 
Surat Peringatan 3 
5 Dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar 
untuk memperoleh suatu pembayaran atau keuntungan yang 
tidak menjadi haknya. 
Surat Peringatan 3, 
PHK tanpa 
pesangon & uang 
penghargaan masa 
kerja 
6 Membawa keluar barang-barang milik perusahaan tanpa ijin 
dari perusahaan. 
Surat Peringatan 3, 
PHK tanpa 
pesangon & uang 
penghargaan masa 
kerja 
7 Melakukan perbuatan Asusila di tempat kerja. PHK tanpa 
pesangon & uang 
penghargaan masa 
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kerja. 
8 Memberikan dokumen fiktif, menambah atau mengubah isi 
dokumen dengan tanda tangan palsu untuk kepentingan 
pribadi atau merugikan perusahaan. 
PHK tanpa 
pesangon & uang 
penghargaan masa 
kerja 
9 Tanpa ijin Perusahaan menggunakan uang atau milik perusa 
haan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi. 
Surat Peringatan 3, 
PHK tanpa 
pesangon & uang 
penghargaan masa 
kerja 
10 Di pidana atas suatu tindakan kriminal serius yang 
menyebabkan rusaknya nama baik dan kedudukan perusahaan 
dan/atau mengganggu proses kegiatan normal perusahaan. 
PHK tanpa 
pesangon & uang 
penghargaan masa 
kerja. 
11 Memprakarsai boikot terhadap produk-produk perusahaan PHK tanpa 
pesangon & uang 
penghargaan masa 
kerja 
12 Dengan itikad buruk menuduh perusahaan yang menyebabkan 
atau dapat menyebabkan tercemarnya nama baik dan 
kedudukan perusahaan. 
PHK tanpa 
pesangon & uang 
penghargaan masa 
kerja 
       Keselamatan dan Keamanan   
1 Tidak mengindahkan peraturan-peraturan pedoman 
keselamatan kerja. 
Teguran Lisan 
2 Pekerja di larang berganti pakain/menyimpan pakaian kerja di 
temapat yang bukan seharusnya. 
Teguran Lisan 
3 Merintangi tugas resmi dari bagian keamanan untuk 
memelihari tata tertib perusahaan 
Surat Peringatan 1 
4 Lalai/menolak untuk menggunakan perlengkapan pelindung 
pribadi yang di tetapkan. 
Surat Peringatan 1 
5 Merokok di tempat terlarang Surat Peringatan 3 
6 Memakai, menjalankan atau mengoperasikan mesin/alat- alat 
yang berada di bawah pengawasan pekerja lain, tanpa seijin 
dari atasannya. 
Surat Peringatan 2 
7 Dengan sengaja membocorkan rahasia perusahaan atau 
dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat menyebabkan 
terjadinya kebocoran informasi rahasia perusahaan. 
PHK tanpa 
pesangon & uang 
penghargaan masa 
kerja 
8 Pemilikan secara tidak sah atas senjata api, pisau atau senjata 
mematikan lainnya dalam lingkungan perusahaan. 
Surat Peringatan 3 
9 Melakukan sabotase atau dengan sengaja menurunkan mutu PHK tanpa 
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barang dan produk perusahhan. pesangon & uang 
penghargaan masa 
kerja 
       Pengulangan   
1 Mendapat teguran lisan 3 (tiga) kali dalam waktu 6 bulan. Surat Peringatan 1 
2 Pelanggaran ulang dalam masa berlakunya peringatan tertulis 
kesatu. 
Surat Peringatan 2 
3 Pelanggaran ulang dalam masa berlakunya peringatan  Surat Peringatan 3 
 tertulis kedua.  
4 Pelanggaran ulang dalam masa berlakunya peringatan ketiga PHK tanpa 
pesangon & uang 
penghargaan masa 
kerja 
Tanpa mengabaikan  peraturan perundang-undangan yang berlaku, bedasarkan 
usulan dari atasan langsung dan harus di setujui oleh atasan yang lebih tinggi, 
bagian HRD, tindakan perbaikan yang akan di ambil dapat di naikkan atau di 
turunkan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang dapat di terapkan di 
bawah ini: 
a. Kinerja karyawan selama ini. 
b. Masa Kerja. 
c. Tingkat keterlibatannya dalam tindakan atau kelalaian tersebut. 
d. Tempat, kejadian dan cara pelanggaran atau kelalaian itu di lakukan. 
e. Ada tidaknya niat buruk. 
f. Besarnya dampak/akibat yang di timbulkan terhadap perusahaan dan 
karyawan lainnya. 
g. Keinginan karyawan untk memperbaiki pelanggaran atau kelalaian yang ia 
lakukan. 
h. Sifat, tugas dan tanggung jawab karyawan sehubungan dengan pelanggaran 
atau kelalaian yang di lakukan. 
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Lampiran 2 (Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan) 
 
BAB II 
LANDASAN,ASAS, DAN TUJUAN 
Pasal 2 
Pebangunan ketenagaerjaan berlandaskan Pncasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Pasal 3 
Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asa keterpaduan dengan 
melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. 
Pasal 4 
Pembangunan keternagakerjaan bertujuan: 
a. Memberdayakan dan medayagunakan tenaga kerja secara optimal dan 
manusiawi; 
b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja 
yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; 
c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan 
kesejahteraan; dan 
d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya 
BAB IV 
PELATIHAN KERJA 
Pasal 9 
Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, 
dan mengembangkan kompetesi kerja guna meningkatkan kemampuan, 
produktivitas, dan kesejahteraan 
Pasal 10 
(1) Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja 
dan dunia usaha, baik di dalam maupun luar hubungan kerja. 
(2) Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang 
mengacu pada standar kompetensi kerja. 
(3) Pelatihan kerja dapat dilaksanakan secara berjenjang. 
(4) Ketentuan mengenai tata cara penetapan standar kompetensi kerja 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri. 
Pasal 11 
Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau 
mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan 
kemampuannya melalui pelatihan kerja. 
Pasal 12 
(1) Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan 
kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja. 
(2) Peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) diwajibkan bagi pengusaha yang memenuhi persyaratan 
yang diatur dengan Keputusan Menteri. 
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(3) Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti 
pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya. 
Pasal 13 
(1) Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintahan 
dan/atau lembaga pelatihan kerja swasta. 
(2) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja. 
(3) Lemaga pelatihan kerja pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dalam menyelenggarakan pelatihan kerja dapat berkerja sama dengan swasta. 
Pasal 15 
Penyelenggaraan pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan: 
a. Tersediannya tenaga kepelatihan; 
b. Adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan; 
c. Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja; dan 
d. Tersedianya  dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaran pelatihan 
kerja. 
BAB VI 
PENEMPATAN TENAGA KERJA 
Pasal 31 
Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, 
mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di 
dalam atau di luar negeri. 
Pasal 32 
(1) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, 
obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi. 
(2) Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga pada jabatan 
yang tepat esuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat, minat, dan 
kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan program 
nasional dan daerah. 
BAB IX HUBUNGAN KERJA 
Pasal 50 
Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan 
pekerja/buruh. 
Pasal 51 
(1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. 
(2) Perjanjin kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai 
dengan peraturan pertundang-undangan yang berlaku. 
Pasal 52 
(1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar: 
a. Kesepakatan kedua belah pihak; 
b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; 
c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan 
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d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, 
kesusilaan, dan peraturan perundang-udangan yang berlaku. 
(2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatal. 
(3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi 
hukum. 
Pasal 53 
Segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan 
perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha. 
Pasal 54 
(1) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat: 
a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; 
b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh; 
c. jabatan atau jenis pekerjaan; 
d. tempat pekerjaan; 
e. besarnya upah dan cara pembayarannya; 
f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan 
pekerja/buruh; 
g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; 
h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan  
i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. 
(2) Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
huruf e dan f, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, 
perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan  yang berlaku. 
(3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang 
kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, 
serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) 
perjanjian kerja. 
Pasal 63 
(1) Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka 
pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang 
bersangkutan. 
(2) Surat pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang 
kurangnya memuat keterangan: 
a. nama dan alamat pekerja/buruh; 
b. tanggal mulai bekerja; 
c. jenis pekerjaan; dan  
d. besarnya upah. 
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BAB X 
PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN KESEJAHTERAAN 
Paragraf 4 
Pasal 77 
(1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.  
(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: 
a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu 
untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau 
b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu 
untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. 
(3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak 
berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. 
(4) Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan 
tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan 
Menteri. 
Pasal 78 
(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat: 
a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan 
b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam 
dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu. 
(2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja 
lembur. 
(3) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
huruf b tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. 
 
(4) Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan 
Keputusan Menteri. 
Pasal 79 
(1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.  
(2) Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi: 
a. istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah 
bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut 
tidak termasuk jam kerja; 
b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) 
minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) 
minggu; 
c. cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah 
pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan 
secara terus menerus; dan 
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d. istirahat panjang sekurang-kurangnya  2 (dua) bulan dan dilaksanakan 
pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi 
pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-
menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh 
tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun 
berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 
(enam) tahun. 
(3) Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2) huruf c diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau 
perjanjian kerja bersama. 
(4) Hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d 
hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan tertentu. 
(5) Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan 
Keputusan Menteri. 
Pasal 80 
Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada 
pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. 
Pasal 82 
(1) Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu 
setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) 
bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau 
bidan. 
Bagian Kedua 
Pengupahan 
Pasal 88 
(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 
(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak 
bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah 
menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. 
(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana 
dimaksud dalam ayat meliputi: 
a. upah minimum; 
b. upah kerja lembur; 
c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan; 
d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar 
pekerjaannya; 
e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; 
f. bentuk dan cara pembayaran upah; 
g. denda dan potongan upah; 
(4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan 
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memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. 
Pasal 92 
(1) Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan 
golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. 
(2) Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan 
memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. 
(3) Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri. 
Bagian Ketiga 
Kesejahteraan 
Pasal 100 
(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, 
pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan. 
(2) Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan 
ukuran kemampuan perusahaan. 
(3) Ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai 
dengan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 
Pasal 111 
(1) Peraturan perusahaan sekurang-kurangnya  memuat: 
a. hak dan kewajiban pengusaha; 
b. hak dan kewajiban pekerja/buruh; 
c. syarat kerja; 
d. tata tertib perusahaan; dan 
e. jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan. 
(2) Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan  yang berlaku. 
(3) Masa berlaku peraturan perusahaan paling lama 2 (dua) tahun dan wajib 
diperbaharui setelah habis masa berlakunya. 
(4) Selama masa berlakunya peraturan perusahaan, apabila serikat pekerja/ 
serikat buruh di perusahaan menghendaki perundingan pembuatan 
perjanjian kerja bersama, maka pengusaha wajib melayani. 
(5) Dalam hal perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (4) tidak mencapai kesepakatan, maka peraturan 
perusahaan tetap berlaku sampai habis jangka waktu berlakunya. 
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Lampiran 2 (Standar Operasional Perusahaan / SOP) 
SOP (Standar Operational Procedure) DBI 
Expedisi/Pengiriman Barang: 
1. Barang di terima oleh Team Expeditur dengan di lampiri Print Out SJ (Surat 
Jalan) dari bagian Warehouse/WH 
2. Setelah di lakukan pemeriksanaan & mencocokan antara fisik barang dengan SJ, 
di lakukan approval 
3. Bagian Adm mencetak faktur rangkap 3 (tiga) 
4. Faktur warna merah di tinggal di kantor, Kuning ke Customer/dokter dan faktur 
Warna putih di kirimkan ke marketing per dua minggu sekali setelah di setujui 
oleh Pak Adi. 
SOP Pengiriman 
Pengiriman pesanan yang dimaksud adalah pesanan produk PT. Derma Beauty Indonesia 
oleh customer sesuai dengan SP. 
Pengiriman dibagi menjadi dua yaitu : 
1. Pesanan customer di wilayah Jabodetabek dikirim oleh Team Expeditur DBI 
2. Pesanan customer di luar Jabodetabek dikirim melalui jasa expedisi  
Pengiriman oleh team Expeditur DBI: 
Expeditur DBI  dibagi menjadi dua : 
1. Expeditur Mobil 
Pengiriman yang dilakukan oleh Expeditur mobil meliputi : 
- Quantity pesanan cukup besar  
- Jarak tempuh cukup jauh 
2. Expeditur motor 
- Semua pesanan di wilayah Jabodetabek 
- Quantity pesanan bisa dibawa dengan motor 
Expeditur DBI: 
1. Expeditur DBI adalah petugas yang bertanggung jawab mengantar pesanan 
customer sampai ke alamat yang tertera di Surat Jalan, memastikan pesanan 
diterima dengan baik dan lengkap serta menyerahkan kembali SJ yang sudah 
ditandatangani sebagai bukti pengiriman ke petugas Faktur (Team Hafiz) 
2. Expeditur DBI menerima SJ, faktur dan produk yang sudah disiapkan oleh 
petugas gudang sesuai dengan pesanan customer 
3. Expeditur DBI wajib melakukan croschek jumlah produk dan item produk agar 
sesuai dengan SJ sebelum dikirim ke customer untuk menghindari kesalahan 
pengiriman 
4. Expeditur DBI mengirim pesanan ke wilayah yang sudah ditentukan dengan 
menggunakan motor yang sudah disediakan oleh perusahaan. Biaya operasional 
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kendaraan menjadi tanggungan perusahaan disesuaikan dengan aturan yang 
berlaku. 
5. Expeditur DBI wajib membuat daily delivery report (DDR) yang mencakup nama 
customer, waktu pengiriman dan jarak tempuh, dimana delivery report ini akan 
menjadi acuan untuk pembayaran insentif pengiriman. 
6. Expeditur DBI wajib menjaga dan merawat kendaraan operasional agar selalu 
prima dan ready to use / siap pakai 
7. Jadwal Expeditur setiap hari adalah sebagai berikut : 
- Masuk kantor setiap hari : Senin – Jum’at Jam 08.00 – 17.00 
Sabtu   Jam 08.00 -  13.00 
- Jam 08.00 : Briefing, Breakfast/sarapan, menyiapkan kendaraan, laporan, 
dsb 
- Jam 09.00 : berangkat dan kembali ke kantor jika tugas mengantar sudah 
selesai 
- Siang / sore : jika ada pesanan yang ready untuk diantar dan waktunya 
memungkinkan maka Expeditur akan melakukan tugas mengantar lagi dan 
kembali ke kantor lagi untuk menyerahkan kendaraan dan laporan 
kunjungan. 
- Jika tidak ada tugas mengantar lagi pada siang/ sore hari, maka team 
expeditur bisa menyiapkan kendaraan dan pesanan / SJ untuk diantar 
besok pagi serta membuat daily report/laporan harian. 
- Jika waktu delivery melebihi batas waktu (>17.00) maka akan 
diperhitungkan dengan insentive khusus / overtime  
- Pada saat mengembalikan kendaraan ke kantor, maka kendaraan harus 
dalam keadaan ready to use, termasuk bahan bakar sudah terisi penuh 
sehingga tidak menghambat tugas untuk hari berikutnya 
Staff Gudang/WH 
1. Staff gudang/WH adalah petugas yang bertanggungjawab untuk menyiapkan 
pesanan sesuai dengan SP yang di terima dari marketing. Pesanan tersebut 
mencakup nama customer, jenis produk dan jumlah produk serta alamat kirim 
.harus jelas. 
2. Agar lebih focus dan mempermudah koordinasi, maka staf gudang dibagi menjadi 
dua team, yaitu team yang menyiapkan pesanan untuk Cream & Cairan untuk:  
- Pengiriman wilayah jabodetabek 
- Pengiriman diluar jabodetabek/Paketan 
3. Staff gudang wajib melakukan crosscheck pesanan yang sudah disiapkan dan 
memastikan bahwa pesanan sudah sesuai dengan yang tertera di SJ/Surat Jalan 
agar tidak terjadi salah pelayanan pesanan yang bisa mengakibatkan retur, 
sebelum menyerahkannya ke bagian packing. 
Staff Packing 
1. Staff packing adalah petugas yang bertanggung jawab untuk menyiapkan pesanan 
dalam packing yang aman agar siap dikirim oleh expeditur 
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2. Staff packing harus memastikan pesanan yang akan dikirim sesuai dengan SJ 
(surat Jalan) 
3. Staff packing harus bisa melakukan pengemasan pesanan dengan baik dan benar 
sesuai dengan jenis produk maupun kemasnnya agar tidak terjadi kerusakan pada 
saat pengiriman/delivery dan pesanan diterima customer dalam kondisi yang baik 
4. Staff packing harus memastikan bahwa pesanan yang sudah dikemas mencakup 
jumlah produk, jenis produk, faktur dan SJ yang sesuai serta menuliskan nama 
customer dan alamat yang benar dan sesuai dengan SJ. 
Stockist 
1. Stockist adalah petugas yang bertanggung jawab terhadap keluar masuknya 
produk dari dan ke gudang / Warehouse 
2. Stockist bertanggung jawab untuk  memastikan fisik produk (jumlah, jenis, kode) 
yang diterima sesuai dengan Surat jalan yang di terima dari pabrik. 
3. Stockist akan melakukan konfirmasi jika Surat Jalan dari pabrik sudah sesuai 
sehingga produk tersebut masuk ke stock system. 
4. Stockist melakukan checking produk yang keluar dari gudang/WH sesuai dengan 
Surat jalan/SJ dan melakukan konfirmasi SJ agar stock yang di system berkurang 
5. Stockist lakukan stock opname secara berkala agar tidak ada selisih fisik produk 
dengan stock  yang ada di system 
Staff Administrasi &HRD 
1. Staff administrasi bertanggung jawab untuk mencetak Surat Jalan dan 
menyiapkan faktur yang sesuai dengan SP yang di terima dari marketing 
2. Staff administrasi harus mencatat nomor SJ / nomor faktur yang dibawa oleh 
Expeditur atau yang dikirim melalui expedisi setiap hari 
3. Staff administrasi bertugas untuk menerima kembali SJ dari Expeditur  dan 
melakukan entry SJ ke system setiap hari 
4. Membuat surat dan catatan menyangkut penerimaan, pelatihan dan 
pengembangan karyawan serta pemutusan hubungan kerja 
Staff GA 
General Affair / GA diterjemahkan sebagai Bagian Umum. 
Staff GA, umumnya mengurusi : 
      1. Bagian Legal (Perizinan) 
      2. Security (Keamanan). 
      3. Administrasi Karyawan (Asuransi, Jamsostek, absensi, ATK, dsb) 
      4. Masanger & Office Boy. 
Supervisor Gudang/WH 
1. Supervisor WH bertanggung jawab untuk mengkoordinasi dan mengatur 
penyiapan barang sesuai dengan SP yang di terima dari marketing 
2. Supervisor WH memastikan barang yang di siapkan oleh teamnya sesuai dengan 
SP yang di terima dari marketing. 
3. Supervisor WH berkordinasi dengan stockiest dalam hal stock barang yang 
tersedia/kosong. 
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4. Supervisor WH melakukan serah terima barang pesanan dokter yang telah selesai 
di kerjakan oleh team WH kepada Stockiest 
Supervisor Adm & HRD 
1. Supervisor bertanggung jawab untuk mengkoordinasi dan mengatur kelancaran 
distribusi produk ke customer secara teknis 
2. Supervisor memastikan expeditur melakukan pencatatan pengiriman dengan 
benar, baik jumlah koli maupun beratnya. 
3. Supervisor Adm  berkoordinasi dengan, WH, Expeditur, GA dan Atasan 
4. Melakukan proses penerimaan karyawan 
5. Membuat surat keputusan penerimaan karyawan, masa percobaan dan masa 
lulus/tidak lulus masa percobaan 
6. Melakukan proses pelatihan dan pengembangan karyawan 
7. Menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam perusahaan yang berhubungan 
dengan SDM 
8. Membantu menjamin hak dan kewajiban karyawan 
9. Melakukan proses pemutusan hubungan dengan karyawan 
Supervisor Expedisi 
1. Distribution Supervisor bertanggung jawab dan mengkoordinasi  keseluruhan 
proses distribusi baik secara intern maupun extern, memastikan setiap bagian di 
distribusi melakukan tugasnya dengan benar 
2. Distribution SPV berkoordinasi dengan bagian/departemen lain yang terkait dan 
dengan expedisi seperti Herona, Eltaha, Tiki, dsb. 
Supervisor GA/General Affairs 
GA/General Affairs di PT. Derma Beauty Indonesia bertujuan untuk melaksanakan 
kegiatan pelayanan kantor, penyediaan fasilitas, dan pelayanan administrasi perkantoran 
sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan. 
Tugas dan Tanggung Jawab: 
1. Melaksanakan aktivitas penyiapan ruang kerja dan peralatan kantor untuk seluruh 
pegawai dan memastikan ketersediaan ruangan kerja dan peralatan kantor bagi 
setiap pekerja sesuai dengan jenis pekerjaan dan jabatan 
2. Melaksanakan aktivitas renovasi gedung kantor untuk memastikan semua gedung 
kantor selalu siap melakukan kegiatan operasional sehari-hari 
3. Melaksanakan kegiatan surat-menyurat dan dokumentasi & pengarsipan untuk 
memastikan dukungan administrasi bagi kelancaran kegiatan seluruh karyawan 
4. Membuat rencana dan mengevaluasi kerja harian dan bulanan untuk memastikan 
tercapainya kualitas target kerja yang diberitahukan 
5. Membuat perkiraan biaya tahunan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi 
kantor sebagai rekomendasi pembuatan anggaran departemen General Affairs 
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6. Menyediakan kebutuhan dan pengadaan alat tulis kantor, peralatan kantor, 
peralatan kebersihan dan keamanan kantor, serta layanan fotokopi, pencetakan & 
penjilidan 
7. Mengawasi pelaksanaan kebersihan dan kenyamanan ruang kantor dan keamanan 
kantor 
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Lampiran 4 (Catatan Penelitian) 
Tanggal Kegiatan Hasil 
18 Maret 
2014 
1. Mengikuti briefing bagian 
gudang dan ekspedisi 
2. Wawancara dengan Direktur 
 
 
 
 
 
 
3. Meminta ketentuan 
persyaratan pelamar kerja 
4. Meminta struktur organisasi 
dari perusahaan, beserta 
tugas dan tanggung jawab 
masing-masing bagian 
Mengetahui secara garis besar tugas dan 
fungsi setiap bagian. 
Mendapat pemahaman baru mengenai 
cara kerja di perusahaan, karena 
pemimpin ingin membalikan teori 
manajemen, dengan teori baru. 
Mengetahui sistem kerja dari DBI 
Mengetahui struktur organisasi dan 
jobdesc masing-masing bagian 
Mengetahui ketentuan yang unik dalam 
perusahaan 
19 Maret 
2014  
1. Mengikuti pelatihan bagian 
gudang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Wawancara dengan direktur 
Mengetahui proses pelatihan singkat 
Hasil dari pelatihan: 
Memberikan pengarahan untuk jobdesc 
yang harus diselesaikan, 
Pembagian SDM untuk penyelesaian 
tugas 
Pengalihan tugas karena ada karyawan 
yang ambil cuti 
Koordinasi untuk pekerjaan khusus, yaitu 
menyervis mesin cetak yang rusak dan 
memberikan ke karyawan yang ahli di 
bidang mesin. 
Mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh 
tim MR Jabodetabek, yaitu 
Pertemuan, pelatihan dan evaluasi rutin 
yang dilakukan setiap hari Senin dan Rabu 
20 Maret 
2014 
1. Melakukan observasi 
Warehouse 
 
 
 
 
 
 
Mengetahui proses produksi dan 
packaging 
Mengetahui proses menyiapkan produk 
sesuai dengan SP 
Wawancara dengan pegawai gudang 
perihal pengalaman dan kepuasan kerja di 
PT. DBI. 
Obrolan singkat mengenai kehidupan 
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Tanggal Kegiatan Hasil 
 
 
 
 
2. Diskusi bersama dengan 
direktur mengenai cara 
untuk memproses  
3. Mengerjakan data yang 
telah di dapatkan 
4. Wawancara dengan pegawai 
warehouse bagian 
membantu pekerjaannya 
 
 
 
 
 
5. Wawancara dengan bagian 
Quality Control (QC) 
pribadi, untuk menguji pernyataan dari 
pimpinan mengenai standar pelamar kerja. 
Hasilnya adalah terbukti. 
Mendengarkan keluhan-keluhan dari 
karyawan 
Membuktikan persyaratan yang telah 
diberikan, hasilnya adalah benar 
 
 
 
 
 
Mengetahui sistem kerja yang 
dilaksanakan 
Mengetahui kelemahan-kelemahan yang 
dialami bagian gudang 
Mengetahui problem-problem yang 
dialami bagian gudang 
Mengetahui problem yang dialami bagian 
gudang 
Membandingkan dengan SOP yang ada. 
Mengetahui sistem kerja yang dilakukan 
QC 
Mengetahui problem yang dialami QC 
Membandingkan dengan SOP yang ada. 
24 Maret 
2014 
1. Mengikuti pendidikan yang 
dilakukan secara mingguan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendidikan yang diberikan yaitu 10 
motivations be in mind : 
1. Jangan mengatakan tidak ada waktu, 
setiap orang memiliki porsi waktu 
yang sama 
2. Menyelesaikan masalah yang dialami 
3. Setia pada perkara yang kecil 
4. Menjemput nasib baik dengan usaha 
5. Feeling for human, logic for problem 
6. Process is important 
7. Make a plan for a deal, target! 
8. Make the best in your life. God is 
given the destiny  
9. Berkaca sebelum mengkritik 
10. Bekarya untuk lovers, dan bertumbuh 
karena haters 
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Tanggal Kegiatan Hasil 
 
 
 
 
 
 
2. Mengikuti briefing tim 
ekspedisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Mengikuti pertemuan 
dengan RSM Jabodetabek 
Rumus tentang give and hope: 
Given 
Hope 
  1 
  0  
 
Hal yang perlu diperhatikan oleh tim 
ekspedisi: 
1. Standar berpakaian, besih dan rapi 
2. Menjaga sopan santun dalam bicara 
3. Attitude dalam bertemu dengan 
dokter 
4. Tidak menggunakan atribut 
bertuliskan nama perusahaan 
5. Tas tidak rusak 
6. Sepatu harus selalu disemir 
7. Memakai jaket yang standar 
8. Cepat mengantar pesanan sesuai 
dengan SP dan alamat 
Hal yang perlu diperhatikan tim 
marketing: 
1. Mencatat tanggal SP masuk dan 
tanggal barang sampai kepada 
konsumen 
2. Memastikan bahwa penerimaan 
barang kepada konsumen tidak lebih 
dari 7 hari untuk luar kota 
3. Menelusuri masalah pengiriman 
kepada konsumen lama dan 
menyelesaikan masalah 
25 Maret 
2014 
1. Mengikuti briefing tim 
ekspedisi 
2. Konfirmasi mengenai 
program pelatihan, 
pendidikan dan daily 
motivation kepada 
karyawan 
3. Mengikuti hari lembur tim 
gudang 
Evaluasi penampilan dari tim ekspedisi 
 
Karyawan mendapatkan manfaat dari 
ketiga program tersebut. 
 
 
 
Mengerti tantangan yang dialami tim 
gudang, 
26 Maret 
2014 
1. Mengikuti briefing tim 
ekspedisi 
Pembagian tugas pengiriman barang 
Pengecekan penampilan karyawan 
= hasil 
= ~ 
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Tanggal Kegiatan Hasil 
 
 
2. Mengikuti pertemuan 
marketing jabodetabek 
Tim ekspedisi mengalami perkembangan 
penampilan dari sebelumnya 
Mengetahui cara RSM menerima 
complain dan menyikapi complain 
RSM mengevaluasi weekly plant dan 
target dengan realisasi masing-masing 
MR/SMR 
Menyampaikan peringatan kepada 
marketing yang tidak mengalami 
perkembangan penjualan selama 6 bulan 
27 Maret 
2014 
1. Mengikuti briefing tim 
gudang 
 
2. Konfirmasi untuk SP yang 
diberikan kepada karyawan 
3. Diskusi hasil temuan kepada 
pimpinan 
Pembagian tugas perbagian, 
menyampaikan prioritas tugas, koordinasi 
tugas karena karyawan cuti 
Ada beberapa karyawan yang 
mendapatkan SP 1 dan SP 2 
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Lampiran 5 (Hasil Wawancara) 
18 Maret 2014 
 
Peneliti : “Sebenarnya apa yang melatar belakangi bapak untuk akhirnya 
mendirikan perusahaan cosmetoteutical?” 
Direktur : “Saya dulu bekerja sebagai direktur disebuah perusahaan, tapi ketika 
saya bekerja untuk orang lain, saya tidak bisa membantu orang lain karena 
memang ada keterbatasan untuk bergerak. Kalau tidak memiliki usaha 
sendiri saya tidak akan bisa membantu orang lain untuk bekerja. Saya 
mendirikan perusahaan ini sendiri, awalnya saya ingin usaha dibidang 
farmasi tetapi karena usaha dibidang farmasi memerlukan modal yang 
cukup besar dan perijinan yang sangat lama, sehingga saya memilih usaha 
ini.” 
Peneliti : “Lalu, bagaimana untuk formula kosmetiknya, pak?” 
Direktur : “Saya yang menentukan komposisi dari tiap kosmetik, berbekal dari 
pengalaman saya bekerja di perusahaan farmasi dan kosmetik. Dahulu 
saya masih bekerja sama dengan pihak lain untuk memproduksi, karena 
masih dalam skala kecil. Saya mulai memasarkan sendiri, bertemu dengan 
satu dokter ke dokter yang lain. Sehingga akhirnya menjadi seperti ini.” 
Peneliti : “Itu pertemuan apa, Pak?” 
Direktur : “Oh…Itu pertemuan rutin yang dilakukan oleh RSM Jabodetabek. 
Pertemuannya setiap hari Senin dan Rabu. Kalo Senin itu evaluasi untuk 
kinerja dan penjualan yang dilakukan MR selama 1 minggu, sedangkan 
Rabu untuk evaluasi kinerja dan rencana yang akan dilakukan MR di hari 
Rabu – Jumat.“ 
Peneliti : “Apakah setiap briefing yang dilakukan setiap hari ada catatan untuk 
dokumentasi?” 
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Direktur : “Setiap SPV memiliki buku kecil yang biasa dibawa, dan sebelum 
menyampaikan biasanya mereka menuliskan dibuku kecil tersebut.” 
Peneliti : “Bagaimana dengan persyaratan penerimaan karyawan yang diberikan 
oleh  bapak? Adakah syarat-syarat khusus yang diberikan? 
Direktur : “Sesuai dengan tujuan besar saya menbentuk perusahaan ini adalah untuk 
menolong orang yang memiliki keinginan bekerja tetapi terbentur 
pendidikan yang tidak tinggi, atau mereka yang ingin merubah tingkat 
ekonomi keluarga, maka ada beberapa syarat untuk menjadi pelamar. Saya 
membuat persyaratan yang berbeda dengan perusahaan lain terkhusus 
untuk HO yaitu syaratnya adalah tidak memiliki pekerjaan dan berasal dari 
keluarga yang tidak mampu; diutamakan anak pertama di dalam keluarga; 
susah untuk mendapatkan pekerjaan; memiliki niat yang tinggi untuk 
bekerja, serta mau belajar. 
Peneliti : “Saat ini ijazah menjadi syarat utama ketika akan melamar pekerjaan, 
Pak. Apakah dengan syarat yang diajukan tersebut tidak merugikan 
perusahaan, Pak? 
Direktur : “Saya memiliki keyakinan apabila seseorang tidak memiliki pekerjaan, 
mereka susah untuk mendapatkan pekerjaan, maka apabila diberi 
kesempatan akan memiliki kemauan dan niat untuk belajar lebih lagi. Saya 
ingin menciptakan seseorang yang nantinya dapat expert dibidangnya 
masing-masing. Saya bukan mencari orang yang berkualitas, tetapi saya 
ingin menciptakan orang-orang yang berkualitas.” 
 
19 Maret 2014 
Peneliti : “Terkait dengan pengembangan karyawan apa yang telah PT. DBI 
lakukan untuk setiap karyawan, Pak?” 
Direktur : “Ada dua pola kegiatan dan pengembangan karyawan yang telah 
dilakukan yaitu pelatihan dan pengembangan. Pelatihan disini untuk 
mengembangkan skill setiap karyawan. hal ini mulai dari hal yang sangat 
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sederhana, yaitu pelatihan mengendarai kendaraan. Saya menginginkan 
karyawan yang bekerja di DBI from nothing menjadi seseorang yang 
expert dibidangnya masing-masing. Kemudian DBI juga memberikan 
pendidikan yang berisi tentang etika dan juga nilai-nilai kehidupan. Hal ini 
dilakukan untuk meningkatkan logika atau nalar dari karyawan supaya 
dapat memiliki pikiran yang lebih maju. Pemimpin menginginkan bahwa 
karyawan tidak hanya sekedar expert tetapi juga memiliki etika dalam 
bekerja. Hal ini dikarenakan orang yang memiliki etika dalam bekerja 
akan bekerja dengan kredibilitas tinggi, walaupun tidak memiliki dasar 
pendidikan yang tinggi.” 
Peneliti : “Adakah hal lain yang dilakukan untuk meningkatkan motivasi bekerja 
untuk karyawan, Pak?” 
Direktur : “Oh.. tentu ada. Setiap hari ada pengiriman daily motivation berupa 
pesan singkat untuk seluruh karyawan.” 
Peneliti : “Pesan singkat seperti apa yang diberikan?” 
Direktur : “Tentu banyak hal, yang menjadi fokus adalah nilai tentang kehidupan. 
Soalnya sebagian karyawan adalah orang-orang yang tidak memiliki 
ijazah. Oleh karena itu mereka butuh motivasi dan pengertian mengenai 
nilai-nilai kehidupan dan kebenaran.” 
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Lampiran 6 (Surat Keterangan Penerimaan Karyawan HO) 
PT. DERMA BEAUTY INDONESIA 
Jl. Taman Malaka Selatan II, A1.18, Malakasari, Duren Sawit 
JAKARTA TIMUR, 13440 
Telp: 021-86907254, 83072549, Fax 021-86907254 
________________________________________________________________________ 
 
Jakarta, 1 April 2014 
 
SURAT KETERANGAN 
No: 04/pha/01/04/14 
 
Bersama ini diterangkan bahwa efektif per tanggal 1 April 2014, Sdri. Beni 
Hendarmiyani telah diterima bekerja di PT. Derma Beauty Indonesia sebagai Staff 
Warehouse, dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 1 April s/d 30 
Juni 2014. Adapun perincian pendapatan yang akan diterima setelah masa percobaan 
adalah sebagai berikut : 
 
Gaji pokok   : Rp 650.000,-   
Sewa motor : Rp  360.000,- 
Uang makan : Rp  240.000,- 
Total : Rp1.250.000,- 
 
(pokok akan disesuaikan kembali apabila lulus masa percobaan) 
 
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. 
Terimakasih. 
 
 
Hormat kami, 
 
 
 
Pamuji Harini Adi 
Direktur 
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Lampiran 7 (Surat Keterangan Lulus Masa Percobaan HO) 
PT. DERMA BEAUTY INDONESIA 
Jl. Taman Malaka Selatan II, A1.18, Malakasari, Duren Sawit 
JAKARTA TIMUR, 13440 
Telp: 021-86907254, 83072549, Fax 021-86907254 
________________________________________________________________________ 
 
Jakarta, 27 Juli 2013 
 
SURAT KETERANGAN 
No: 04/pha/01/04/14 
 
Bersama ini diterangkan bahwa efektif per tanggal 27 Juli 2013, sdri. Chandra 
Atikasari telah  LULUS masa percobaan 3 (tiga) bulan dari tanggal 4 April s/d 4 Juli 
2013 Staff Warehouse. Adapun perincian pendapatan yang akan diterima setelah masa 
percobaan adalah sebagai berikut : 
 
Gaji pokok   : Rp 900.000,-   
Sewa motor : Rp  360.000,- 
Uang makan : Rp  240.000,- 
Total : Rp1.500.000,- 
 
 
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. 
Terimakasih. 
 
 
Hormat kami, 
 
 
 
Pamuji Harini Adi 
Direktur 
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Lampiran 8 (Form Surat Jalan) 
PT. DERMA BEAUTY INDONESIA 
 
 
SURAT JALAN 
Kepada Yth: 
Kode Dokter :   Sales Person :  
Nama Dokter :   No PO :  
Alamat :   Tgl PO :  
 
No  Kode Produk Nama Produk Ukuran Quantity 
 
 
 
 
 
 
 
    
Total ________________________ 
 
Hormat kami, 
 
 
PT. Derma Beauty Indonesia 
Penerima Pengirim 
 
No. SJ :  
Tanggal SJ :  
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Lampiran 9 (Weekly Plan)
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Lampiran 10 (Laporan Kunjungan Dokter) 
PT. Derma Beauty Indonesia 
Kartu Kunjungan Dokter 
Nama Dokter 
Rumah Sakit 
Praktik 
Rumah 
No Handphone 
: 
: 
: 
: 
: 
...................................... 
...................................... 
...................................... 
...................................... 
...................................... 
Telp 
Telp 
Telp 
: 
: 
: 
...................................... 
...................................... 
...................................... 
 
 
Tanggal 
Keterangan Produk 
Fokus 
Komentar Dokter 
Tanda 
Tangan Pagi Malam 
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Lampiran 11 (Lembar Penilaian Karya) 
 
PT. DERMA BEAUTY INDONESIA
I. IDENTITAS KARYAWAN
Nama : Tujuan Evaluasi : 
Jabatan : Periode Evaluasi :
Department : 
II. DIMENSI PERSONAL
    (Lingkari angka yang di pilih pada kolom Nilai)
NILAI BOBOT HASIL
(A) (B) (A X B)
1 Integritas
Dalam aktivitas kerjanya memelihara & menunjukkan sikap & tindakan yang sesuai 1     2     3     4     5     6 4
dengan norma-norma organisasi, sosial dan etika.
2 Disiplin 1     2     3     4     5     6 4
Berusaha & bertindak untuk mematuhi peraturan/ketentuan yang berlaku
3 Tanggung Jawab 1     2     3     4     5     6 4
Kesediaan untuk menerima dan menjalankan atas tugas yang di berikan dengan  
baik serta berani mempertanggung jawabkan hasil kerjanya
4 Semangat & Ketahanan Kerja 1     2     3     4     5     6 4
Berkemauan untuk tetap melakukan usaha sampai tercapainya tujuan, dengan tetap
menunjukkan tingkat performasi yang stabil sekalipun dalam kondisi adanya tekanan,
misalnya keterbatasn waktu, ketidak jelasan situasi atau kindisi.
5 Inisiatif 1     2     3     4     5     6 4
Mengambil tindakan secara aktif tanpa harus di minta lebih dulu, bersikap proaktif
dari pada menerima secara pasif
6 Inovasi 1     2     3     4     5     6 4
Mampu memberikan ide yang kreatif dengan memberikan cara-ara baru & berbeda.
7 Pengendalian diri & Emosi 1     2     3     4     5     6 4
Mampu mengendalikan diri dan mengelola diri berkaitan dengan reaksi emosi
8 Adaptasi 1     2     3     4     5     6 4
Mampu menyesuaikan diri dengan variasi & perubahan lingkungan mencakup per be-
daan tugas, tanggung jawab, orang yang di hadapi, dengan tetap mempertahankan 
kualitas.
9 Kerja sama 1     2     3     4     5     6 3
secara aktif ikut serta dan bekerja dalam team secara efektif untuk mencapai tujuan
organisasi tanpa menimbulkan perselisihan.
10 Komunikasi 1     2     3     4     5     6 3
Berbicara dengan jelas dan mampu mengekspresikan dirinya dengan baik dalam    
kelompok maupun komunikasi perorangan
11 Pemeliharaan fasilitas 1     2     3     4     5     6 2
Mampu menggunakan, menjaga & merawat fasilitas kerja dari perusahaan
SUB TOTAL
PENILAIAN KARYA
(RAHASIA)
U R A I A N
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II. DIMENSI PEKERJAAN 
    (Lingkari angka yang di pilih pada kolom ini)
NILAI BOBOT 
(A) (B)
1 Pencapaian penjualan 1     2     3     4     5     6 10
Akumulasi hasil pencapaian target penjualan yang telah di tetapkan selama periode
evaluasi.
2 Pertumbuhan penjualan 1     2     3     4     5     6 5
Pertumbuhan penjualan selama periode evaluasi
3 Daya Persuasif (Kemampuan menjual) 1     2     3     4     5     6 4
Kemampuan menggunakan metode komunikasi dan gaya interpersonal yang tepat   
dalam memperoleh penerimaan ide tentang perencanaan, aktivitas & pelayanan pada
pelanggan.
4 Mengatasi Komplain Pelanggan 1     2     3     4     5     6 3
Kemampuan menangani & mengatasi penolakan/kekecewaan dari pelanggan, dengan
tetap memperhatikan efektifitas kerja.
5 Analisa Masalah 1     2     3     4     5     6 5
Kemampuan mendapatkan & mempelajari data & informasi yang relevan, 
mengidentifikasikan inti permasalahan & hubungan sebab akibat.
6 Penyelesaian masalah 1     2     3     4     5     6 5
Kemampuan mengembangkan & mengevaluasi alternatif langkah-langkah dalam 
mengatasi masalah termasuk membuat prioritas tindakan yang akan di ambil.
7 Pembuatan Keputusan 1     2     3     4     5     6 4
Kemampuan & keberanian untuk membuat keputusan yang tepat pada waktunya   
dengan memberikan pertimbangan/pendapat dan komitmen terhadap keputusan 
tersebut.
8 Perencanaan & Pengorganisasian 1     2     3     4     5     6 4
Kemampuan membuat program kerja berdasar prioritas waktu & kepentingan tugas
serta mengatur aktifitas dalam rangka realisasi rencana kerja
9 Pendelegasian Tugas 1     2     3     4     5     6 4
Kemampuan membagi & memberikan tugas/pekerjaan terhadap bawahan yang tepat
dengan memperhatikan kesesuaian antara pengetahuan, ketrampilan & pengelaman
bawahan dengan karakterisitik tugas yang di berikan.
10 Pengambilan Resiko 1     2     3     4     5     6 3
Kemampuan bertindak untuk mendapatkan suatu benefit/keuntungan dengan mem-
pertimbangkan dampak negatif yang dapat mucul.
11 Pengarahan & Pengembangan Bawahan 1     2     3     4     5     6 4
Kemampuan menilai kekuatan & kelemahan bawahan, memberikan umpan balik yang    
membangun & bimbingan yang sesuai, menambah pengetahuan serta meningkatkan
ketrampilan & motivasi bawahan.
12 Membangun & Membina Team 1     2     3     4     5     6 4
Kemampuan menggunakan pendekatan gaya interpersonal yang fleksibel untuk mem-
bangun & membina team yang kohesif, sehingga tujuan team tercapai.
13 Membangun Kemitraan Bisnis 1     2     3     4     5     6 3
Bekerja secara efektif dengan rekan kerja eksternal & internal untuk mencapai tujuan
organisasi serta mengidentifikasikan & menyelesaikan masalah-masalah yang muncul.
14 Bahasa Inggris 1     2     3     4     5     6 2
Kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris secara lisan dan tulisan
Gambaran kerja secara keseluruhan
*) Lingkarilah salah satu huruf  di bawah ini sesuai dengan hasil GRAND TOTAL
E D C CB B SB
100-174 175-249 250-349 350-449 450-524 525-600
Sangat Kurang Kurang Cukup Cukup Baik Baik sangat baik
GRAND TOTAL
U R A I A N
SUB TOTAL
151 
 
 
 
 
 
III. KELEBIHAN & KELEMAHAN
III.A. KELEBIHAN
     Dimensi Personal:
     Dimensi Pekerjaan:
     ____________________________________________________________________________________________
III.B. KELEMAHAN
IV. KEBUTUHAN PELATIHAN
     __________________________________________      _______________________________________
     __________________________________________      _______________________________________
     __________________________________________      _______________________________________
Topik Pelatihan/Training yang di sarankan
dan/atau perubahan sikap yang di perlukan
Pengetahuan dan Ketrampilan yang perlu di tingkatkan
152 
 
 
 
  
V. KESIMPULAN
     ___________________________________________________________________________________________
     ___________________________________________________________________________________________
VI. KONFIRMASI
Nama
Tanggal
Tanda Tangan
     _________________________
 Penilai Atasan Penilai
Pimpinan Department
Menyetujui
Karyawan
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Lampiran 13 (Skema Insentif Marketing) 
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Lampiran 14 (Surat Keputusan Pengangkatan) 
 
PT. DERMA BEAUTY INDONESIA 
 
URAIAN JABATAN 
 
IDENTITAS & AKUNTABILITAS: 
 
Jenis Usaha  : Cosmetoceutical 
Pemegang Jabatan : Teguh Budi Prabowo 
Posisi   : REGIONAL SALES MANAGER 
Atasan Langsung : Marketing Manager 
Divisi/Unit  : Marketing 
 
 
 
RINGKASAN JABATAN: 
 
Mendukung kelancaran pemasaran produk yang mencakup aktifitas; merencanakan, 
mengorganisasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan opersional harian field force (AM, 
SPV, SMR & MR) pemecahan masalah tim, pembinaan serta pengembangan field force untuk 
bersama-sama mencapai target penjualan semaksimal mungkin, namun dengan tetap 
memperhatikan prinsip efesiensi pengendalian biaya. 
 
 
PERSYARATAN JABATAN : 
 
 Latar belakang penddikan : DIII & S1 dari segala jurusan. 
 Pengalaman & Pengetahuan : Marketing, product & territory knowledge,  
Di utamakan memiliki pengalaman sebagai Area Sales  
Manager / Distric Sales Manager minimal 2 tahun.  
 Kualitas pribadi   : Good attitude, capable, credible, integrity 
 Ketrampilan khusus  : Communication skill, Selling skill, Leadership,  
Managerial dan Bahasa Inggris (minimal pasif) 
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HUBUNGAN  KERJA 
 
 
      EKSTERNAL    INTERNAL         EKSTERNAL 
 
 
 
 
 
     Outlet/Dokter         Marketing Manager    Manajemen skin 
     Rumah sakit          Care, Dokter, dsb 
     Klinik, dll 
     Organisasi profesi 
              Regional Sales Mgr 
 
 
  
               HR&GA         Logistik/WH               PM                  Finance / Acc 
 
 
 
TUGAS-TUGAS : 
 
Merencanakan, Mengorganisasikan, melaksanakan dan mangawasi : 
 
1. Kegiatan coaching terhadap subordinate melalui ajang tatap muka, email, telepon untuk 
membicarakan setiap permasalahan yang dihadapi sekaligus memberikan pengarahan 
terhadap jalan keluarnya atau langsung menangani masalah di lapangan. 
2. Pemberian motivasi dan bimbingan moral kepada subordinate agar setiap anggota 
mempunyai sikap mental positif dan rasa kebersamaan dalam usaha mencapai sasaran 
perusahaan. 
3. Pemberian arahan terhadap subordinate mengenai plafon dari penggunaan biaya 
promosi, discount, bonus, entertainment, dll, agar dana yang tersedia dapat di gunakan 
seefektif mungkin. 
4. Pemberian bimbingan/pembinaan secara aktif yang berkaitan dengan pengembangan 
subordinate yang mencakup kemampuan customer approach, human relationship, 
negosiasi, strategi penjualan, dll baik secara teori maupun implementasi/praktek di 
lapangan. 
5. Evaluasi dan analisa kegiatan-kegiatan yang telah di lakukan agar dapat di ketahui 
potensi-potensi yang belum tergali. 
6. Penyelenggaran kunjungan rutin yang berkualitas kepada pelanggan pelanggan 
utama/pareto (dokter/skincare, Rumah Sakit, dan bagian terkait lainnya) dalam rangka 
membina hubungan baik dengan pelanggan. 
7. Proses pembinaan hubungan baik dengan bagian pengadaan dan penyelesaian masalah-
masalah yang ada kaitannya dengan distribusi untuk memperlancar penjualan. 
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8. Monitoring terhadap kegiatan pesaing sebagai tindakan antisipasif agar target penjualan 
yang telah di tetapkan dapat tercapai. 
9. Pembuatan program kerja bulanan sekaligus laporan kerja bulanan dengan merangkum 
dari setiap wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya. 
10. Pelaporan dan Diskusi perkembangan bisnis actual dengan Marketing Manager. 
 
 
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB : 
 
1. Berwenang menentukan pemberian kondisi (discount, bonus) untuk outlet/customer 
sesuai dengan plafon yang telah di tetapkan oleh perusahaan. 
2. Berwenang menentukan pengeluaran budget promosi (Sponsorship, entertainment) 
sesuai dengan plafon yang telah di tetapkan oleh perusahaan. 
3. Berwenang dalam menentukan pemberian entertainment yang sifatnya khusus kepada 
pihak customer/user. 
4. Berwenang dalam menentukan perjanjian/kerjasama dengan user yang potensial/pareto 
5. Berwenang dalam menentukan pengembangan area coverage, skincare. 
6. Berwenang dalam penyelenggaraan recruitment awal untuk calon MR, bekerja sama 
dengan pihak HRD 
7. Bertanggung jawab memberikan kondisi khusus untuk outlet di luar plafon yang telah di 
tetapkan oleh perusahaan setelah mendapat persetujuan Marketing Manager. 
8. Bertanggung jawab dalam penggunaan budget promosi untuk outlet di luar plafon yang 
telah di tetapkan oleh Marketing Manager. 
9. Berwenang dalam melakukan mutasi dan penempatan MR dengan berdiskusi terlebih 
dahulu dengan Marketing Manager. 
10. Bertanggung jawab memberikan sanksi/surat peringatan kepada sub ordinatnya yang 
melaksanakan tugas di luar prosedur yang telah di tetapkan, dengan berdiskusi terlebih 
dahulu bersama Marketing Manager dan HRD. 
11. Secara langsung memperoleh laporan dari Area Sales Manager (ASM)/ Supervisor (SPV) 
dalam kaitannya dengan kordinasi wilayah dan tim tertentu untk mencapai target 
penjualan. 
12. Secara langsung memperoleh laporan dari MR dalam kaitannya dengan aktifitas promosi 
ke pihak dokter untuk menciptakan penjualan. 
13. Secara tidak langsung memperoleh laporan dari finance  mengenai masalah-masalah 
keuangan, khususnya pengiriman dana  promosi, collection/inkaso, dsb. 
14. Secara tidak langsung memperoleh data dari finance dalam kaitannya dengan 
penggunaan dana promosi setiap bulannya. 
15. Secara tidak langsung memperoleh laporan dari supervisor logistic/warehouse, 
expeditur mengenai ketersediaan pesanan produk dan pendistribusiannya untuk waktu-
waktu tertentu. 
16. Secara tidak langsung memperoleh laporan dari GA & HRD department dalam kaitannya 
back up terhadap field force. 
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17. Bertanggung jawab terhadap pengontrolan budget yang di gunakan untuk tujuan 
promosi seperti penetrasi pasar serta peningkatan market share sehingga target 
penjualan tercapai. 
18. Berwenang mendelegasikan tugas kepada Area Sales Manager (ASM), Supervisor (SPV) 
maupun Medical Representative (MR) dalam kaitannya dengan permasalahan yang di 
hadapi di lapangan sesuai batas wewenangnya sebagiamana jabatannya masing-masing. 
19. Bertanggung jawab terhadap berbagai sarana milik perusahaan yang di gunakan untuk 
mendukung kelancaran kerjanya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
KOLOM PERSETUJUAN 
 
Disiapkan oleh,   Disetujui Oleh,    Telah dibaca & dimengerti, 
 
 
 
 
(             )  (                                   )    (                                   )  
  
Tgl ………………..…   Tgl ………………..…  Tgl ………………..… 
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Lampiran 15 (Surat Tidak Lulus Masa Percobaan) 
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Lampiran 16 (Surat Keterangan Lulus Masa Percobaan) 
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Lampiran 17 (Usulan Surat Keterangan Lulus Masa Percobaan) 
PT. DERMA BEAUTY INDONESIA 
Jl. Kelapa Sawit II, K1 No.28 
JAKARTA TIMUR, 13440 
Telp: 021-86907254, 83072549, Fax 021-86907254 
 
Jakarta, ____________ 
 
SURAT KETERANGAN LULUS MASA PERCOBAAN 
No: 04/pha/_____ 
 
Bersama ini diterangkan bahwa efektif per tanggal________________, 
Sdr.________________ telah LULUS MASA PERCOBAAN sebagai Marketing 
Representative di PT. Derma Beauty Indonesia, untuk areal ___________ dan sekitarnya. 
Adapun perincian pendapatan yang akan diterima setelah masa percobaan adalah sebagai 
berikut : 
 
Gaji pokok : 
Sewa motor : 
Uang makan : 
Kost  :_______________ 
Total : 
 
(Tunjangan Operasional : Bensin, parker, dll sebesar Rp500.000,- setiap bulannya) 
 
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. 
Terimakasih. 
 
 
Hormat kami, 
 
 
 
Pamuji Harini Adi 
Direktur 
